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ABSTRAKSI

Perlindungan konsumen adalah segala upayagyanenjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepamesumen. Perlindungan
yang dimaksud adalah perlindungan terhadap hak-kaksumen. Hak yang
paling mendasar yang dimiliki konsumen adalah hdksainformasi, yang
tercantum dalam Pasal 4 huruf ¢ Undang-Undang Nogdrahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Penegakan pasal di atasshdiwujudkan oleh pelaku
usaha dengan memberikan informasi yang benar, jdis tidak menyesatkan.
Pelanggaran terhadap hak informasi yang dilakukateho pelaku usaha
Handphone (HP) produk China di Kota Yogyakarta Iparpenyesatan informasi
yang berlebihan di dalam brosur. Isi dari penyesataformasi tersebut tentang
kualitas yang tidak sesuai tersebut menuntut tanggawab pelaku usaha untuk
mengganti semua kerugian konsumen.

Penelitian skripsi ini adalah peneltian huakempiris yang bersifat deskriptif
kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridismatif yakni pendekatan
dari sudut pandang menurut ketentuan dengan keadsdinya, dan masalah
garansi serta tidak tersedianya service center ketl® produk China tertentu.
Akibat dari pelanggaran tersebut menimbulkan keangiyang diderita oleh
konsumen. Agar tuntutan ganti-rugi dapat diwujudkd&onsumen dalam
menyelesaikan sengketanya harus melalui Badan Resayan Sengketa
Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta dan Lembaga Konsufogyakarta (LKY)
Kota Yogyakarta. Upaya
hukum perundang-undangan yang berlaku. Bahan-bdh&um yang diperoleh
dari penelusuran keperpustakaan dianalisis denganggunakan metode analisis
kualitatif. Peneltian ini bertujuan untuk mengetatwagaimana pemenuhan hak
atas informasi terhadap transaksi jual-beli handpbdHP) produk China di Kota
Yogyakarta, serta untuk mengetahui bagaimana tamggawab pelaku usaha
atas informasi yang tidak benar, tidak jelas temtadP produk China di Kota
Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemenutia konsumen atas informasi
terhadap transaksi jual-beli HP produk China di Eofogyakarta masih lemah,
karena ketika adanya sengketa konsumen tidak segté|a memanfaatkan
lembaga atau badan yang ditunjuk oleh Undang-Undaedindungan Konsumen
(BPSK dan LKY) sehingga hak konsumen dalam pakal4f ¢ Undang-Undang
Perlindungan Konsumen tidak terpenuhi. Biasanyaygmmg jawab pelaku usaha
dapat diwujudkan apabila penyelesaian sengketa lkkoes melalui BPSK dan
LKY, berupa penggantian ganti-rugi baik itu pengeafi@n uang seharga produk
HP China tersebut, maupun penggantian barangnya.

Kata kunci :Hak atas Informasi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang terjadi menuntut osaa sebagai subjek dari
teknologi tersebut, untuk terus menyesuaikan danh dnengadopsinya.
Teknologi memberikan banyak dampak terhadap kehidupmanusia.
Dampak teknologi tersebut dapat dikategorikan ntrgaa yaitu, dampak
positif dan dampak negatif. Kemajuan teknologi ygafing mudah diterima
dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ada#&hotogi komunikasi
seperti televisi, radio, telepon genggam, medieridt dan sebagainya.

Berbagai kemajuan teknologi dibidang infosmgang paling menyita
perhatian dan dekat dengan kehidupan manusiarsaatalah produk telepon
selular yang lazimnya disebut telepon genggaméselatau handphone
(selanjutnya disebut HP). HP merupakan alat konasnikarak jauh yang
banyak membantu komunikasi antar individu dan bah&atar kelompok
dengan berbagai fasilitas layanan yang disediakarbagai jasa
telekomunikasi.

Produk HP telah memasuki kehidupan masyardika telah menjadi
kebutuhan pokok, bahkan telah menjangkau ke sédjgisan masyarakat.
Peranan distribusi perusahaan yang cakupannya makétuas dan
munculnya berbagai merek serta harga yang beryamenjadikan produk
HP terjangkau oleh segala lapisan masyarakat. rRieafaan penduduk dan

meningkatnya gaya hidup masyarakat menjadi faktoendpkung



perkembangan pasar produk HP. Hal ini menjadi sysluang bagi
pemasaran serta menunjukan bahwa potensi dan grpspguk HP, cukup
baik dan akan terus berkembang selaras dengannpigakgan teknologi dan
masyarakat.

Hal tersebut mendorong pengusaha yang kagéirbidang usaha HP
untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan koesuskan produk HP
tersebut. Perkembangan teknologi menjadikan barygakerusahaan yang
memproduksi HP, bahkan perusahaan elektronik yaalguldnya tidak
memproduksi HP sekarang mulai menjual produk HPyBknya merek
yang tersedia di pasaran menjadikan persaingan tgjagli sangat ketat di
antara perusahan-perusahaan yang memproduksi $¢®tier

Produk HP China menjadi pilihan utama, diagkan produk HP dari
negara lain, karena harganya relatif murah daganhgkau oleh masyarakat,
baik menengah ke bawah maupun masyarakat meneageahk

Sehari-hari kita melihat orang memakai HPniseek Hi-Tech Cross,
Immo, V-Tell, dan K-TouchPenjualan HP dijumpai di toko-toko HP bahkan
hypermarket menjual HP bermerlDb-One, Nexian, Taxcoyang mungkin
masih merupakan merek asing satu tahun atau due tgdng lalu. Kita
ketahui bersama harga HP tersebut sangat murahtai@pada HP tersebut
cukup lengkap, terdiri dari kamera, mp3, bisa aks#ernet, dan lain
sebagainya. Produk HP China tersebut sangat basvdyanyak jenis dan

tipenya tergantung yang dikehendaki oleh konsumen.



Kita sadari betul kemajuan zaman melahitkamajuan tekhnologi yang
semakin hari semakin canggih, sehingga tuntutanphakan ketergantungan
pada tekhnologi tidak dapat dihindari lagi. Tuntutadup masyarakat atas
keinginan untuk memiliki HP sangat tinggi. Sepaetti Kota Yogyakarta,
sebagai konsumen atau pemakai, dapat digolongkamadie masyarakat
kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atmgkafimasyarakat
menengah ke bawah dengan hadirnya HP produk Chieajpakan suatu
keuntungan, karena berdasarkan pada ekonomi hargamgat terjangkau,
tetapi bagi masyarakat menengah ke atas menjadli sli@rnatif bahkan
tidak begitu antusias untuk memiliki produk tergebu

Lambat-laun akibat dari aktifitas jual-belHP produksi China
menimbulkan permasalahan yang dialami para konsurderantaranya
mengenai kualitas HP tersebut kurang baik, ketigkaian antara informasi
yang diperoleh dengan kenyataannya. Bahkan tidakkisekonsumen
mengalami kerugian, karena pada kenyataannya ksdumpai satu bulan dari
pembelian HP tersebut mengalami kerusakan karesaatse hal. Ketika
konsumen bermaksud untuk memperbaiki HP tersebutyata tempat
perbaikan gervicg HP produk China masih sulit ditemukan, adapunpim
perbaikan tersebut ditemukan, maka konsumen harmisumggu dengan
waktu yang cukup lama, karespare partdari HP produk China masih sulit
didapati di Kota Yogyakarta. Permasalahan ini mdim@asalah hukum yang
cukup serius yaitu, siapa yang akan bertanggundjatas kerugian tersebut,

bagaimana peran pelaku usaha. Lembaga Perlinddtgasumen Swadaya



Masyarakat (LPKSM), dalam hal ini LKY perlu memantaecara serius
pelaku usaha atau penjual yang hanya mengejart psefnata dengan
mengabaikan kualitas produk bardng.

Perlindungan konsumen dalam era globalisasigat penting, karena
konsumen disamping mempunyai hak-hak yang bersifaversal juga
mempunyai hak-hak yang sangat spesifik (baik sito@supun kondisi¥.
Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbaiagad strata yang
sangat bervariasi menyebabkan produsen melakulgat&e pemasaran dan
distribusi produk barang dan jasa demi mendapakkersumen yang lebih
banyak, tetapi tidak memikirkan tentang hak-hak deamanan bagi
konsumen. Dampak buruk yang lazim terjadi antaria, lanenyangkut
kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidd#sjebahkan menyesatkan,
memalsukan dan sebagainya.

Semangat perlindungan hak-hak konsumen tikarkdengan berdirinya
lembaga swadaya masyarakat yang bernama YayasabafankKonsumen
Indonesia (YLKI) pada tahun 1973. Setelah YLKI, kehlan muncul
beberapa organisasi serupa, antara lain Lembagabif@an dan
Perlindungan Konsumen (LP2K) yang berdiri sejakriab 1988 dan pada

tahun 1990 bergabung sebagai ang@aasumers InternationCl).3

! Mariam GaharpungPerlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban atas TiadaRelaku
Usaha,dalam Jurnal Yustika, Vol. 3, him. 42.

? Celina Tri Siwi KristiyantiHukum Perlindungan KonsumeBitk. Kedua Sinar Grafika,
Jakarta, 2009, him. 8.

* Ibid, him. 15.



Organisasi swadaya masyarakat seperti YL&mihki cabang-cabang di
berbagai propinsi dan mempunyai pengaruh yang cukuat karena
didukung oleh media masa. Kota Yogyakarta merupadah satu tempat
berdirinya lembaga perlindungan konsumen, vyaitu haga Konsumen
Yogyakarta (LKY), di Sleman terdapat Lembaga Konson®Siaga (LKS),
kedua lembaga tersebut bertujuan untuk melinduragn dhenyadarkan
konsumen atas hak-haknya yang selalu dianggap lekealudukannya
dibandingkan dengan pelaku usaha. Secara umumatiikda 4 (empat) hak
dasar konsumen, yaifu:

1. Hak untuk mendapatkan keamargtire right to safety)

2. Hak untuk mendapatkan informd#hie right to be informed)

3. Hak untuk memili(the right to choose)

4. Hak untuk didengafthe right to be heard).

Empat hak dasar tersebut diakui secara interndsiordalam
perkembangannya organisasi-organisasi konsumenmiiaalagi beberapa
hak, seperti hak mendapat pendidikan konsumen, apatkbn ganti
kerugian, dan hak mendapat lingkungan hidup yailgdan sehat.

Hak untuk mendapatkan informasi yang benaa Miartikan bahwa
setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumers lthsertai informasi
yang benar. Informasi yang benar agar konsumek sdanpai mempunyai
gambaran yang keliru atas produk barang dan jadarmasi ini dapat

disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisaadeegonsumen, melalui

* Celina Tri Siwi KristiyantiIbid, him. 30.



iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalammakan produk
(barang), seperti Produk China, yang marak padar-akhir ini adalah
mengenai produk HP China, para konsumen bisa nieklza-iklan produk
HP China di berbagai tempat, baik melalui media saaseperti koran,
majalah, televisi dan lain-lain.

Pelaku usaha wajib memberikan informasi ydmgnar dan jujur
mengenai produk HP China tertentu kepada konsuagar, konsumen tidak
dirugikan. Pelaku usaha dilarang memberikan infeirpang berlebihan yang
tidak sesuai dengan keadaan produk HP China tdrsebu

Kita Patut mensyukuri dengan hadirnya UU Bidlahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK) cukup membantu meritigia harkat
martabat para konsumen begitu juga pelaku usahénduegi hak dan
kewajiban konsumen dan pelaku usaha, tetapi tejapdssisi lain konsumen
dirugikan. Hak-hak konsumen yang sangat mendasantdranya yaitu hak
atas informasi.

Pasal 4 huruf ¢ Undang-undang Perlindungamskimen mengatur
tentang hak konsumen, hak atas informasi yang bgeks dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau ftedaatas informasi yang
dimaksud adalah agar konsumen dapat memperolehagamlyang benar

tentang suatu produk, karena dengan informasi liets&onsumen dapat



memilih produk yang dikehendaki sesuai dengan kefauinya serta
terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam gemaan produR.

Pelaku usaha dalam menginformasikan produlada berbagai bentuk.
Iklan merupakan salah satu cara atau bentuk infirgaang sering dilakukan
oleh pelaku usaha. Pada prinsipnya iklan memberikéormasi kepada
konsumen mengenai keunggulan suatu produk misajpg@a produk HP
China. Tanpa disadari banyak pengaruh iklan teghddansumen hingga
akhirnya produk barang yang terdapat dalam ikladitasnya kurang baik.

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Perlindungamsifmen mengatur
tentang, Pelaku usaha dilarang menawarkan, memgikamy mengiklankan
suatu barang dan/atau jasa secara tidak b&naran yang tercantum dalam
pasal diatas sangat jelas, bahwa pelaku usaharmfilanengiklankan suatu
produk yang tidak benar, dengan kata lain harus lmekan informasi yang
sesungguhnya. Memperhatikan substansi pasal di ptda intinya
merupakan bentuk larangan yang tertuju pada perilpklaku usah%.
Larangan perilaku yang dimaksud yaitu menawarkaempromosikan,
mengiklankan suatu barang dengan cara tidak beseaiah-olah barang
tersebut mempunyai standar mutu, memiliki potoriganga.

Idealitanya perlindungan konsumen harus begikan hak konsumen

atas informasi yang benar, yang di dalamnya memcakk konsumen atas

>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodbjukum Perlindungan Konsume®@tk. Keenam, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2010, him. 41.

® Ibid, him. 90.



informasi yang proporsional dan diberikan secadakt diskriminatif’
Pernyataan di atas sesuai dengan pasal 7 huruf @angrundang
Perlindungan Konsumen berbunyi bahwa, memberikfmnrasi yang benar,
jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan bardag/atau jasa serta
memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemsih Realitanya
akibat informasi yang tidak benar, tidak jelas darlebihan konsumen
merasa dirugikan, konsumen merasa tidak puas depgaiuk HP China
tersebut. Ada sebagian konsumen yang mengadu kdp@da sebagian
konsumen masyarakat Kota Yogyakarta tersebut metmegikan dengan
informasi dari HP produk China karena setelah koresu membeli HP
tersebut ternyata kualitasnya tidak sebaik yankjadikan, belum mencapai
satu atau dua bulan HP tersebut sudah rusak.

Idealitanya pelaku usaha harus bertanggwadjaatas kerugian yang
didertita konsumen. Tanggung jawab pelaku usah#ladsuatu tanggung
jawab dari orang atau badan yang menghasilkan suaiuk atau suatu
proses menghasilkan produk dari orang atau baday yaenjual atau
mendistribusikan barang terseBuiRasal 1504 KUH Perdata berbunyi bahwa:
“Penjual harus menanggung barang itu terhadap dacs¢mbunyi, yang
sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapaindikan untuk tujuan yang
dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaiimnngga seandainya

pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali takd&n membelinya atau
tidak akan membelinya selain dengan harga yanggira

’ Shidarta,Hukum Perlindungan Konsumen Indones@tk. Kedua, PT Grasindo, Jakarta,
2004, him. 26.

8 Celina Tri Siwi Kristiyanti,Op. cit,him. 101.



Pasal di atas dipertegas oleh Pasal 19 ayat (1angndndang Perlindungan
Konsumen bahwa pelaku usaha bertanggungjawab mikanibeganti-rugi
atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian kensurakibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasiltan diperdagangkan.
Realitanya di Kota Yogyakarta pelaku usaha (pehjpabduk HP China
mengabaikan kewajibannya untuk memberikan infornyasig benar dan
jujur kepada konsumen, seperti adanya cacat tersgmbmasalah garansi
dan service center. Pelaku usaha tidak bertanggwal atas semua
perbuatan yang dilakukannya, tidak memperhatikak-ha&k dasar yang
dimiliki konsumen, melainkan hanya memperhatikak-hak yag dimiliki
pelaku usaha.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalahatds maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pemenuhan hak konsumen atas informémsidigp transaksi
jual-beliHandphongHP) produk China di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap rkensuatas
informasi yang tidak benar, tidak jelas tentang pi®duk China di Kota

Yogyakarta?

. Tujuan Pendlitian

Tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak konsutasnirdormasi

terhadap transaksi jual-beli HP produk China diaébgyakarta.
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2. Untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha tephkdasumen atas
informasi yang tidak benar dan tidak jelas tent&i®) produk China di
Kota Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka
Perlindungan konsumen adalah istilah yangpaldi untuk
menggambarkan perlindungan hukum yang diberikanad&@pkonsumen
dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dafhahayang dapat

merugikan konsumen itu sendiri. Pasal 1 ayat (1gddg-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkaahwa,

perlindungan konsumen adalah segala upaya yangamanjadanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepatdawmen. Esensi dari
perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jamiatau kepastian
tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungansumen ini
berdimensi banyak, salah satunya adalah perlindungakum apabila
dikaitkan dengan keseluruhan individu dalam masgdrgang secara sendiri
sebagai konsumeh.

Istilah  hukum konsumen dan hukum perlindungan komesu
pengertiannya banyak diartikan oleh beberapa Sahakum, bahwa hukum
perlindungan konsumen merupakan bagian hukum kosisuang memuat

asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengaturjuganmengandung sifat

® A Z. NasutionHukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengartk, Pertama, Daya
Widya, Jakarta 1999, him. 3.
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yang melindungi kepentingan konsum@nAdapun hukum konsumen
diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan Keadddh hukum yang
mengatur hubungan dan masalah antara berbagai @hiak sama lain
berkaitan dengan barang dan/jasa konsumen di dpkngaulan hidup!
Hukum konsumen terdiri dari rangkaian peraturamupgang-undangan yang
mengatur tentang perilaku orang dalam pergaulanphightuk memenuhi
kebutuhan hidup mereka. Orang-orang tersebut teeutderdiri dari
(pengusaha) penyedia barang atau penyelenggaraygsg merupakan
kebutuhan hidup manusia serta konsumen pengguaadatau jas¥

Ada Sembilan hak konsumen yang telah diakbrfthtuangkan dalam
pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen yangdapat jaminan

pelindungan hukur’?

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ddlam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa sertadaytkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukarkdadisi serta
jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujgngenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannyabat@sg dan/atau jasa
yang digunakan;

' Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyaliukum Perlindungan Konsume®tk. Pertama,
Mandar Maju, Bandung, 2000, him. 68.

! Shidarta Op. Cit him. 11.

2 Janus Sidabalokiukum Perlindungan Konsumen di Indoned?d,. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2006, him. 46.

B Gunawan Widjaya dan Ahmad Yarijukum Perlindungan Konsume@ik. Ketiga, PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, him. 2
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5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan damya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen Seaianta

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidieasumen;

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara bdaa jujur serta tidak

diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti-rugi/adau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidaduasedengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturanngng-undangan
lainnya.

Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsukepada pelaku usaha

No

dibebankan pula kewajiban sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, danrjupengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberielpsan
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secarar lolmajujur serta
tidak diskriminatif;

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diprsidudan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar nam&nd dan/atau
jasa yang berlaku;

5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk ujedgn/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta mejatenan dan/atau
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yangdadigangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti-rugi, dan/atau pentgyaratas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatangbdeaiatau jasa
yang diperdagangkan;

7. Memberikan kompensasi, ganti-rugi, dan/atau g@entian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkiak sesuai
dengan perjanjiaff.

Ketentuan yang mengatur mengenai hak inferyang benar yang harus
diperoleh konsumen cukup banyak dalam Undang-unddedindungan
Konsumen, diantaranya Pasal 4 huruf c, pasal 7 lypasal 8 ayat (1) huruf
|, pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (1), pasal 1k #ailiki oleh konsumen

sesuai pasal 4 huruf ¢ Undang-undang Perlindungarslimen adalah, hak

“ Lihat Pasal 7 UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Peuiigan Konsumen
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atas informasi yang benar, jelas, dan jujur menigkoadisi dan jaminan
barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha dalam menginformasikan suatedugr tertentu
menggunakan berbagai cara bentuk informasi sefkat, label, brosur dan
lain sebagainya. Departemen Kesehatan (PeraturariemMd{esehatan No.
329 Tahun 1976, Pasal 1 ayat 13 ) menetapkan Selikdga adalah usaha
dengan cara apapun untuk meningkatkan penjualdk, degara langsung
maupun tidak langsung. Keseimbangan hubungan aptdaku usaha dan
konsumen sangat diperlukan, prinsip kemitraan anfalaku usaha dan
konsumen yang timbul konsekuensi kemudian masirgjrgamempunyai
hak dan kewajiban. Hal ini, lahirlah tanggung jawabdusen atas produk
yang dipasarkafr,

Adapun mengenai hak atas informasi berkaleargan UU No. 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran. Pasal 1 ayat (5) merumusiceian iklan adalah
siaran informasi yang bersifat komersial dan layan@asyarakat tentang
tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapatfdatkan oleh khalayak
dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyigrbgsangkutan. Pasal
1 ayat (6) siaran iklan niaga adalah siaran iklamérsial yang disiarkan
melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuaemperkenalkan,
memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang pisa kepada

khalayak sasaran untuk mempegaruhi konsumen agaggueakan produk

> M. Ali Mansyur, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat ProdusemndBewujudan
Perlindungan Konsumefgenta Press, Yogyakarta, 2007, him. 1.
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yang ditawarkan. Substansi dari pasal-pasal di atilah memberikan
informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab

Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPeayatidak memuat
istilah konsumen, namun istilah lain yang sepadamgdn itu adalah seperti
pembeli, penyewa dan si berutang (debitor) ketigangrupakan subjek dari
perikatan. Perikatan dapat terjadi karena dua sebab, yaitenkaadanya
perjanjian dan karena Undang-Undang Pasal 1233 Kddiéa.

Dua pengertian ini sangat mempengaruhi perlindungam penyelesaian
sengketa hukum yang melibatkan kepentingan konsutngslamnya®

Hubungan konsumen dengan produsen/pelakiausajuga dapat kita
lihat pada ketentuan Pasal 1313 sampai Pasal 18%1PKrdata. Pasal 1313
mengatur hubungan hukum secara sukarela di antarsuknien dan
produsen/pelaku usaha, dengan mengadakan su&dnj@erjtertentu.

Lihat pasal 1320 KUHPerdata antara lain dheédetentuan umum yang
mengatur perjanjian antar penjual/produsen dan pkfkdnsumen, untuk
sahnya persetujuan-persetujuan tersebut diperlekgorat syarat, yaitu:

1. Kata sepakat dari para pihak yang mengikatkanya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian:
3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang hatal.

'® ShidartaOp. Cit him. 102.

7 Subekti,Pokok-pokok Hukum Perdat@tk. Ke-28, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, him. 127
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Ruang lingkup perlindungan konsumen sendiri sutitulh dibatasi hanya

dapat ditampung dalam Undang-undang tentang parigeh konsumen.

E. Definisi Operasional
1. Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yergamin adanya

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepeshsumenr®
Penulis dalam hal ini membatasi perlindungan koresutmanya pada hak
atas informasi yang harus diberikan pelaku usalpadee konsumen atas
suatu produk yaitu HP China.

2. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasakaa consumerInggris-

Amerika), atawconsument / konsumefBelanda). Arti dari kataonsumer
adalah lawan kata dari produsen yaitu setiap ogsmy menggunakan
barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nangntukan termasuk
konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitukaunus Bahasa
Inggris-Indonesia memberi arti katansumer® Pasal 1 ayat (2) Undang-
undang Perlindungan Konsumen berbunyi bahwa, koeswadalah setiap
orang pemakai barang dan/ jasa tersedia dalam na#syaatau jasa yang
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, ordamig maupun mahluk
hidup lain dan tidak diperdagangkan. Hukum konsupeaa intinya lebih

berperan pada hubungan dan masalah konsumen yamgdjsikalan

' Lihat UU RI No. 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1) tegtRerlindungan Konsumen

19 A 7. Nasution, loc. cit, him. 3.
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pihaknya berimbang, dalam kehidupan ekonomi, sodiaya-saing dan
tingkat pendidikan. Hukum perlindungan konsumehinedibutuhkan
apabila pihak-pihak yang mengadakan hubungan hidermasalah dalam
masyarakaf® Istilah konsumen dalam kepustakaan ekonomi dikenal
arti yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Hoes akhir adalah
pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produlgngan konsumen
antara adalah konsumen yang menggunakan suatukpsetdagai bagian
dari proses produksi suatu produk lainnya. Peragerkonsumen yang
dimaksud adalah konsumen akhir. Kepentingan kosumyeergy harus
dilindungi, dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bar{§BB) No. 39/248
Tahun 1985 disebutkan sebagai berfkut:
a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadaph&tan
dan keamanannya;
b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekokomsumen;
c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumetukun
memberikan kemampuan mereka dalam melakukan piliaag
tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi;
d. Pendidikan konsumen;
e. Tersedianya upaya ganti-rugi yang efektif;
f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.
3. Hak atas informasi
Dasar hukum terhadap menyediakan atau mékaberinformasi
terdapat pada pasal 7 huruf b Undang-undang Perigah Konsumen

mengenai kewajiban pelaku usaha, hal ini juga lerkadengan hak

konsumen dalam pasal 4 huruf ¢ Undang-undang yanta snengenai

2% Mochtar Kusuma Atmadja?engantar Hukum InternasionaBina Cipta, Bandung, 1997,
him. 3.

*! Celina Tri Siwi Kristiyanti,Op. Cit,him. 4.
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perlunya informasi benar, jelas, dan jujur terhadlapdisi dan jaminan
barang dan/atau jasa.

Informasi merupakan hal penting bagi konsumiearena melalui
informasi tersebut konsumen dapat mempergunakanpitikya secara
benar. Konsumen yang telah menentukan/menetapWaranuya atas
suatu produk berdasarkan informasi yang tersedishake untuk
mendapatkan produk tersebut sesuai dengan koredisi gminan yang
tertera didalam informadf. Konsumen sendiri memiliki hak untuk
diangkat harkat dan martabatnya dengan cara mekaheiinformasi
secara benar, jelas, dan jujur agar tehindar desese negatif dalam
pemakaian barang dan/atau jasa. Bagian inilah gangat penting, yaitu
bagaimana seorang konsumen yang dilanggar hakmpeat d@&emperoleh
haknya kembalf® Sebenarnya perlindungan konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuknbee
pelindungan kepada konsumen, dalam pasal di atesjuzn bahwa
konsumen harus diberi kepastian hukum.

4. Pelaku usaha

Pengertian pelaku usaha terdapat dalam gdasalat (3) Undang-
undang Perlindungan Konsumen berbunyi bahwa, peleaha adalah
setiap orang perseorangan atau badan usaha, bagkbgsbentuk badan

hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirilkdan

?? Janus Sidabalok, op. cit, him. 41.

2 |bid, him. 42
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berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wildyakum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamaasalalui perjanjian
penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai gbidgonomi.
Perlindungan Konsumen ini yang tergolong kedalafakpeusaha adalah
perusahaan, korporasi, BUMN, importir, pedagangiriutor dan lain-
lain* Tanggung jawab pelaku usaha terdapat dalam pas&ntidng-
undang Perlindungan Konsumen, diantaranya pasalya®(1) berbunyi,
pelaku usaha bertanggungjawab memberikan gantiatag kerusakan,
pencemran dan/atau kerugian konsumen akibat mesgktsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
HandphongHP)

Pengertian HP yang dimaksudkan oleh peradiglah semua HP
produk China sepertiNexian, Mitto, Hi-Techdan lain-lain. Selain merk

yang tertulis tadi bukanlah sebagai pembahasamdadgaelitian ini.

F. Metode Pendlitian

1.

Objek Penelitian

Perlindungan konsumen atas hak informasi terhadambplian
HandphongHP) produk China di Kota Yogyakarta.

Subjek Penelitian

a. Konsumen yang membeli HP produk China

b. Pelaku usaha yang menjual HP produk China

** Lihat Penjelasan pasal 1 ayat (3) UU RI No. 8 Tah®®9 tentang Perlindungan Konsumen
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c. Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenSK()BP
Yogyakarta
d. Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY)
3. Sumber Data
Sumber data penelitian ini, terdiri dari:
a. Sumber data primer
Data yang diperoleh dari subjek penelitian yaitwappihak yang
berkaitan dengan objek penelitian.
b. Sumber data sekunder
Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakeedhri atas:
1). Bahan hukum primer berupa:
a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
b) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
c) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2). Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jude hasil
penelitian yang berkaitan dengan permasalahanipanel
3). Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum damug&amum.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Dilakukan dengan wawancara secara langsung yaitgate cara
tanya jawab dengan subjek penelitian. Wawancarg yhgunakan

adalah bebas terpimpin, yaitu dengan menggunakiter geertanyaan
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sebagai pedoman dan meningkatkan timbulnya peraankan yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti.
b. Studi kepustakaan atau dokumen
Data diperoleh dengan cara mempelajari buku-bukengkayji
berbagai peraturan perundang-undangan atau liteyatg berkaitan
dengan permasalahan penelitian, kemudian dari gatey ada
dipelajari dan dianalisa.
5. Pendekatan yang digunakan
Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dardus pandang
ketentuan hukum atau perundang-undangan yang ttedkaigan objek
penelitian seperti, UU No. 8 Tahun 1999 tentandiftemgan Konsumen.
Jika dianggap perlu menggunakan pendekatan lasgaepenunjang dari
pendekatan yuridis tersebut, yaitu sosiologis yamgnya pendekatan
secara hukum berdasarkan peraturan hukum dan kppakktik dalam
kemasyarakatan.
6. Analisa Data
Analisa data dilakukan dengan deskriptif kualitatyitu data yang
diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahpenelitian
kemudian diuraikan dengan cara menganalisa datg ggreroleh dari
hasil penelitian yang kemudian disusun secara nsédte sehingga
diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap, sehimggaghasilkan

kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalahagng
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G. Kerangka Skripsi

Adapun kerangka skripsi yang akan dituangt@mulis, dalam bab-bab
(bagian pokok) skripsi sebagai berikut:
Bab I. berisi tentang pendahuluan terdiri atas mdderi, latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mapaelitian, tinjauan
pustaka, metode penelitian. Latar belakang begsistiwa yang terjadi di
dalam masyarakat tentang keresahan masyarakat Xotgakarta atas
beredarnya HP produk China dan peraturan yangakerimengenai
perlindungan konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 199%atem Perlindungan
Konsumen. Rumusan Masalah berisi tentang dua héhpa, bagaimana
pemenuhan hak konsumen atas informasi terhadapaksinjual-beli HP
produk China di Kota Yogyakarta. Kedua, bagaimamggung jawab pelaku
usaha terhadap konsumen atas informasi yang tigdakrbdan tidak jelas
tentang HP produk China di Kota Yogyakarta.
Bab II: berisi tentang kerangka teori berupa tigaumum tentang perjanjian
jual-beli, perlindungan konsumen atas hak inforndesn tanggung jawab
pelaku usaha, berdasarkan penelitian dan masatghdyteliti, yang tertuang
dalam sub-sub bab sebagai berikut: bagian pertanmjayan umum tentang
perjanjian jual-beli, materi pembahasan terdirii.dpengertian perjanjian,
subjek dan objek perjanjian, syarat-syarat sahmeygmian, asas-asas dalam
perjanjian, wanprestasi, berakhirnya perjanjian Ipeadan perjanjian,
pengertian perjanjian jual-beli, hak dan kewajipanjual dan pembeli, risiko

dalam perjanjian jual-beli, ganti-rugi akibat adangacat tersembunyi,
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ketentuan mengenai garansi. Bagian kedua, tinjauamum tentang
perlindungan konsumen atas hak informasi, materbahasan yang terdiri
dari: pengertian perlindungan konsumen, asas damartuperlindungan
konsumen, pengertian konsumen, kedudukan konsurhek;hak dan
kewajiban konsumen, pengertian hak atas informdsntuk-bentuk
informasi. Tinjauan ini menerangkan teori-teori atatkentang perlindungan
konsumen dan mengacu pada perundang-undangan alakub Bagian
ketiga,akan membahas teori tentang tanggung jawab pels&inau Hal ini
mencakup permasalahan terhadap tanggung jawab upelatha dalam
pemasaran produknya. Adapun materi pembahasan dalainab ini adalah:
pengertian pelaku usaha, pengaturan tentang hakeseajiban pelaku usaha,
larangan bagi pelaku usaha, pengertian dan jenis{@nggung jawab.

Bab lll: berisi tentang analisis pemenuhan hak atdsrmasi terhadap
transaksi jual-beliHandphone (HP) produk China di Kota Yogyakarta.
Adapun sub-sub bab yang akan dituangkan sebag&ubdragian pertama,
akan membahas pemenuhan hak konsumen atas infdertesilap transaksi
jual-beli HP produk China, bagian keduagmbahas mengenai tanggung
jawab pelaku usaha atas pemberitahuan informag fydak benar dan tidak
jelas tentang HP produk China.

Bab IV: berisi penutup, dari penelitian ini akartadk kesimpulan dari
penelitian, dan saran yang menjadi acuan kepadaukoen agar lebih
waspada, dan kepada pelaku usaha agar tidak mesiptikgd buruk.

Daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB |1

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL-BELI,
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATASHAK INFORMAS
DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual-beli
1. Pengertian Perjanjian
Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdataaddsuatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkanydifarhadap satu
orang lain atau lebih. Hukum mengenai perjanjiaatudi dalam buku IlI
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang periksitarg menganut
sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan usgukua orang yang
cakap hukum untuk membuat perjanjian, baik itu ggign yang sudah
diatur dalam ketentuan Undang-Undang (KUH Perdatau aKUH
Dagang), atau ketentuan-ketentuan lain yang leldilusks, bahkan
memberi kebebasan untuk membuat perjanjian yang sskali belum
diatur dalam Undang-undafy.Sistem terbuka yang dimaksud dalam
KUH perdata mengandung asas kebebasan dalam mempéganjian,
lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KBHrdata yang
berbunyi: “Sistem perjanjian yang dibuat secara bahaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatfya”.

% A. Qiram Syamsudin Melial®okok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembanganny
Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, him.2.

% Subekti Hukum PerjanjianCtk. Keempat, Intermasa, Jakarta, 1979, him. 14.
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Asas kebebasan membuat perjanjian ini dibatepanjang hal
tersebut tidak bertentangan dengan undang-undasgsitaan, ketertiban
umum dan adat kebiasaan sebagaimana diatur dakeh Y285 dan 1337
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kebebasan dataembuat
perjanjian bukan berarti bahwa ketentuan-ketengany termuat dalam
buku Il KUH Perdata sama sekali tidak berlaku agb@sjanjian yang
dibuat oleh para pihak. Ketentuan-ketentuan dalarkublll berlaku
bilamana para pihak tidak mengatur suatu perjargigmara terperinci yang
berarti bahwa mengenai hal-hal yang tidak diatua gpahak tunduk pada
ketentua undang-undang, oleh karena itu buku IIIHKPerdata disebut
sebagai hukum pelengkap.

Hukum pelengkap mengandung arti bahf{a:

a. Perjanjian yang dibuat dapat menyimpang atau mepiyeykan
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam buku Il KRétdata.

b. Bila para pihak tidak mengatur suatu hal dalamapgign sama sekali
maka ketentuan yang berlaku dalam buku Il KUH BRtxdakan
berlaku seluruhnya.

c. Apabila para pihak tidak mengatur secara lengkaiusperjanjian
maka ketentuan yang tercantum akan berlaku melehgiajanjian
tersebut.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatag paling penting.

Perikatan itu sendiri adalah suatu hubungan hukwengenai kekayaan

2" A. Qirom Syamsudin Meliala, loc. cit.
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harta benda antara dua orang atau dua pihak yang sadu pihak berhak
menuntut sesuatu dari pihak lain sedangkan pihiakwajib memenuhi

tuntutan itu?® Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak gleaian
perjanjian merupakan peristiwa hukum yang konkrit.

Menurut Wirjono Prodjodikoro suatu perjanjiaadalah suatu
perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antarpildale, dimana satu
pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakuksuatu hal atau
untuk tidak melakukan suatu hal dan pihak lain &krhmenuntut
pelaksanaan janji tersebut. Menurut KMRT Tirtodgret perjanjian
adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan katastegatiara dua orang
atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang iigeankan oleh
undang-undang’ Subekti dalam bukunya mendefinisikan suatu pegan;
adalah suatu peristiwva dimana seorang berjanji deegaang lain atau
dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakgan sesuattf. Yahya
Harahap  mengartikan  perjanjian  adalah  hubungan rhuku
(Rechtsbetrekkinggang menyangkut atau dalam lapangan harta kekayaan
antara dua orang (person) atau lebih yang memladripada salah satu

pihak dan kewajiban dipihak lain tentang suatutpssd'

8 Subekti,Pokok-pokok Hukum Perdatatk. Kedua puluh tujuh, Intermasa, Jakarta, 1995,
him.122-123

29 A. Qiram Syamsudin, op. cit, him. 6-7
%0 Subekti, op.cit, him 1.

%1 Yahya HarahapSegi-segi Hukum Perjanjiagtk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986, him.
186
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Dari berbagai definisi oleh para sarjana alas, maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur yang hatasdalam perjanjian
yaitu:>?

a. Ada para pihak, sedikitnya dua orang

b. Adanya kata sepakat atau persetujuan

c. Ada tujuan yang akan dicapai

d. Ada prestasi yang dilaksanakan

e. Bentuk tertentu, lisan atau tulisan

f. Sarat-sarat tertentu sebagai isi perjanjian.
2. Subjek dan Objek Perjanjian

a. Subjek Perjanjian

Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pastakidepas dari

adanya subjek perjanjian, dapat berupa manusiagridan badan

hukum. Subjek ini bebas untuk membuat perjanjiatukurdirinya
sendiri, mengikatkan diri atas namanya sendiri d#dak
diperkenankan membuat suatu perjanjian untuk piketiga tanpa
sepengatahuannya. Hal ini sesuai dengan pasal KBtb Perdata
yang berbunyi bahwa pada umumnya tak seorangpunatdap
mengikatkan diri atas nama sendiri, atau ditetapfkarsuatu janji dari
pada untuk dirinya sendiri. Suatu perikatan yangbtil karena

perjanjian terdapat dua unsur sebagai subjek piereti

%2 Abdul Kadir MuhammadHukum PerikatanAlumni, Bandung, 1982, him. 79

% A. Qiram Syamsudin Meliala, op.cit, him. 14.
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1) Unsur pasif, pihak yang mempunyai kewajiban untuk
menjalankan prestasi dari perjanjian yang merekat laan
biasanya disebut debitur.

2) Unsur aktif, pihak yang mendapatkan hak atau berials
pelaksanaan prestasi tersebut, biasanya disebagaepihak
kreditur.

Adapun syarat sah yang harus dipenuhi oleh subj&kirh manusia
pribadi adalai*

1) Orangnya harus dewasa

2) Sehat pikiran atau mengetahui dan mengerti apa ¢ipegbuat

3) Tidak dilarang oleh peraturan hukum atau dibataard hal
melakukan perbuatan hukum yang sah.

Apabila ketiga sayarat di atas tidak dipenuhi makatu perjanjian
tidak sah dan juga batal demi hukum. Ada pengemuapabila tidak
terpenuhi untuk bagian yang pertama dan kedua oyang belum
dewasa dapat diwakilkan dan orang yang tidak sddqzdt diwakilkan
oleh pengampu.

Subjek hukum yang berupa badan hukum ddslam pasal 1654
KUH Perdata yang berbunyi bahwa:
“Semua perkumpulan yang sah adalah seperti haleggath orang-

orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindp&edata, dengan

% A. Qiram Syamsudin Melialdbid, him. 15.
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tidak mengurangi peraturan-peraturan umum dalamankakuasaan
itu telah diubah, dibatasi atau ditundukan padasaaeara tertentu”.
b. Objek Perjanjian

Prestasi atau objek perjanjian menurut KUH Pergatal 1234 dapat
berupa, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu ataki tidak berbuat
sesuatu. Sesuatu yang dimaksud disini tergantungnuzksud dan
tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian, nmengagpa yang
harus diberikan, apa yang harus diperbuat atak bideeh diperbuat.
Prestasi dari suatu perjanjian harus memenuhi sggaaat sebagai
berikut:

1) Harus diperkenankan, artinya tidak boleh berteraarmdengan
undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum dan adat
kebiasaan sebagaimana diatur dalam pasal 13353@anKUH
Perdata.

2) Harus tertentu atau dapat ditentukan

3) Harus mungkin dilakukan.

Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka ppgaa itu dapat
menjadi tidak berarti dan perikatan itu menjadiabadtau dapat
dibatalkan®® Suatu prestasi harus dilakukan, jika prestasiktida
dilakukan maka perjanjian tersebut tidak berhargan didak
menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk memenuhingrestasi

yang tidak mungkin dilakukan dari sudut pandangitdebsetelah

% Abdul Kadir Muhammad, op.cit, him. 20



29

adanya perjanjian tidak menyebabkan batalnya ge&mjgnnamun
perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat parakpiRrestasi yang
tidak mungkin dilakukan karena memang secara muitik dapat
dilakukan menyebabkan perjanjian tersebut tidakdrga(ongeldig),
tidak menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk meofenya dan
tidak mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini seswaigan prinsip
“Impossibilium nulla obligation estyang artinya ketidakmungkinan
meniadakan kewajiban.
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian
Perjanjian adalah sumber perikatan yangetgmpg, sebab dengan
perjanjian para pihak bebas untuk membuat segaleamaperikatan
sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yangderipdalam buku Il
KUH Perdata® Agar suatu perjanjian dianggap sah dan diakui oleh
hukum maka harus memenuhi pasal 1320 KUH Perdatgenai syarat-
syarat sahnya suatu perjanjian adalah:
a. Kesepakatan/persetujuan kehendak antara para pihak
b. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat suajarpen
c. Suatu hal tertentu, dan
d. Suatu sebab yang halal
Syarat-syarat tidak dipenuhinya keempat poin ds adalah perjanjian
tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Konsekogasadalah

perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihellags pihak tersebut

% Riduan SyahranBeluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdatk, Keempat, Alumni,
Bandung, 2000, him. 213
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mengakui dan mematuhi isi perjanjian itu, jika suettika para pihak ada
yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan meatkeat atau
menyatakan perjanjian itu bafdl.Dua syarat pertama disebut syarat
subjektif, konsekuensinya jika kedua syarat inakiderpenuhi maka suatu
perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan dua syarakhir disebut syarat
objektif, jika syarat ini tidak terpenuhi maka swgterjanjian batal demi
hukum.
a. Kesepakatan/persetujuan kehendak antara para pihak
Para pihak yang membuat perjanjian telah sepakatisédan ada
persesuaian kehendak mengenai pokok perjanjian yangpa objek
dan syarat-syarat dari perjanjian tersebut. Kedzlahbpihak berarti
menghendaki sesuatu yang sama secara timbal Waia sepakat
dalam perjanjian harus bersifat bebas, betul-bdiutapkan atas
kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihakKaita sepakat juga
tidak boleh mengandung kehilafan dan penipuan. Kafmkat yang
diberikan karena ada kehilafan sementara perjarngesebut sudah
terjadi, pada dasarnya bukanlah perjanjian, kapana pihak ternyata
tidak menghendaki sesuatu yang sama atau tidakpadsesuaian
kehendak. Untuk kata sepakat yang terjadi karertalafan atau
penipuan, dalam beberapa hal dapat dimintakan peafabaoleh

pengadilan atas tuntutan dari orang-orang yancgeperkingart®

37 Abdul Kadir Muhammad op. cit him. 89

% A. Qiram Syamsudin Meliala, op.cit, him. 10
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Kata sepakat yang diberikan sesuai dengan kehenakdn
menimbulkan perjanjian yang mempunyai kekuatan huketap dan
mengikat para pihak untuk melaksanakan prestasiga@inana yang
telah diperjanjikan. Jika kata sepakat dinyatakdaktsesuai dengan
kehendak, maka ada cacat dalam menyatakan kehataaldisebut
juga dengan cacat kehendak.

Mengenai cacat dalam kehendak ini, dapat dibedakenjadi tiga
kelompok®®

1) Cacat kehendak karena kesesdiamaling)

2) Cacat kehendak karena pakséiawang)

3) Cacat kehendak karena penipuariBedrog) dalam
perkembangannya kemudian dikenal bentuk cacat yainn
disebut,

4) Cacat kehendak karena penyalahgunaan keadaan.
Menurut KUH Perdata pasal 1454, pembatalan karahadi di atas
dapat dimintakan dalam tenggang waktu lima tahatgnd hal kata
sepakat karena kehilafan dan penipuan maka dihigajgk hari
diketahuinya kehilafan dan penipuan itu. Hal meagé@pan kata
sepakat tersebut terjadi, penting untuk dipersoalkabab untuk
perjanjian-perjanjian yang tunduk pada asas komsgnssaat

terjadinya kesepakatan merupakan saat terjadimjanjian:*°

%9 . SatrioHukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjamji Ctk. Kedua, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2001, him. 268

0 Riduan Sahrani, op.cit, him. 214



32

b. Kecakapan para pihak

Kecakapan berarti orang tersebut harus mempu mengarikatan
sendiri dan dapat menanggung akibat dari perikgtarg dibuatnya.
Cakap(bekwaam)nerupakan salah satu syarat sahnya perjanjiak untu
dapat melakukan perbuatan hukum orang tersebus Badah dewasa,
sehat akal fikiran dan tidak dilarang oleh peratug@erundang-
undangan untuk melakukan suatu perbuatan terténtu.
Orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatdurhumenurut
Pasal 1330 KUH Perdata adalah:

1) Orang yang belum dewasa

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan whelang-

undang dan semua orang yang dilarang oleh undahgagn
untuk membuat perjanjian.

Ada perubahan khusus untuk seorang istri bahwa hgatlmdang No.
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 31 yemgntukan
bahwa seorang istri kedudukannnya seimbang denggmisdalam
kehidupan rumah tanggga dan pergaulan dalam m&syaressing-
masing cakap untuk melakukan perbuatan hukum, ns@Ecang
perempuan yang terkait dalam perkawinan yang dakgat tidak

cakap, saat ini tidak berlaku lagi.

4 Riduan Sahranlpid. him. 217
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c. Suatu hal tertentu
Menurut pasal 1333 KUH Perdata, barang yang membgik suatu
perjanjian tertentu atau setidaknya dapat ditemularang-barang
yang baru akan ada kemudian hari bisa juga menjgdk perjanjian.
Kegunaan dari objek perjanjian harus tertentu atidak-tidaknya
dapat ditentukan ini adalah untuk menetapkan hak kkwajiban
kedua belah puhak jika timbul perselisihan dalamaksanaan
perjanjian tersebut. Jika prestasi atau objek pgaja ini kabur, maka
dianggap tidak ada objek perjanjian selain itu dpatyarat ini tidak
terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukiim.

d. Suatu sebab yang halal
Sebab adalah sesuatu yang menjadi tujuan dalaranparj bukan
sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat @erjadmdang-
undang tidak memperdulikan sebab seseorang menpmignjian
tetapi suatu sebab yang menjadi tujuanlah yangrliigti@an oleh
undang-undang.
Pasal 1335 KUH Perdata berbunyi bahwa suatu pemjatgnpa sebab,
atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang p#ds terlarang
tidak mempunyai kekuatan. Suatu sebab yang hatdhlad/ang tidak
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaamtith@teumum dan

adat kebiasaan.

2 Abdul Kadir Muhammad, op.cit, him. 94
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4. Asas-asas dalam Perjanjian

Hukum perjanjian terdapat asas-asas yang pentimg paalu untuk

diketahui, yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak
Asas ini memberikan kebebasan dan pilihan kepada gphak yang
membentuk suatu perjanjian asal tidak bertentamigsngan undang-
undang, kesusilaan, ketertiban umum, dan adat $@di&’ Asas
kebebasan berkontrak berarti para pihak dengansbelggmentukan
bentuk kontrak, bebas mengadakan perjanjian demgaak lain,
bebas menentukan isi perjanjian.
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwauase
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku selbagaing-undang
bagi mereka yang membuatnya. Agar perjanjian tetsetapat
berlaku maka para pihak harus memenuhi pasal 1328 Rerdata
mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.

b. Asas itikad baik
Setiap orang yang membuat perjanjian harus dilak@emgan itikad
baik agar tidak merugikan pihak lain dan tidak nerg janji. Asas
itikad baik bertujuan agar semua perjanjian yargual oleh para
pihak pada dasarnya adalah atas niat dan itikdddzagi para pihak
yang melakukan perjanjian. Asas ini terdapat pasalpl338 ayat (3)

KUH Perdata. Pelaksanaan perjanjian haruslah mealgkan norma-

3 Sudikno Mertokusumdylengenal Hukum Suatu Pengantadisi Ketiga, Liberty,
Yogyakarta, 1991, him. 100
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norma kesusilaan, kepatutan atau apa-apa yangakkassesuai
dengan yang patut di dalam masyarakat, yaitu sywegmilaian
terhadap tingkah laku para phak dalam hal melaksenmapa yang
diperjanjikan®*

c. Asas Pacta sun servanda
Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHd&er yang
menyatakan kedua belah pihak terikat oleh kesepakatalam
perjanjian yang mereka buat. Konsekuensinya, hakampun pihak
ketiga dilarang mencampuri isi dan perjanjian ydiiguat oleh para
pihak dalam perjanjian, tujuannya untuk menjaminpdstian
hukum?®
Asas ini adalah asas dalam perjanjian yang berkadangan
mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dilseaara sah oleh
para pihak adalah mengikat bagi pembuatnya sepsiting-undang,
dengan demikian pihak ketiga tidak dapat mendapatkaugian dan
tidak mendapatkan keuntungan karena perbuatankécuali jika
perjanjian itu dimaksudkan untuk pihak ketiga.

d. Asas konsensual
Asas konsensual ini berarti suatu perjanjian timgmjak tercapainya
konsensus atau kesepakatan antara kedua belahypihgknelakukan

perjanjian. Asas ini mensyaratkan bahwa perjarigdah sah menurut

*4 Subekti, op.cit, him. 26

45 sudikno Mertokusumo, loc.cit
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hukum, jika telah tercapai mengenai klausul sealahbl pokok dan
tidak lagi memerlukan hal-hal formalit&.
5. Wanprestasi

Prestasi merupakan objek perjanjian yangovweapenuhi oleh debitur
dalam setiap perikatan baik perikatan yang timlawekka undang-undang
maupun perikatan yang timbul karena perjanjian. bpakreditur tidak
melaksanakan prestasi sebagaimana yang ditentuddam doerjanjian,
maka ia dapat dikatakan “wanprestasi”.

Wanprestasi berasal dari istilah Belant@anprestatie” yang
pengertiannya adalah pelaksanaan kewajiban yarak ttdpat pada
waktunya atau dilakukan tidak sebagaimana mestihya.

Tidak dilaksanakannya kewajiban seorang debituaddjxarenakan dua

alasan yait(®

a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaarpun karena
kelalaian.

b. Karena keadaan memak@arce majeure)diluar kemampuan debitur
dan debitur tidak bersalah.

Menurut Subekti wujud atau bentuk wanprestasi daiah*°

a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan ditakuk

“¢ Sudikno Mertokusumdbid, him. 99
4"Yahya Harahap, op.cit, him. 60
“8 Abdul Kadir Muhammad, op.cit, him. 20

“9 Subekti, op.cit, him. 45
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Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tiddlagaimana yang
diperjanjikan.

Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidaklbdilakukan.

Pasal 1238 KUH Perdata debitur dinyatakampnestasi setelah

didahului dengan pemberian somasi atau pering&amasi dilakukan

secara tertulis dan diperlukan jika dalam perjanjia tidak ditetapkan

waktunya atau kapan suatu pihak diwajibkan meladsam prestasinya.

Wanprestasi yang dilakukan debitur akan menimbuhaia bagi kreditur

untuk melakukan tuntutan yang berufa:

a.

Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian vpalauperjanjian

itu sudah terlambat.

Kreditur dapat meminta ganti-rugi saja, dalam halganti-rugi yang

sudah diderita oleh kreditur karena perjanjiankiddaksanakan, atau
terlambatdilaksanakan atau dilaksanakan tidak ssmama mestinya.

Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian ggkal disertai

ganti-rugi yang telah diderita oleh kreditur sebaddbat terlambatnya

pelaksanaan perjanjian itu.

. Kreditur dalam hal suatu perjanjian meletakan kéyaaj secara timbal

balik, dapat meminta kepada hakim untuk membatalba@manjian,

disertai tuntutan ganti kerugian.

%0 | pid

, him. 147
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6. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat berakhir karéha:

a. Ditentukan oleh para pihak, misalnya untuk pergmjyang berlaku
untuk jangka waktu tertentu

b. Undang-undang menentukan batas berlakunya penanjia

c. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwamé¢agadinya
peristiwa-peristiwa tertentu, maka perjanjian bangkmisalnya salah
satu pihak meninggal dunia

d. Pernyataan menghentikan perjanjian, pernyataamnldpat dilakukan
oleh salah satu pihak atau kedua pihak. Hal insaiterjadi pada
perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian kerja.

e. Perjanjian berakhir karena putusan hakim

f. Tujuan perjanjian telah tercapai, perjanjian beirakldengan
persetujuan para pihak.

7. Pembatalan Perjanjian
Pembatalan perjanjian mengandung dua maeamutgkinan alasan,

pertama dikarenakan tidak memenuhi syarat subjeldif yang kedua

pembatalan dikarenakan wanprestasi dari deffitiembatalan perjanjian

atau lebih dikenal dengan dapat dibatalkan tidata seerta dapat begitu

saja dilakukan oleh salah satu pihak dalam peganika salah satu pihak

yang lain melakukan wanprestasi.

*1 R. SetiawanPokok-pokok Hukum PerikataRT. Bina Cipta, Jakarta, 1994, him. 69

%2 Abdul Kadir Muhammad, op.cit, him. 130
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Ada tiga syarat yang harus diperhatikan agatu pembatalan yang
dikarenakan wanprestasi dapat dilakukan:
a. Perjanjian harus bersipat timbal balik
b. Harus ada wanprestasi
c. Harus dengan putusan hakim
Pembatalan perjanjian yang dikarenakan salah sdtak plalai atau
melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibabagaimana
mestinya diatur dalam KUH Perdata pasal 1266 yamngunyi:
“Syarat batal selalu dianggap dalam mencantumkansepguan-
persetujuan yang bertimbalbalik, manakala salalu gaihak tidak
memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian gtejsan tidak
batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakepada hakim.
Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syaadl mengenai tidak
dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjlgka syarat batal tidak
dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasguk, menurut
keadaan, atas permintaan sitergugat, memberikatu gaagka waktu
untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka wakina namun itu
tidak boleh lebih dari satu bulan”.
Pembatalan perjanjian tidak otomatis terjadi dengdanya wanprestasi
yang dilakukan oleh debitur tetapi harus dimintakapada hakim dan
keputusan hakimlah yang akan membatalkan perjanjianKeputusan
hakim disini bersifat konstitutif (membatalkan @ejjan) dan bukan
bersifat deduktif (menyatakan batal perjanjian).afgh putusan hakim
yang membatalkan perjanjian maka hubungan hukuia paak menjadi
batal sehingga masing-masing pihak tidak perlu lagmenuhi prestasi.
Contoh putusan hakimyang bersifat deklaratoir ddquat lihat melalui

dictum putusannya yang berbunyi “menyatakan batajapjian antara

penggugat dan tergugat”.



40

Akibat hukum adanya pembatalan perjanjiasadbahwa perjanjian
tersebut menjadi lenyap atau hapus. Hal ini tidaknamenimbulkan
permasalahan jika perjanjian tersebut belum dilskkan sama sekali
tetapi jika perjanjian sudah dilaksanakan makargpyang sudah diterima
atau uang yang sudah dibayar harus dikembalik&a Barang yang
menjadi objek perjanjian sudah habis sebagian rmaekagian yang masih
ada harus dikembalikan dan sebagian lainnya digherigan uang yang
nilainya sama dengan barang tersebut. Jika pihalguygat karena
pembatalan perjanjian ini telah mengalami kerugreaka tergugat harus
membayar ganti kerugian terseBtt.

8. Pengertian Perjanjian Jual-beli

Perjanjian jual-beli adalah perjanjian ydregsegi dua atau perjanjian
timbal balik artinya masing-masing pihak mempunyak dan kewajiban
yang saling berhadapan satu dengan lairhyRenjual mempunyai
kewajiban untuk menyerahkan barang yang diperjanjitan mempunyai
hak atas pembayaran harga tersebut, sedangkan Ipemémpunyai
kewajiban untuk membayar harga barang tersebutndgampunyai hak
untuk menikmati barang tersebut. Perjanjian judi dapat diartikan
dengan mana penjual memindahkan hak milik atasngdtapada pembeli

sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut dengangati

%3 Abdul Kadir Muhammadipid, him. 132.
* Riduan, op.cit, him. 257.

%5 Abdul Kadir MuhammadHukum PerikatanCtk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986, him.
243.
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Suryodiningrat memberikan pengertian perjanjiat-ipgi yaitu perjanjian
atau kontrak dimana satu pihak (penjual) mengikatki&inya untuk
menyerahkan hak milikatas benda atau barang kegphdk lain (pembeli)
mengikatkan dirinya untuk membayar harganya berupag kepada
penjual®®

Jual-beli dalam KUH Perdata diatur dalamwikbab V mengenai
perikatan. Perjanjian jual-beli menurut KUH Perdptsal 1457 adalah
suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mathkgik dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lawk umembayar
harga yang telah ditentukan.

Perjanjian jual-beli terjadi ketika adanyat& sepakat antara kedua
belah pihak. Sejak saat itu pula para pihak metadsan kewajibannya
sebagaimana yang mereka perjanjikan. Berkaitan asergl tersebut
pasal 1458 KUH Perdata menegaskan bahwa “Jualdimiiggap telah
terjadi antara kedua belah pihak sewaktu merekah temncapai kata
sepakat tentang barang dan harga, meskipun batabglum diserahkan
maupun harganya belum dibayar’. Ketentuan pasalselbei
menyimpulkan bahwa jual-beli bersifat konsenslilual-beli dalam
KUH Perdata juga bersifabbligator, artinya jual-beli tersebut belum
memindahkan hak milik, ia hanya memberikan hak kimenuntut jika

salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau Keavajya.

*6 R.M SuryodiningratPerikatan-perikatan Bersumber Perjanijididisi Kedua, Tersita,
Bandung, 1982, him. 6.

" Subekti, op. cit, him. 80.
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9. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli
a. Hak dan kewajiban penjual
1) Hak penjual adalah menuntut harga pembayaran adasndp
barang yang diserahkan kepada pembeli.
2) Kewajiban penjual ada pada pasal 1474 KUH Perdatayabutkan
bahwa penjual mempunyai kewajiban utama yaitu:
a) Menyatakan barang yang dijual kepada pembeli.
KUH Pedata mengenal dua jenis macam benda makawsda
cara penyerahannya sebagai berikut:
(1) Penyerahan benda bergerak
Menurut pasal 612 KUH Perdata dilakukan dengam car
nyata(feitelijke levering).
(2) Penyerahan benda tidak bergerak
Penyerahan dilakukan dengan akta notaries kecuali
mengenai tanah yang harus dilakukan dengan akta.P.P
(Pejabat Pembuat Akta Tanah).
b) Menanggung terhadap barang yang dijual.
Pasal 1491 KUH Perdata berbunyi bahwa kewajiban
menanggung dari penjual ini ada dua macam:
(1). Menjamin bahwa penguasaan benda yang dijueh ol
pembeli berlangsung secara aman atau jaminan atas
kenikmatan tenteram dan damai.

(2). Menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi.
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b. Hak dan kewajiban pembeli
1) Hak pembeli adalah:
a). Jaminan dari penjual mengenai kenikmatan temtetan damai
dan tidak adanya cacat tersembunyi.
b). Menuntut penyerahan barang yang telah dibekil@yapenjual.
2) Kewajiban pembeli adalah:
Pasal 1513 KUH Perdata menyebutkan bahwa kewajitbama
pembeli adalah membayar harga pembelian pada wakitempat
sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjiaral R&84 KUH
Perdata, jika pada waktu membuat perjanjian tidéktapkan
pembayaran harga barang maka pembeli harus mekgearah
ditempat dan waktu penyerahan. Apabila tidak diatara lain
dalam perjanjian jual-beli, maka pembeli melaksanak
pengambilan atas biaya sendiri.
10.Risiko dalam Perjanjian Jual-beli
Risiko adalah kemungkinan yang berbahaygadien yang tidak
disengaja, kejadian diluar kesalaf&rSeorang debitur dapat saja tidak
memenuhi kewajibannya berprestasi karena lalaii tapngkin juga
karena keadaan diluar kekuasaannya.risiko beragé kewajiban untuk
memkul akibat dari suatu kejadian yang diluar kekaanya.
Persoalan risiko itu diatur dalam hukum gran, dalam buku ke IlI

KUH Perdata hanya terdapat satu pasal saja yanganensoal risiko,

8 Hartono SoerjopratiknoAneka Perjanjian Jual-beli,Ctk. Pertama, Andi Offset,
Yogyakarta, him. 18.
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yaiutu pasal 1237 KUH Perdata yang berbunyi: “padatu perikatan
untuk memberikan suatu barang tertentu maka barangnulai saat
adanya perikatan itu adalah menjadi tanggungantirédTangggungan
yang dimaksud adalah risiko, jadi risiko ada pad&ditur dari
prestasinya, yaitu pihak yang berhak menerima Iganan

Menurut Yurisprudensi MA. Rl Tahun 1957, gilobjek jual-beli
terdiri ats barang tertentu, resiko atas barangdaepada pihak pembeli
sejak saat terjadinya perjanjian, walaupun beluranga penyerahan
penjual berhak menuntut pembayaran meskipun bayangnusnah
berdasarkan pasal 1460 KUH Perdata berbunyi: ‘Sé&ada yang dijual
itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, imaeang itu sejak saat
pembeliannya adalah atas tanggungan sipembeli maskienyerahannya
belum dilakukan, dan sipenjual berhak menuntut drayg’. Setelah
dikeluarkannya SEMA RI No. 3 Tahun 1963 pasal 14&{H Perdata
tidak diberlakukan lagi dan dicabut karena diandggegpentangan dengan
azaslevering yang dianut oelh KUH Perdata sehingga dirasa tatdik
karena pembeli belum menjadi pemilik sebab beluenpmhyerahan yang
nyata. Dicabutnya pasal tersebut resiko terhad@k qbal-beli merujuk
kepada pasal 1545 KUH Perdata dan 1237 KUH Pergatag isinya
lebih memberikan rasa keadilan dan lebih memerghik&, bahwa dalam
suatu perjanjian timbal balik seperti pada perganjual-beli apabila salah

satu prestasinya gugur dengan sendirinya presiagi kain harus gugur.
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Berdasarkan pasal 1461 KUH Perdata apal@tany yang tidak
dijual menurut tumpukan, tetapi menurut berat, phmdtau ukuran, maka
barang-barang itu tetap atas tanggungan sipenpmapa pada saat
diserahkan. Sehingga dalam hal musnahnya bendadkkagena keadaan
memaksa risiko dipikul oleh penjualsampai pada sdéakukan
penghitungan, penimbangan dan pengukuran barulgalseitu risiko
dipikul oelhpembeli. Menurut pasal 1462 KUH Perdatgek jual-beli
menurut tumpukan termasuk suatu barang yang suithlistdiskanbagi
pembeli, dank arena itu resiko dipikul oleh pembeli

Risiko atas barang objek jual-beli tidak santerdapat perbedaan
sesuai dengan sifat keadaan barang yang menjaek qiml-beli antara
lain:

a. Objek jual-beli dari barang tertenfeen zeker en bepaalde zaak).
Jika objek jual beli terdiri atas barang tertentisjko atas barang
berada pada pihak pembeli sejak saat terjadinyargian. Sekalipun
penyerahan belum terjadi, penjual berhak menurgothayaran harga
seandainya barang musnah. Ketentuan pada pasal rhié6pakan
hokum yang mengatyuun vullenrechtpukan hokum yang memaksa
(dwiring endrechtkarenanya dapat dikesampingkan oleh persetujuan.

b. Objek jual-beli atas dasar jumlah berat atau ukumaka dalam hal
musnahnya benda karena keadaan memaksa risikouldipénjual
sampai pada saat dilakukan penghitungan, penimbandan

pengukuran, dan setelah saat itu risiko dipikul ipeim
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c. Objek jual-beli menurut tumpukan, menurut pasal 2L4é@rang itu
sudah dikhususkan bagi pembeli, dank arena riséikashdipikul oleh
pembeli.

11.Ganti-rugi Akibat adanya Cacat Tersembunyi
Sebuah Produk disebut cacat bila produktitiak aman dalam
penggunaannya serta tidak memenuhi syarat-syaeahdman tertentu.

Cacat tersembunyi dapat diartikan sebagai cacaf yidak mudah dilihat

oleh seorang pembeli yang normal, bukannya pemjaglg terlampau

teliti sebab pembeli yang teliti mungkin dapat metagui cacat barang
itu.>®
Ketentuan cacat tersembunyi dalam KUH Pardatdapat dalam

pasal 1504 sampai dengan pasal 1511.

Pasal 1504.

Penjual harus menanggung barang itu terhadap taxssmbunyi, yang
sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapatndigan untuk tujuan
yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pelsiakaehingga
seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sarkalisedak akan
membelinya atau tidak akan membelinya selain dengarmga yang
kurang.

Pasal 1505.

Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cseag kelihatan dan

dapat diketahui sendiri oleh pembeli.

%9 Subekti, op. cit, him. 20.
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Pasal 1506.

la harus menjamin barang terhadap cacat yang tbtsgmmeskipun ia
sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kegikalidalam hal demikian
ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajienanggung sesuatu
apa pun.

Pasal 1507.

Dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 1504 dab, liembeli dapat
memilih akan mengembalikan barangnya sambil menw@onbali uang
harga pembelian atau akan tetap memiliki barangsaonbil menuntut
kembali sebagian dari uang harga pembelian, sebagai ditentukan oleh
Hakim setelah mendengar ahli tentang itu.

Pasal 1508

Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barangmtka selain wajib
mengembalikan uang harga pembelian yang telahirddaya, ia juga
wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga.

Pasal 1509.

Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacganpamaka ia hanya
wajib mengembalikan uang harga barang pembeliamdargganti biaya
untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahkedaeitu dibayar
oleh pembeli.

Pasal 1510

Jika barang yang mengandung cacat-cacat tersemibumgusnah karena

cacat- cacat itu, maka kerugian dipikul oleh penyaag terhadap pembeli
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wajib mengembalikan uang harga pembelian dan meiggegala
kerugian lain yang disebut dalam kedua pasal yahgtetapi kerugian
yang disebabkan kejadian yang tak disengaja, ltpilsil oleh pembeli.
Pasal 1511.

Tuntutan yang didasarkan atas cacat yang dapatabablyan pembatalan
pembelian, harus diajukan oleh pembeli dalam waking pendek,
menurut sifat cacat itu dan dengan mengindahkaragatn-kebiasaan di
tempat persetujuan pembelian dibuat.

Sesuai dengan pasal 1508 KUH Perdata pengafajibkan
menanggung terhadap adanya cacat tersembunyiséagtumnya penjual
mengetahui atau tidak. Apabila penjual mengetalauinyaka penjual
wajib untuk mengembalikan harga pembelian ditamdpafti-rugi untuk
semua kerugian yang diderita pembeli akibat adaagat tersembunyi
pada barang yang telah dibelinya.

Untuk cacat yang terlihat oleh pembeli, pahjtidak diwajibkan
untuk menanggung kerugian tersebut. Seperti yartgraedalam pasal
1505 KUH Perdata yaitu “Sipenjual tidaklah diwagiok menanggung
terhadap cacat yang kelihatan, yang dapat diket#ndiri oleh pembeli”.
Ketentuan tersebut memang masuk akal, sebab jdat tersebut disadari
oleh pembeli namun tetap dibeli oleh pembeli, makggung jawab atas

kerugian tersebut dipikul oleh pembeli.
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12.Ketentuan mengenai Garansi
Jenis garansi dapat dikelompokkan ke dalaga kategori, yaitu
garansi satu dimensi, garansi dua dimensi, damgai@mbahaneiktended
warranty).®
a. Garansi Satu Dimensi

Kebijakan garansi satu dimensi dikaraktiddsin oleh satu
atribut, yaitu umur produk atau pemakaian. Sebagatoh, sebuah
TV digaransi selama satu tahun. Jenis garansilaigi ke dalam dua
kategori utama yaiturree Replacement WarranfFRW) danPro
Rata WarrantyPRW).

Pada FRW, perbaikan produk yang mengal@midakan selama
masa garansi tanpa dikenakan biaya kepada konsudeelangkan,
pada PRW, produk baru sebagai pengganti dari prodnk rusak
dalam masa garansi diberikan dengan harga disktau KRonsumen
harus mengeluarkan sejumlah uang (yang besarnyponsional
terhadap sisa masa garansi pada saat produk rusat)k
mendapatkan produk baru. FRW cocok diterapkan upto#uk yang
dapat direparasi, misalnya komputer, sedangkan Rt untuk
produk yang tidak dapat direparasi, misalnya bamim®&enelitian
untuk garansi sederhana ini telah banyak dilakudam kajian dapat

dilihat pada Blischke dan Murthy (1994).

80 Http://id.wikipedia.org/wiki/Garansi Diunduh tanggal 1 Mei 2012 pukul 20:00 WIB
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b. Garansi Dua Dimensi

Kebijakan garansi dua dimensi dikaraktedigtn oleh dua atribut
(dimensi), di mana satu dimensi menjelaskan batas ulan dimensi
yang lainnya penggunaan. Garansi dua dimensi badialarkan
untuk produk otomotif, pesawat terbang, dan lain-laSebagai
contoh, sebuah mobil atau sepeda motor diberi gasaitu tahun atau
12.000 km, tergantung yang mana yang berakhir ladahulu.
Penelitian dalam garansi dua dimensi belum banyiakukan dan
berikut ini adalah sebagian riset dalam bidang Iskandar (1992);
Iskandar, Murthy dan Wilson (1994); Murthy, Iskand@an Wilson
(1995); Iskandar, Murthy, dan Jack ( 2005).

c. Garansi Tambaharktended Warran)y

Beberapa tahun terakhir ini, produsen mengava garansi
tambahan €xtended warran)y Sebagai contoh, banyalealer yang
menawarkan penjualan mobil dengan garansi tambsdtetah masa
garansi dasamb@se warranty berakhir, misalnya perpanjangan waktu
garansi satu tahun. Hal serupa untuk produk eleiktradi mana
pembeli dapat mengajukan garansi tambahan, misaata sampai
dua tahun. Garansi dapat diperpanjang dengan nkelakkontrak
kesepakatan baru tetapi konsumen harus mengelusekamlah uang
atau membeli jasa ini. Garansi tambahan ini meraipgklihan bagi
konsumen untuk memperpanjang atau tidak, ataungdatidak

diwajibkan. Garansi tambahan dapat ditawarkan glebdusen
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maupun pihak ketiga. Garansi tambahan mirip dengarvice
contractdi mana ada pihak luar (produsen atau pihak ketygap
sanggup merawat produk untuk periode tertentu sardan kontrak
dengan pemilik produk (Padmanabhan dan Rao, 1993).
Bagi produsen, garansi tambahan memberdéganhn purna jual

kepada konsumen yang tidak terbatas pada masasgtet@api juga di
luar garansi. Layanan purna jual yang baik akan cipéakan
kepuasan pelanggarcustomer satisficatignyang tinggi, sehingga
akan menambah loyalitas konsumen terhadap prodak.ifi dapat
digunakan sebagai alat promosi yang efektif untukmenangkan
persaingan dengan produk yang sejenis.

Ketentuan mengenai garansi kita dapat temukan dékiatusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan No. 608/MPP/Kep/20/1%ntang

Petunjuk (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalaahaBa Indonesia

bagi Produk Elektronika.

Pasal 4

a. Setiap produk elektronika yang beredar di pasaworiedia wajib
dilengkapi dengan kartu jaminan/garansi dalam kmhatonesia.

b. Kartu jaminan/garansi sebagaimana disebut dalan @yaberlaku
sekurang-kurangnya 1 tahun.

Pasal 5

Kartu jaminan/garansi sebagaimana dimaksud dalasal ph sekurang-

kurangnya memuat:
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a. Ongkos perbaikan gratis selama masa garansi.
b. Jaminan ketersediaan suku cadang.
Mengenai sanksi apabila pelaku usaha tidak melaksanpasal 4 dan
pasal 5, maka dapat kenakan pasal 11 ayat (3) KEPRERINDAG No.
608/MPP/Kep/10/1999 yang berbunyi “Penjual yang geelarkan atau
memperdagangkan produk elektronika tanpa dilengldapgan petunjuk
penggunaan (Manual) dan kartu jaminan/garansi dai@anasa Indonesia,
dikenakan sanksi pencabutan Surat Izin Usaha Pandag (SIUP)”.
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen atas Hak I nformasi
1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen berarti memberikaninmemgan hukum
terhadap konsumen atau pemakai. Mengenai pengepgaimdungan
konsumen tidak terlepas dari dua istilah yang tidaat dipisahkan yaitu,
hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumeitahistHukum
Konsumen” dan hukum perlindungan konsumen” serardeingar, tetapi
belum jelas, apa saja yang masuk kedalam mateuiake@, apakah kedua
cabang hukum itu identi®. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-
asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubudganmasalah
antara berbagai pihak satu sama lain berkaitanathelbgrang dan atau jasa

konsumen, di dalam pergaulan hidp.

®! ShidartaHukum Perlindungan Konsumen Indonesitk. Kedua, PT. Gramedia Sarana,
Jakarta, 2004, him. 11

® A Z. Nasution Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengartttk, Pertama, Daya
Widya, Jakarta, 1999, him. 23.
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Hukum konsumen lebih berperan dalam masataisumen yang
kondisi para pihaknya berimbang dalam sosial ekonataya saing
maupun tingkat pendidikan. Jika kondisi para pitidék berimbang maka
disinilah peran hukum perlindungan konsumen dibkenh

Hukum perlindungan konsumen dapat diartigabhagai keseluruhan
asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dandomedin konsumen
dalam hubungan dan masalahnya dengan para perbyadiag dan atau
jasa konsumef?

Pada dasarnya baik hukum konsumen maupuaniyerlindungan
konsumen dalam ranah hukum perdata, yaitu melgidkepentingan
hukum (hak-hak konsumen). Bagaimana hak-hak konsuite serta-
merta diakui dan diatur dalam hukum serta bagainthteaapkan dalam
kehidupan bermasyarakat, itulah yang menjadi peadzah keduanya.
Dapat diartikan bahwa hukum perlindungan konsumam dhukum
konsumen vyaitu keseluruhan aturan hukum yang mendpek-hak dan
kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalaahanya untuk
memenuhi kebutuhannya.

Pengertian perlindungan konsumen terdapgs flalam pasal 1 ayat
(1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Koreunbahwa
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yangamen adanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepadaswkmen”.

% A Z. Nasution/bid, him. 23.

* Janus Sidabalokjukum Perlindungan Konsumen di Indone$ia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2006, him. 46
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Dikatakan bahwa kalimat “segala upaya yang menjadanya kepastian
hukum”, adalah benteng untuk meniadakan tindakareisang-wenang
yang merugikan pelaku usaha hanya untuk kepentinmatindungan
konsumerf> Makna dari isi Undang-undang Perlindungan Konsumen
bukan berarti kepentingan dari pelaku usaha tilak menjadi perhatian,
tetapi pada dasarnya pelaku usaha dan konsumemeinpunyai hak dan
kewajiban yang seimbang. Kita tidak bisa pungkainwa keberadaan dan
kemajuan perekonomian nasional banyak ditentukam gara pelaku
usaha.
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Esensi dari UU No. 8 Tahun 1999 tentangifirhgan Konsumen
pada hakekatnya tidak hanya memberikan perlindungernadap
konsumen saja, tetapi juga termasuk memberikanndarigan terhadap
pelaku usaha. Perlindungan konsumen diselenggarakbagai usaha
bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakatakpelusaha, dan
pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut pd$adang-undang
Perlindungan Konsumen ini adal%h:
a. Asas manfaat;
b. Asas keadilan;
c. Asas keseimbangan;

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen serta

 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Ibid, him. 1.

® Janus SidabalolQp Cit, him. 31.
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e. Asas kepastian hukum.

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanabamwa segala
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsuares memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingarurkensdan pelaku
usaha secara keseluruhan. Asas ini jika kita hiieighendaki bahwa hak-
hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usahdakti saling
menempatkan satu sama lainnya, melainkan membegdsarai haknya.

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipabiurgh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesemp&igpada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh halaryandlaksanakan
kewajibannya secara adil. Kita dapat cermati baldetam asas ini
menghendaki konsumen dan produsen dapat berlakdaddm perolehan
hak dan kewajibafY’

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk mendereseimbangan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, danripgshedalam arti
materiil dan spirituaf® Asas ini berarti tidak memperkenankan adanya
diskriminasi baik itu terhadap konsumen maupun kpelasaha, karena
kedudukan keduanya adalah seimbang demi memenihahka yang

didapatnya. Keseimbangan antara konsumen dan pelksda tentunya

%7 Janus Sidabalokbid, him. 32.

% Lihat Pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ngntarangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keseimbangan argpemtingan pelaku usaha dan kepentingan
umum.
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mengenai kepentingan demi terpenuhinya hak dan jkemamereka,
sehingga tidak ada salah satu pihak yang mendapdingungan
kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen sligiedn untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamapatkeonsumen
dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan bdean@tau jasa
yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendtds jaminan
hukum bahwa konsumen dalam hal ini akan mempernusiahfaat dari
suatu produk, bahwa produk tersebut tidak mengaresalamatan jiwa
dan harta benda konsumen.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelasaha maupun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan mdala
menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negaeajamin
kepastian hukum. Artinya, bahwa konsumen dan pelakaha harus
memahami undang-undang ini dengan benar dan meatj@r hak dan
kewajibannya dan harus diwujudkan dalam kehidupaimars-harinnya
untuk mencapai keadilan yang diinginkan oleh keglaan

Memperhatikan substansi pasal 2 Undang-upd&erlindungan
Konsumen ini, demikian pula penjelasannya tampdikvbgperumusannya
mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaittbpeagunan manusia

seutuhnya, berlandaskan pada Panc85ila.

* Ahmadi Miru dan Sutarman Yod@p. Cit, him. 26.
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Tujuan perlindungan konsumen terdapat dafzasal 3 Undang-
undang Perlindungan Konsumen yditu:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandkassumen
untuk melindungi diri;

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian dakamjasa,

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memilihemakan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang nmehgey unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi sertaesaksntuk
mendapatkan informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai peyding
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yangr jdan
bertanggungjawab dalam berusaha,;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjdmiangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatanyarkanan,
keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen inikupagan isi
pembangunan nasional sebagaimana tadi disebutkéam dpasal 2
sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumeng yada itu
merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalataksa@aan
pembangunan dibidang hukum perlindungan konsumeasirig-masing
undang-undang memiliki tujuan khusdsKeenam tujuan khusus pasal 3
dapat dikelompokan yaitu, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukuni?
Tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihéardahuruf c, dan e.

Sementara tujuan kemanfaatan terdapat dalam hurdéra b, termasuk

OLihat Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang PerligdnrKonsumen.

"t Ahmad Ali, Menguak Tabir HukuprChandra Pratama, Jakarta, 1996, him. 95.

72 Ahmadi Miru dan Sutarman Yod@p. Cit,him. 34.
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huruf ¢ dan d, serta f. Tujuan hukum untuk kepashakum terdapat
dalam huruf d.
3. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasakadéaconsumer(Inggris-
Amerika), ataiconsument/konsumefBelanda). Pengertian dadnsumer
maupunkonsumentitu tergantung dalam posisi mana ia ber&dkata
Konsumen yang berasal dari katansumerdi Amerika dapat diartikan
sebagai “pemakai”. Begitu pula Kamus bahasa Inggdsnesia memberi
arti kataconsumersebagai “pemakai/konsumefi”Secara harfiah lawan
arti kataconsumeradalah (lawan dari kata produsen) yaitu setiamgra
yang menggunakan baraffgPemakai barang dan atau jasa itulah yang
disebut konsumen. Tujuan dari penggunaan barangaiti menentukan
termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.

Pengertian Konsumen dalam Undang-undangnBerigan terdapat
dalam pasal 1 ayat (2) bahwa, “Konsumen adalalepsetang pemakai
barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarak&t,bbgi kepentingan
diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhhiup lain dan tidak
untuk diperdagangkan”. Bunyi pasal di atas dipetedagi bahwa

konsumen yang dimaksud adalah konsumen &kiita mengenal dalam

A Z. NasutionOp. Cit, him. 3.

’* John. M. Echols & Hasan Sadilgamus Besar Inggris-Indonesi@ramedia, Jakarta, 1986,
him. 124.

> A Z. NasutionLoc. Cit.

’® Lihat Penjelasan pasal 1 ayat (2) UU. No. 8 TaHi@91entang Perlindungan Konsumen.
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kepustakaan ekonomi ada dua macam konsumen yaitsukien akhir

dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengafanapemanfaat

akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen ardagah konsumen

yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dase$p produksi

suatu produk lainny&.

Konsumen antara dapat diartikan juga sebagai komswang membeli

produk/ barang tidak untuk dikonsumsi sendiri,getantuk dijual lagi’®
Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perlinduri(@msumen mengenai

definisi konsumen terdapat unsur-unsur sebagaiue

a. Setiap orang
Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setftapg yang
berstatus sebagai pemakai barang dan/jasa. 1&iahg” sebelumnya
menimbulkan kerugian, apakah hanya orang individyahg lazim
disebut natuurlijk persoonatau termasuk juga badan hukyrecht
persoon) Kata “orang” dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopolo dan PersaingaahdJdidak
Sehat, tidak digunakan dalam undang-undang tersepitditemukan

kata “pemakai” yang dapat dipahami sebagai oraagpain badan

7 Lihat Penjelasan pasal 1 ayat (2) UU. No. 8 TaHi@9ltentang Perlindungan Konsumen.

M. Ali Mansyur, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsemd@erwujudan
Perlindungan Konsumegtk. Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2007, Mim. 7

7 ShidartaOp. Cit, him. 5.
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hukum. Tampaknya Undang-undang Perlindungan Konsusedikit
mengadopsi kata “pemakai” dari UU No. 5 Tahun 1999.
b. Pemakai
Sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 1 ayat (2)argpadndang
Perlindungan Konsumen, kata “Pemakai” menekankamskmen
adalah sebagai konsumen akhir. Shidarta menyatsé@ju dengan
pencantuman kata “pemakai” dalam pasal tersebehkamenunjukan,
barang dan/jasa yang dipakai tidak serta merta @iasitransaksi jual-
beli®® Pernyataan di atas ditepis oleh Ahmadi Miru damaoan
Yodo, mereka mengatakan Ada kerancuan di dalammtkete di atas
penggunaan kata “pemakai” menimbulkan kesan bar@ngebut
bukan milik sendiri, walaupun sebelumnya telahatdirfransaksi jual
beli®* Mereka lebih setuju dengan memakai kata “mempetole
karena apa yang diperoleh dapat digunakan untugrkieggan sendiri
maupun orang lain, secara hukum memberikan makmg lghih tepat.
c. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/jasa dapattildiar sebagai
produk. Undang-undang Perlindungan Konsumen mekgarbarang
sebagai suatu benda, baik berwujud maupun tidaluped, baik
bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihahiskaupun tidak

dapat dihabisakan, yang dapat untuk diperdagangldipakai

8 shidarta/bid, him. 6.

1 Ahmadi Miru dan Sutarman Yod@p. Cit,him. 5.



61

digunakan dan dimanfaatkan oleh konsufffedasa dapat diartikan
sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan pa&stasi yang
disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan kbesumerf?

d. Yang tersedia dalam masyarakat
Barang dan/jasa yang ditawarkan kepada masyaraldghsharus
tersedia di pasaran. Artinya bahwa produk yanguvditkan yang telah
diinformasikan kepada masyarakat luas bahwa bemaiuk tersebut
ada bentuk dan jenisnya. Misalnya, produsen mengrdsikan
produk HP China melalui iklan ditelevisi.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang ,lammakhluk hidup
lainnya
Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan skndiri, orang
lain, dan makhluk hidup lain. Berarti adalah kepegdan ini tidak
sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluargdapi juga barang
dan/atau jasa itu diperuntukan untuk orang lain I@@ir diri dan
keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, gegewan dan
tumbuhan. Setiap tindakan manusia adalah bagiani dar
kepentingannya, oleh sebab itu penguraian unsweliat tidak
menambah makna apa-apa karena pada dasarnyaatindemakai
suatu barang dan/atau jasa juga terlepas darnkegan pribadi.

f. Barang dan/jasa itu tidak untuk diperdagangkan

%2 ShidartaOp. Cit,him. 8.

8 Shidarta)bid, him. 9.
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Bahwa ketentuan mengenai pngertian konsumen dalardang-
Undang Perlindungan Konsumen dipertegas, yakni &n&oynsumen
akhir, sehingga ketika konsumen itu membeli suatdyk tertentu,
artinya konsumen berhak untuk memanfaatkan prodwelbut dan
barang atau jasa tersebut tidak untuk diperdagankgabali.
4. Kedudukan Konsumen
Menyikapi hubungan konsumen dengan pelakbhajsperlu dipahami

doktrin atau teori yang mendasari adanya hubungakurh antara

konsumen dan pelaku usaha.

Doktrin atau teori tersebut meliputi:

a) Let the buyer beware
Doktrin let the buyer bewareatau caveat emptorsebagai embrio
lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumens Asiaberasumsi,
pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yamgtss@imbang,
sehingga tidak perlu adanya proteksi apapun bagnsikoen.
Konsumen tidak mendapat informasi yang sama depgaku usaha
terhadap barang ata jasa yang dikonsumsinya. Ketiglapuan itu bisa
karena keterbatasan pengetahuan konsumen, tetkghiiidebih lagi,
banyak sisebabkan oleh tidak terbukanya pelakuausahadap produk
yang ditawarkan. Akhirnya, konsumen didikte olehlake usaha.
Ketika konsumen mengalami kerugian pelaku usahaatddpngan
ringan berdalih, semua itu karena kelalaian konsugsseadiri. Menurut

prinsip ini dalam hubungan keperdataan yang waithdtti-hati adalah
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pembeli. Maksudnya adalah kesalahan pembeli (koesyumnika ia
sampai membeli dan mengkonsumsi barang-barang ydak layak.
Hadirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen mdiaiahkan
bahwa, yang harus berhati-hati bukan hanya konsuetapi pelaku
usaha, seperti kewajiban pelaku usaha pada pasaiu? (b) Undang-
undang Perlindungan Konsumen, berbunyi bahwa; “nesikdn
informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kndian jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan ynesmy perbaikan,
dan pemeliharaan”.
b) The due care theory
Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempukgaiajiban
untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk barang atau
jasa €aveat venditgr Untuk mempermasalahkan pelaku usaha,
seseorang harus dapat membuktikan bahwa pelaka usamelanggar
prinsip kehati-hatian. Doktrin ini mempunyai keldma yaitu dalam
prakteknya sulit bagi konsumen untuk menghadirkaktibukti guna
memperkuat gugatannya. Sebaliknya, pelaku usaha gaden
keunggulannya lebih mudah untuk menghindar atauyaregkal dari
gugatan, karena yang mengetahui persis tentanglptedsebut adalah
pelaku usaha.
5. Hak dan Kewajiban Konsumen
Signifikasi pengaturan hak-hak konsumen di dalandddg-undang

Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari implease sebagai
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suatu negara kesejahteraan, karena Undang-Undarsgr DED45 di
samping sebagai konstitusi politik juga disebutdtitasi ekonomi, yaitu
konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraag tumbuh dan
berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abaiilae belad?
a. Hak-hak konsumen
Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar bagukten,
yaitu:®®
1) Hak untuk mendapatkan keamargtire right to safety);
2) Hak untuk mendapatkan informd#ie right to be informed);
3) Hak untuk memilin(the right to choose);
4) Hak untuk didengafthe right to be heard).
Empat hak dasar di atas diakui secara internasicabm
perkembangannya, organisasi-organisasi konsumeia.di®empat
hak di atas yang paling banyak disoroti adalah meaig hak
konsumen yang ke dua, yaitu hak untuk mendapatkamasi, yaitu
mendapatkan suatu informasi dari produk tertentogde jelas dan
benar, karena sengketa konsumen banyak bermulanftarnasi yang
menyesatkan.
Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan konsumeanuat hak-hak

konsumen yait({®

* Abdul Hakim BarkatullahHukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan
Perkembangan Pemikiragitk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2008, him. 23.

% ShidartaOp. Cit, him 19-20.

% |ihat Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang PerligdnrKonsumen.
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1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamataim dala
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mextkap barang
dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kosdrga jaminan
yang dijanjikan;

3) Hak atas informasi yang benar dan jelas dan jujengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atasmgatan/atau
jasa yang digunakan;

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan daayap
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen Saatarta

6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikarukoss;

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara bewar jdjur serta
tidak diskriminatif;

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti-rugi, dam/a
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yanginthtetidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimanmyees

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan plamnog:
undangan lainnya.

Disamping hak-hak yang terdapat dalam pagada terdapat hak-
hak konsumen yang dirumuskan di dalam pasal 7 Uptbidang
Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang keavajipelaku
usaha. Kewajiban pelaku usaha merupakan persamalknydng
dimiliki oleh konsume®’ Bunyi pasal 7 sebagai berikut:

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujuengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta eeménjelasan
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara berafjujur
serta tidak diskriminatif;

4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproddisi/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar matand
dan/atau jasa yang berlaku;

5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguiji
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertenta sennberi
jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibudatda yang
diperdagangkan;

8 Shidarta] bid, him. 21.



66

6) Memberi kompensasi, ganti-rugi, dan/atau pengganta&as
kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pentanfaarang
dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7) Memberikan kompensasi, ganti-rugi, dan/atau pertggamapabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaditak sesuai
dengan perjanjian.

. Kewajiban Konsumen

Terdapat dalam pasal 5 Undang-undang Perlindungansufnen

yaitu:

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan piose
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jas&keamanan
dan keselamatan;

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelizarang
dan/atau jasa;

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa pentigdn
konsumen secara patut.

Di bawah ini adalah uraian pasal di atas yaitu:

pasal 5 ayat (1) di atas menimbulkan ad&eyajiban konsumen
untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi gqmasedur
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jaskdamanan dan
keselamatan, merupakan hal penting mendapat peagatddapun
pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaietah
menyampaikan peringatan secara jelas pada labél suaduk,
namun konsumen tidak membaca peringatan yang ti$almpaikan
kepadanya. Pengaturan kewajiban ini, memberikanseéarensi
kepada pelaku usaha tidak bertanggungjawab, jikaumen tersebut

menderita kerugian akibat mengabaikan kewajibasebert. Misalnya,

dalam suatu produk obat-obatan, bahwa dalam labat-abatan
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tersebut terdapat intruksi tentang dosis dalam kaiaa tertentu,
kemudian konsumen tidak mematuhinya maka dalamnhadelaku

usaha tidak bertanggungjawab atas kesalahan konsuensebut.
Pada intinya konsumen dituntut untuk mengikuti séiuntruksi atau
suatu hal yang diinformasikan dalam produk terteolieh pelaku
usaha, jika tidak konsumen tidak bisa menuntutragcakum kepada
pelaku usaha.

Pasal 5 ayat (2) masalah kewajiban konsubvemitikad baik
hanya tertuju pada pembelian barang dan/atau kasena konsumen
mengadakan hubungan hukum ketika terjadi transpksnbelian
barang dan/jasa. Di sini konsumen diharapkan meggiutikad yang
baik. Asas itikad baik terdapat dalam pasal 1338HKBerdata,
maksud dari kalimat di atas adalah bahwa cara haskan suatu
perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatwtan keadilan,
ketertiban umum, adat setemfatBegitu juga pelaku usaha
dimaksudkan untuk beritikad baik. Terjadinya keamgbleh pelaku
usaha terhadap konsumen, kemungkinan sejak baraagcahg/
diproduksi oleh produsefi.

Pasal 5 ayat (3) membayar sesuai dengam tikar yang

disepakati oleh pelaku usaha adalah hal yang byasey harus

8 Subekti,Pokok-Pokok Hukum Perdatatk. Keenambelas, PT. Intermasa, Jakarta, 1996,
him. 139

* Ahmadi Miru dan Sutarman Yod@p. Cit, him. 49.
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dilakukan oleh konsumen, karena esensi dari julaldoalah adanya
harga dan barang.

Pasal 5 ayat (4) mengandung arti bahwa koasu wajib
mengikuti penyelesaian sengketa, jika terjadi seteglengan pelaku
usaha. Kewajiban ini dianggap sebagai sesuatu Yemg, sebab
sebelum diundangkannya Undang-undang Perlindungamsufnen
hampir tidak dirasakan kewajiban secara khususrtseipé dalam
perkara perdata, dalam perkara pidana lebih badakdisikan oleh
aparat kepolisian atau kejaksaan.

6. Hak atas Informasi

Hak atas informasi yang dimaksud adalah kuntobendapatkan
informasi yang jelas dan benar serta jujur atasuspeoduk yang harus
diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. lafsirtersebut adalah
mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping ¢aggunaan
produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas peddsari produk tersebut.
Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumems hdisertai
informasi yang benar, agar konsumen tidak sampaipoayai gambaran
yang keliru atas produk barang dan j&stformasi ini merupakan salah
satu hak konsumen dalam penggunaan fasilitas, mleanphal yang fital

bagi konsumen, karena adanya transaksi jual-belketika konsumen

% Ahmadi Miru dan Sutarman Yoddbid, him. 41.

°! Chelina Tri Siwi Kristiyanti,Hukum Perlindungan Konsume@tk. Kedua, Sinar Grafika,
Jakarta, 2009, him. 33.
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melihat atau mendengar informasi tentang suatuusrddn tertarik untuk
membeli dan memamaki barang/ jasa tersebut.

Di sinilah terjadi hubungan hukum yang dapetakibat fatal apabila
informasi tersebut salah. ltulah sebabnya, Undamtpag Perlindungan
Konsumen memberikan hak konsumen atas informagy yemar, jelas
dan jujur, yang di dalamnya mencakup juga hak sepewporsional dan
tidak diskriminatif.

Hak atas informasi dikaitkan dengan hak la&@an yaitu setiap
produk yang mengandung risiko tinggi atas keamamarsumen, maka
wajib disertai dengan informasi yang benar berugmuk yang jelas.
Sebagai contoh, iklan sebagai sarana untuk menabenformasi kepada
konsumen seharusnya tidak mengandung manipulasi. déta iklan
memuat informasi yang tidak benar maka perbuatan niemenuhi
kejahatan yang lazim disebadudulent misrepresentatiofi.Kejahatan ini
dapat berupa pemakaian pernyataan yang jelasgalak, menyebutkan
produk diri sendiri terbaik tanpa indikator yantage dan pernyataan yang
menyesatkan. Informasi yang menyesatkan apabilayperan fakta
materiil yang diungkapkan itu adalah salah ataaktidngkap dan pihak
yang melakukannya mempunyai maksud untuk peniptian.

Hak atas informasi ini sangat penting, kardmak memadainya

informasi yang disampaikan kepada konsumen jugama&an salah satu

%2 Celina Tri Siwi Kristiyanti,Ibid, him. 34.

% Dedi Harianto, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Periklangang

MenyesatkanGhalia Indonesia, Bogor, 2010, him. 116-117.
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bentuk cacat produk, cacat intruksi karena infoirgasg tidak memadai.
Hak atas informasi ini terdapat dalam pasal 4 horifU No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berburiyivaa

“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujungemai kondisi, dan
jaminan barang dan/atau jasa”. Maksudnya agar koesu dapat
memperoleh gambaran yang benar mengenai suatu kprédasumen
dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengatputuhannya, dan

terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam gemaan produf

Menurut Hans W. Micklitz, seorang ahli hukuderman dalam
ceramah di Jakarta, 26-30 Oktober1998 membedakasukten dengan
dua tipe vyaitu, kosumen vyang terinformasi dan koreu tidak
terinformasi>°
Ciri-ciri konsumen yang terinformasi tipe pertanaalah:

a. Memiliki tingkat pendidikan tertentu;

b. Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehindgpat
berperan dalam ekonomi pasar, dan

c. Lancar berkomunikasi.

Ciri-ciri konsumen yang tidak terinformasi sebatjjee kedua adalah:

a. Kurang berpendidikan;

b. Termasuk kategori menengah ke bawah;

c. Tidak lancar berkomunikasi.

* Ahmadi Miru dan Sutarman Yod@p. Cit,him. 41

% ShidartaOp. Cit,hlm. 24-25.
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7. Bentuk-bentuk informasi

Pelaku usaha dalam menginformasikan produKmgrang dan/atau
jasa melalui berbagai macam cara di antaranya:
a. Memakai jasa iklan
b. Menggunakan label
c. Memakai brosur

Istilah iklan dalam bahasa inggris ya#idvertisement, advertising,
dalam bahasa indonesia adalah pariwara. Iklanyartsetiap bentuk
penyajian apapun untuk sebuah produk, ide atausgagaleh sponsor dan
menggunakan media, seperti majalah, radio, teleldsi surat kabaf.
Banyak para sarjana memberikan pengertian tentdag seperti halnya
Philip Kotler dalam kajiannya manajemen pemasarangartikan lklan
adalah komunikasi bukan pribadi, yang dilakukan atoélmedia yang
dibayar atas usaha yang jefaPengertian iklan terdapat juga dalam Pasal
1 angka 13 Peraturan Menteri Kesehatan Republilonesia Nomor
329/Men.Kes/PER/XII/76 tentang Produksi dan PemdaMakanan
disebutkan, iklan adalah usaha dengan cara apapuk meningkatkan

penjualan, baik secara langsung maupun tidak larggsu

% Janus SidabalolOp. Cit, him. 242

* Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan dan Refadjan, dikutip
dari: Janus Sidabalokjukum Perlindungan Konsumen di IndonedRy,. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2006, him. 242.
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Definisi di atas tampak bahwa iklan itu adhalsuatu bentuk
komunikasi, atau promosi, memakai jasa media, din sponsorny&
Kita bisa melihat bahwa sekurang-kurangnya adagigak yang terlibat
di dalamnya, yaitu pemesan (pemilik produk yanglalikan), perusahaan
media yang mengiklankan (agen periklanan), dan arakgt sebagai
pemirsa/pembaca sebagai konsumen. Iformasi meldam juga tidak
menutup kemungkinan terjadi penyesatan. Penyegdéandalam praktik
pemasaran ada dua macam yakni:

a. Penyesatan menyangkut harga

Penyesatan ini dilakukan dengan menyampaikan tifgk@a tertentu

kepada konsumen, seakan-akan harga ini merupakaya hang

terbaik bagi konsumen, baik dibandingkan dengagahproduk yang
sama dari pengusaha pada masa sebelumnya, matjamadidg harga
produk pesaing.

b. Penyesatan dalam promosi barang dan/atau jasa
Penyesatan ini dilakukan dengan cara melebih-labitkualitas, sifat,
atau kemampuan suatu produk, membuat gambaran kel

tentangnya “memainkan” syarat-syarat produk, memgnkonsumen

% N. H. T SiahaanHukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tang@wapj Produk,
Ctk. Pertama, Panta Rei, Jakarta, 2005, him 126.

% Dedi HariantoOp. Cit,him. 114.
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untuk mengunjungi tempat penjualan dengan kondasigymenarik
tetapi kemudian menawar produk lain.

Pengertian tentang iklan dapat dikategorik&n:

a. Informasi
Semua iklan berisi informasi sebab mengiklankaresainya berarti
menginformasikan. Informasi yang ada itu adalahalsedpal yang
menyangkut tentang suatu produk, berupa jenis jro@dy cara
pemakaiannya, cara perawatannya, dan lain-lain.

b. Pengaruh atau bujukan
Selain berisi informasi, iklan juga dapat berupagaguh atau bujukan,
artinya iklan dapat mempengaruhi atau membujuk arakat
sedemikian rupa agar mau membeli dan memakai/mesgkusi
produk yang diiklankan tersebut.

c. Ajakan atau undangan
Iklan itu berupa mengajak atau mengundang masyakakassumen
supaya datang memenuhi maksud dari produsen, iygsatemakai
produk yang ditawarkan oleh produsen, menghadaraacmisalnya
demonstrasi, show, dan lain sebagainya.

d. Janji atau jaminan
Iklan dapat pula mengandung janji-janji produsen yak@nkan

konsumen bahwa konsumen akan mendapatkan kemanfaata

1% j3anus Sidabalol)p. Cit him. 244.
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kegunaan tertentu lebih dari produk lainnya apabilembeli dan
memakai produk produsen tersebut.
e. Peringatan
Disamping makna iklan tersebut di atas iklan juganuhgkinkan
mengandung peringatan bagi konsumen akan kegukaalitas suatu
produk tertentu. Maksud dari peringatan ini aganskonen mengikuti
dan berhati-hati dalam menggunakan produk tersebut.
Ketentuan mengenai iklan dalam UU No. 8 Tahun 1968tang
Perlindungan Konsumen terdapat dalam Bab IV passdrBpai dengan
pasal 17 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelsiha.

Label adalah informasi yang bersifat wajang harus ditempelkan
dalam setiap produk barang dan/atau jasa yang thieispkan dalam
berbagai aturaf’* Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1961 tentang Barang
memberikan informasi tentang barang bafi%fa:

“Pemberian nama dan /atau tanda-tanda yang meramjsifat,

susunan bahan, bentuk banyaknya dan atau kerugiandyang baik

diharuskan maupun tidak diperbolehkan dibubuhkan gilekatkan
dengan pembungkusnya, tempat barang-barang ituddigengkan
dan alat-alat reklame, dengan cara pembubuhamsdbakatkan nama
dan/atau tanda-tanda lain”.
Maksud dari pasal di atas adalah pemberian naméatdantanda-tanda
menunjuk pada label dari barang bersangkutan. Ledyekbut memuat

asal, sifat, susunan, bahan, bentuk, dan banyakegmnaan. Label

tersebut harus dibubuhkan atau dilekatkan pada peghkiosnya.

101

A Z. NasutionHukum Perlindungan Konsumebiadit Media, Jakarta, 2001, him. 74.

1% Lihat UU RI No. 10 Tahun 1961 tentang Barang pasayat (4)
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Brosur merupakan salah satu bentuk inforrgasg sangat diminati
oleh pelaku usaha untuk menginformasikan produkiigeena itu, mudah
untuk disebarluaskan dan lebih murah dibandingkaangdn cara
mengiklankan di televisi atau memakai reklaffeBiasanya brosur hanya
berbentuk dalam beberapa lembar kertas, yang meapsatyang akan
diinformasikan oleh pelaku usaha mengenai manfeatpan kegunaan
dari suatu produk tersebut, cara penggunaan daawptn produk
tersebut dan lain sebagainya.

C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha
1. Pengertian pelaku usaha

Istilah pelaku usaha sering disamakan denmawlusen, memang
tidak salah, sehingga dapat diartikan sebagai aigu yang
menghasilkan barang dan/atau j#¥@elaku usaha dalam hal ini termasuk
di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pesrgeofesional® yaitu
setiap orang atau badan yang ikut serta dalam dexgre barang dan jasa
hingga sampai ketangan konsum&hSifat profesional merupakan hal

yang mutlak dalam menuntut pertanggungjawaban pelakha.

193 Dedi HariantoOp. Cit,him. 97.

1% M. Ali Mansyur, Op. Cit,him. 33.
1% Agnes M. ToarTanggung Jawab Produk Sejarah dan Perkembanganir§alitrapa
Negara,dikutp dari: Janus SidabaloKukum Perlindungan Konsumen di Indone$id, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2006, him. 16.

106 Harry Duintjer Tebbenslnternationa Product Liability,dikutip dari: Janus Sidabalok,
Hukum Perlindungan Konsumen di Indone$§i&, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, him. 16.
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Kita dapat pahami bahwa pelaku usaha bulaaryahterbatas pada
pembuat produk atau penghasil produk itu sajapitetereka juga terkait
dengan peredaran, penyampaian produk hingga akhsagpai kepada
konsumen. Berarti dalam hal ini pedagang, distobuitingga pengecer
merupakan pelaku usaha. BerdasafRarctive (Perlindungan Konsumen
di Amerika) pengertian pelaku usaha meligfiti:

a. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa babamgng
manufaktur. Mereka ini bertanggungjawab atas sekglagian yang
timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyaraka

b. Termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya bagrayang
merupakan komponen dalam proses produksinya;

c. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;

d. Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, merefkuatéanda-
tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagaupen dari
suatu barang.

Pengertian pelaku usaha terdapat dalam gdasalat (3) Undang-
Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangamadan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badam, yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegid@am wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupersama-sama
melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaland berbagai
bidang ekonomi*®®
Pelaku usaha yang dimaksud meliputi perusahaamokasi, BUMN,
koperasi, importir, pedagang distributor dan laim{°® Pengertian pelaku

usaha di atas sangat jelas dan cakupannya samagatMakna luas pelaku

197 Agus Brotosusilo, Aspek-aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalaten Hukum

Indonesiadikutp dari: Chelina Tri Siwi KristiyantiHukum Perlindungan Konsume@tk. Kedua,
Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 41-42.
1% jhat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan #(onen Pasal 1 ayat (3).

199 ihat Penjelasan UU No. 8 Tahun 1999 tentang fiufigan Konsumen Pasal 1 ayat (3).



77

usaha akan memudahkan konsumen dalam menuntut lgamtjian°

Konsumen yang dirugikan akibat menggunakan suatdugrlebih mudah

untuk menuntut kerugian, karena banyak yang dagagsit.

Pelaku usaha yang dimaksud oleh Undang-und@erlindungan
Konsumen tidak mencakup ekportir luar negri, kareaaya membatasi
orang perorangan atau badan hukum yang berkedudid@melakukan
kegiatannya hanya dalam wilayah negara Republikriadia. Kita dapat
memahami bahwa pelaku usaha yang berada di luediksi tidak dapat
dituntut kerugian apabila terjadi sengketa, karedadang-undang
Perlindungan Konsumen hanya berlaku di dalam reggai tidak untuk di
negara lain. Urut-urutan yang seharusnya digugeh d&onsumen jika
terjadi sengketa konsumen adat&tPertama digugat adalah pelaku usaha
yang membuat produk tersebut jika berdomisili dlada negeri dan
domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan;

a. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebubdigksi di luar
negri, maka yang digugat adalah importirnya, katgndang-undang
Perlindungan Konsumen tidak mencakup pelaku usalardnegeri;

b. Apabila produsen maupun importir dari suatu protidak diketahui,
maka yang digugat adalah penjual.

Urutan di atas tentu saja berlaku apabila suatdykronengalami cacat

pada saat diproduksi, bisa saja produk yang cacdt luar kontrol.

1% Ahmadi Miru dan Sutarman Yod@p. Cit,him. 9.

" Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ididonesia,
Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Aidan§urabaya, 2000, him. 31-32.
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2. Hak dan kewajiban pelaku usaha
a. Hak-hak pelaku usaha

Undang-undang Perlindungan Konsumen bukagehenemberikan
perlindungan terhadap konsumen, tetapi memberikaringungan
hukum juga terhadap pelaku usaha dengan menjungjuggi harkat
dan martabat keduanya.
Hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha terdapatamia Pasal 6
Undang-undang Perlindungan Konsumen yéitu:

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar badamgatau
jasa yang diperdagangkan;

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kada
konsumen yang beritikad tidak baik;

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya danda
penyelesaian sengketa konsumen;

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbu&tiaga hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh rgpra
dan/atau jasa;

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-lgatan
lainnya.

Pasal 6 ayat (1) dapat kita pahami bahwa pelakhausdak dapat
menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/gaa yang diberikan
kepada konsumen kurang memadai menurut harga yenakb pada
umumnya atas barang dan harga yang sama.

Praktik yang biasanya terjadi, apabila adeaig yang serupa dan

kualitasnya rendah maka para pihak menyepakatiahgegng lebih

murah, dengan kata lain pelaku usaha terbatas aakmyk menerima

pembayaran dari produknya yang kualitasnya memaegdah.

2 Lihat Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perligdnrkonsumen.
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Mengenai hak pelaku usaha dalam pasal 6 ayat3R)4), sebenarnya
merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungagatemstansi
publik, seperti pemerintah dan Badan Penyelesaagk®&ta Konsumen
(BPSK). Hak pelaku usaha ini menunjukan bahwa dgdadang
Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukjuga
terhadap pelaku usaha. Pasal 6 ayat (5) merupakaken di mana
hak yang dimiliki pelaku usaha bukan hanya terba@da Undang-
undang Perlindungan Konsumen saja, tetapi dalamatpdndang
lainnya. Seperti, Undang-undang Perbankan, Undadgng Larangan
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dars&bagainya.

Hak-hak pelaku usaha dapat ditemukan jug@aranlain pada
faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha dagtang jawab atas
kerugian yang diderita oleh konsumen, dengan katagdelaku usaha
tidak dapat dimintai atau dituntut pertanggungjaavalya meskipun
kerusakan timbul akibat cacat produk, yaitu apabila

1) Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;

2) Cacat timbul di kemudian hari;

3) Cacat timbul setelah produk berada di luar korgrotiusen;

4) Barang yang diproduksi secara individual tidak uént

keperluan produksi;

5) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang dpkéan oleh
penguasa’®

b. Kewajiban pelaku usaha

Kewajiban pelaku usaha dalam Undang-undaegindungan

Konsumen pasal 7 yaitu:

113

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit, him 42,
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1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan juj@ngenai
kondisi barang dan/atau jasa serta memberi peajelas
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara besmar d
jujur serta tidak diskriminatif;

4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproddksi/
atau barang dan jasa yang berlaku;

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa garansbatasg
yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6) Memberikan kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggaatas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaat
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7) Memberi kompensasi atas ganti-rugi dan/atau periggan
apabila barang dan/atau jasa yang diterima ataardaatkan
tidak sesuai dengan perejanjiai.

Hal yang pokok dari pasal di atas adalah mengeeaajiban pelaku
usaha harus beritikad baik dalam menjalankan ugahanemberikan
informasi yang benar, jelas dan jujur serta menagakan konsumen
dengan cara yang sama, menjamin produknya, merkbsempatan
konsumen untuk menguji dan memberi kompensasi. [{leavapelaku
usaha yang paling dasar yang harus dilaksanakadahaleritikad baik
dan memberikan informasi yang benar jelas dan ,jlgenvajiban yang
lainnya merupakan perwujudan dari kedua kewajibalakp usaha di
atas.

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan asaterupakan salah
satu asas dalam hukum perjanjian. Ketentuan irtudidalam pasal

1338 KUHPerdata bahwa perjanjian harus dilaksanaegan itikad

' Lihat Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perligdnrkonsumen.
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baik!*®> Maksud dari kalimat di atas adalah bahwa parakpifeng
mengadakan perjanjian harus didasari dengan mati@tad yang baik,
yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepatutaadlilen, ketertiban
umum dan adat atau kebiasaan setempat.

Kewajiban pelaku usaha yang kedua memberitkfommasi yang
benar jelas dan jujur mengenai kondisi barang dam/msa memberi
penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan ipanaeh,
disebabkan karena informasi di samping merupakdn Koesumen
ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelakaha merupakan
salah satu jenis cacat produk (cacat informasita Hapat melihat dan
menilai dalam kehidupan sehari-hari, bagaimanakpeissaha dalam
menginformasikan  produknya, tidak sedikit informasyang
disampaikan itu mengandung kebohongan publik yadak tsesuai
dengan produk aslinya, sehingga merugikan konsurRemtingnya
penyampaian informasi yang benar terhadap prodg&s Bonsumen
tidak salah dan mengetahui gambaran tentang prtedsgbut.

3. Larangan bagi pelaku usaha
Perbuatan yang dilarang adalah suatu tindakang dapat
menimbulkan akibat hukum. Ada empat pokok dalam dmiggundang
Perlindungan Konsumen perbuatan yang dilarang palgiku usaha di

antaranya dalam melakukan:

' Lihat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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a. Larangan sehubungan dengan berproduksi dan mengpegian
barang atau jasa,

b. Larangan sehubungan dengan memasarkan;

c. Larangan yang secara khusus ditujukan kepada pp&ilanan;

d. Larangan sehubungan dengan pelanggaran klausula bak

Larangan bagi pelaku usaha yang pertama, terdafmnhdgasal 8 undang-

undang Perlindungan Konsumen yaditd::

1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau menymergkan
barang dan/atau jasa yang:

a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standag yan
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundatigagan;

b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, attto, dan
jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakdand
label atau etiket barang;

c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan,jutafah
dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaatau
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam labeletetln
keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi,sg80
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertdragamana
dinyatakan dalam label atau keterangan barang tdanjasa
tersebut;

f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan labelkegt
keterangan, iklan atau promosi penjualan barangadam jasa
tersebut;

g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jamgMeu
penggunaan/pemanfaatan yang paling atas baraegttert

h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal,
sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkaanuélbel;

i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan basamy
memuat nama barang, ukuran, berat/isi, bersih aiziig
komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, alghatpingan,
nama dan alamat pelaku usaha, serta keteranganuteirk
penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang;

118 | ihat Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perligdarkonsumen.
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J) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk gengan
barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan laetentu
perundang-undangan yang berlaku.

2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yesads, rcacat
atrau bekas, dan tercemar tanpa memberikan infosaeara lengkap
dan benar atas barang yang dimaksud.

3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaansiagiara pangan
yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, deatgan tanpa
memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ayat (i)aglat (2)
dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasduerserta wajib
menariknya dari peredaran.

Larangan bagi pelaku usaha yang kedua terdapandzsdaal 9-16 tetapi
yang terkait dengan hak atas informasi pasal 9l@agaitu:
Pasal 9

1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikangiki@nkan
suatu barang dan/atau jasa secara tidak benaataaiseolah-olah:

a) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memilikonman
harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaa@a rabde
tertentu, sejarah atau guna tertentu;

b) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

c) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkarataan
memiliki  sponsor, persetujuan, perlengkapan teutent
keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksestaitentu;

d) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusagaag
mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi;

e) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

f) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

g) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari baeatentu;

h) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

i) Secara langsung atau tidak langsung merendahkaandar
dan/atau jasa lain;

]) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti arndak
berbahaya, tidak mengandung risiko sampingan tanpa
keterangan yang lengkap;

k) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang bedastn

2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud padglaydilarang
untuk diperdagangkan.

3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terha@aglgydilarang
melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanaanigadan/atau
jasa tersebut.
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Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atauygesp ditujukan

untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempniaIQS

mengilankan, atau membuat pernyataan tidak bersar atenyesatkan

mengenai:

1) Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

2) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

3) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atas ganti-rugs auatu barang
dan/atau jasa;

4) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yaagatikan;

5) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikanmagéngiklankan

suatu barang dan/atau jasa dengan harga atakhasifis dalam waktu dan
jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidakntaksud untuk
melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah déagarkan,

dipromosikan dan diiklankan.

Larangan bagi pelaku usaha yang ketiga patddalam pasal 17
Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu:

1) Pelaku usaha dilarang memproduksi iklan yang:

a) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitaab, dan
harga barang dan/atau tarif jasa, serta ketetapaktuw
penerimaan barang dan/atau jasa,

b) Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang danjasac

c) Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidakatepengenai
barang dan/atau jasa;

d) Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaianarg
dan/atau jasa;

e) Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tagigan s/ang
berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;

f) Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan pangid
undangan mengenai periklanan.

2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peaediklan yang
telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Larangan bagi pelaku usaha yang terakhdapat dalam pasal 18

Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu:
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1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau ymsg
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat u ata
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumenatdan/
perjanjian apabila:

a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pEreer
kembali barang yang dibeli oleh konsumen;

c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pErgmer
kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/asauypng
dibeli oleh konsumen;

d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepad#pel
usaha, baik secara langsung maupun tidak langsohgk u
melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitaigaste
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan
barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh kogrsu

f) Memberi hak kepada pelaku usaha mengurangi majafseat
atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjad
objek jual-beli jasa;

g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang
berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atagupahan
lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usahandafesa
konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepadeupela
usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gddai, a
hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh komesum
secara angsuran.

2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula bakg ietak
atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat chbaecara jelas,
atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3) Setiap klausula baku yang telah diterapkan oleakpelisaha pada
dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuaagséinana
pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal dekuitmu

4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku lpartgntangan
dengan undang-undang.

3. Pengertian dan jenis-jenis tanggung jawab pelaskiha
Tanggung jawab dalam bahasa belahdaerant woordelijkkheid”
dalam bahasa Inggris disebuRésponsibility” Tanggung jawab adalah

konsekuensi dari tidak dilaksanakannya kewajiban Hak'’ Dalam

7M. Ali Mansyur, Op. Cit, him. 51
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konteks keperdataan berarti tanggung jawab itu gzemganti kerugian,
sedangkan dalam konteks hukum pidana adalah hukypeaara dan
denda. Tanggung Jawab pelaku usaha dapat dibedakapadi dua
macam yaitu:
a. Bentuk pertanggungjawaban administratif
Bentuk pertanggungjawaban dalam Undang-undang nBerligan
konsumen ini dapat dituntut dari produsen sebaglaikp usaha, diatur
dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ngnta
Perlindungan Konsume, yaiutu pembayaran ganti kanugaling
banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) rupianhadap
pelanggaran atas ketentuan tentang:
1) Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen [(i&sayat (2)
dan ayat (3));
2) Periklanan yang tidak memenuhi syarat (pasal 20)
3) Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (pasadab);
4) Kelalaian memenuhi garansi/jaminan yang dijanjikan.
b. Pertanggungjawaban pidana
Pelaku usaha dapat dibebani pertanggungjawabanaidaik pelaku
usaha yang bersangkutan maupun pengurusnya (jdcugen tersebut
badan usaha ) dalam Undang-undang Perlindunganuimrspasal 61

sampai dengan pasal 63 yaitu:
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Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelakhaudan atau

pengurusnya.

Pasal 62

1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimang Yy
dimaksud dalam pasal 8, pasal , pasal 10, pasaydt32), pasal 15,
pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf b, hwwue dan ayat (2),
dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara pling 5 (lima)
tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 200@00@0 (dua
milyar) rupiah.

2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimareksdd
dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), dadsgbasal 16, dan
pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda pdiengyak Rp.
500.000,00 (lima ratus juta).

3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka beakit berat,
cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentudana yang
berlaku:

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud daaat §2, dapat

dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

1) Perampasan barang tertentu;

2) Pengumuman keputusan hakim;
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3) Pembayaran ganti rugi;
4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang melkeaia
timbulnya kerugian konsumen;
5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan
6) Pencabutan izin usaha.
Masalah tanggung jawab muncul dalamia!:
1) Informasi produk yang disajikan melalui iklan tidaksuai dengan
kenyataan sebenarnya,

2) Menyangkut kreativitas perusahaan periklanan daau amedia
periklanan ternyata bertentangan dengan asas-4#isagerklanan.
Mengenai jenis-jenis tanggung jawab pelaku usaha lada macam

yaitu:*
1) Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalafhiability based on
2) Erlg(tzl)ijga selalu bertanggungjawpbesumtion of liability)
3) Praduga selalu tidak bertanggungjavatsumtion of nonliability)
4) Tanggung jawab mutlafstrict liability);
5) Pembatasan tanggung jawl@bhmitation of liability)
Tanggung jawab berdasarkan unsur kesaladaftaha prinsip yang
secara umum berlaku dalam hukum pidana dan perfeteorang dapat

dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum pgida unsur

kesalahan yang dilakukannyd. Unsur kesalahan berarti unsur yang

8 yusuf Shofie Perlindungan Hukum dan Instrumen-Instrumen Hukum@jtaa Aditiya

Bakti, Bandung, 2000, him. 146.
9 Celina Tri Siwi Kristiyanti,Op. Cit him. 73-80.

% shidartaOp. Cit,him. 73.
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bertentangan dengan hukum secara luas yakni, bemgan dengan
peraturan perundang-undangan, ketertiban umum,sikasn, kepatutan
dalam masyarakat, serta adat kebiasaan setempam [Pasal 1365 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata perbuatan melawan hukagim
memenuhi empat unsur yang pokok yaftu:

a) Adanya perbuatan;

b) Adanya unsur kesalahan;

c) Adanya kerugian yang diderita;

d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dagi&e.

Pasal di atas menunjukan bahwa unsur kesalahartiliersnasuk dalam
perbuatan melawan hukum, seperti contoh, dalamskpgl-beli barang
elektronik produk HP China misalnya, bahwa penj(mlaku usaha)
dalam menjual barang tersebut ketika distributongiran barang, penjual
tidak mneliti atau mengecek terlebih dahulu apakdha kerusakan atau
tidak, sehingga ketika barang tersebut sampai gatakonsumen, barang
tersebut diketahui cacat tersembunyi. Dalam halpglaku usaha dapat
dimintakan pertanggungjawabannya.

Praduga selalu bertanggungjawab bahwa pel#aha dianggap
bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan, daktibersalah,
sehingga beban pembuktian ada pada tergugat (petaha), sering kita
mengartikan sistem seperti ini adalah sistem petrdoukerbalik. Undang-

undang Perlindungan Konsumen mengadopsi sistem uieiab terbalik

! Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19, 22, 23ihdarketentuan pasal
28. Dasar teori pembuktian terbalik adalah sesgodaanggap bersalah,
sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sepaftkh Berarti
praduga slalu bertanggungjawab ditujukan kepadakpelsaha karena
dialah yang berkewajiban untuk membuktikan kesaldhukan konsumen.

Praduga selalu tidak bertanggungjawab maksuddalah kebalikan
prinsip kedua di atas, yaitu pelaku usaha tidakgtiap bertanggungjawab
sampai konsumen membuktikan apa yang dituntut. IiJlgtbih jelas lagi
contoh dari penerapan jenis tanggung jawab iniuyaitalam hukum
pengangkutan. Kehilangan kerusakan pada bagasn katrig biasanya
dibawa oleh penumpang (konsumen) adalah tanggumgbj&onsumen,
pelaku usaha tidak dapat diminta pertanggungjawafzdia®

Tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindumgonsumen secara
umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, kboga produsen
barang, yang memasarkan produknya yang merugikansukoen.
Tanggung jawab ini tidak menetapkan pelaku terhadealahan sebagai
faktor yang menentukan, tapi ada pengeculian-perdj@o tertentu yang
membebaskan pelaku usaha dalam tanggung jawabnya karena
bencana alan(force majeur)dan kesalahan di luar kuasa para pihak

(overmacth).

22 ShidartaOp. Cit,him. 76.

123 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit, him. 96.
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Pembatasan tanggung jawab ini biasanya pé&hku usaha sangat
sering digunakan, karena menyangkut pembatasan jikamaya yaitu
dengan mencantumkan klausula eksonerasi dalammpanjastandar yang
dibuatnya** Jenis tanggung jawab ini sangat merugikan konsuijien
ada klausul eksonerasi berarti merupakan perjarg@pihak, dimana
pelaku usaha dengan sesuka hati untuk membuatukltersebut yaitu
memperbanyak kewajiban konsumen dan kewajiban palagkha hanya
sedikit.

Berdasakan jenis-jenis tanggung jawab s,at@aka terdapat teori-
teori tanggung jawab yaitu:

a) Pertanggungjawaban berdasarkan kontraktual kamdaaggaran janji

(wanprestasi);

b) Tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan h(tkunaw).**

Teori yang pertama maksudnya bahwa tanggwab atas perjanjian
atau kontrak, dari pelaku usaha, atas kerugian yhalg@mi konsumen
akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya mtamanfaatkan jasa
yang diberikart?® Tangguung jawab itu dibebankan pada pihak yang
melakukan cidera janji dengan mengingkari perjanjang dibuat oleh
para pihak. Janiji itu merupakan kewajiban yang $dipenuhi oleh pihak

yang berjanji dan sekaligus merupakan hak bagikpilaavan untuk

124

Celina Tri Siwi Kristiyanti,lbid, him. 97.

125 Janus Sidabalok, Op. Cit, him 101

2 M. Ali Mansyur, Op. Cit,him. 60.
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menuntut pemenuhannyd. Dalam jual-beli misalnya, seorang penjual
mempunyai kewajiban menyerahkan kebendaan yangllja kepada
pembeli, dan bertanggungjawab atas cacat tersembiikg terjadi
pelanggaran seperti tidak dilaksanakannya salaln lsawajiban di atas
maka pembeli (konsumen dapat menuntut ganti r@&yaratnya adalah
konsumen dapat membuktikan, dasar hukumnya adandadesal 1320,
1865 KUHPerdata dan 136 HIR.

Teori yang kedua, perbuatan melawan hukuatahdperbuatan yang
bertentangan dengan undang-undang (hukum tert&$ar hukumnya
yaitu, pasal 1365 KUHPerdata, tiap-tiap perbuatatavman hukum, yang
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkangosamg karena
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kearugitersebut.
Kemudian, dalam pasal berikutnya 1367 KUHPerdatiudimengenai
pertanggungjawaban khusus dengan perbuatan melawkam, seseorang
tidak saja bertanggungjawab kerugian yang diselmapkabuatan orang-
orang yang menjadi tanggungannya. Syarat yang é&alah tidak
diperlukan adanya hubungan hukum, dan beban pemahuktia pada
konsumen, harus mampu membuktikan.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam UndangnamdPerlindungan
Konsumen terdapat dalam pasal 19-28, tetapi yakgkpgaitu pasal 19

berbunyi:

7M. Ali Mansyur, Ibid, him. 102.
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a) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan gantiatagi kerusakan
pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mesghkwsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

b) Ganti-rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayaddpat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang danpéatayang sejenis
atau setara nilainya, atau perawatan kesehataratdanpemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturandpeg-undangan
yang berlaku;

c) Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggarkguwa (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi;

d) Pemberian ganti-rugi sebagaimana yang dimaksud pgaia (1) dan
ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanyautamtpidana
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adangar kesalahan;

e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2y tidak
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan dakesalahan
tersebut merupakan kesalahan konsumen.
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BAB |11
HAK ATASINFORMASI DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI
HANDPHONE (HP) PRODUK CHINA
DI KOTA YOGYAKARTA
A.Pemenuhan Hak Konsumen atas Informasi terhadap Transaks Jual-beli
Handphone (HP) China.

Barang elektronik sepertiandphone menjadi salah satu kebutuhan
manusia untuk dimanfaatkan kegunaannya dalam ghemdidikan, bisnis, dan
lain-lain. Pemasaran barang elektronik sangat tleas tak terbatas, aktifitas
jual-beli barang elektronik tersebut semakin hariiakin besar. Penjual dan
pembeli menjadi subjek hukum dalam transaksi jedil-pang kerap sekali
menimbulkan masalah hukum. Kedudukan konsumen ywateju dianggap
lemah merupakan salah satu faktor terjadinya pgkag hak konsumen oleh
pelaku usaha. Hak konsumen yang paling mendasaahadak untuk
mendapatkan informasi yang benar, hak tersebutstdiherikan oleh pelaku
usaha dalam memasarkan produk barang tertentu.

Hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku aisaenjadi faktor perlu
adanya perlindungan konsumen demi terwujudnya leadiagi konsumen.
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yan@miengdanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsuntererarti pembeli HP
China merupakan subjek yang harus dilindungi olekum. Perlindungan
hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjéiegkuhukum melalui

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sdipak pelaksanaannya
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dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat akbed menjadi dua,

yaitu:*?

1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengajuan untuk
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Halndapat dalam peraturan
perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran
serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batesam dnelakukan
suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindurgdnr berupa sanksi
seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan ydegikdn apabila
sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan sweanggaran.
Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam melindumak-hak
konsumen sudah sangat ideal. Realitasnya banyali gefanggaran yang
terjadi dan seolah-olah tidak dapat ditangani walaupelanggaran itu
dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sdtfaari- Pelanggaran
tentang hak yang dimiliki konsumen seperti hak até&srmasi, hak untuk
mendapatkan keamanan dan lain-lain.

Di bawah ini penulis akan memaparkan bagaangambaran peredaran

HP China di Kota Yogyakarta serta perlindungan kamsn di Lembaga

1% Celina Tri Siwi Kristiyanti,Hukum Perlindungan Konsume®tk. Kedua Sinar Grafika,

Jakarta, 2009, him. 20
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Konsumen Yogyakarta (LKY), dan perlindungan konsomei Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yogyakéartgyaeberikut:

1. Gambaran Peredar&tandphongHP) produk China di Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu terppatasaran HP produk

China yang sangat strategis, karena masyarakatykgigkarta merupakan
masyarakat konsumen atau pemakai barang dan ata jeempat
pemasaran yang paling banyak dikunjungi oleh paasémen adalah
“Jogjatronik Phone” terletak di jalan Brigjen KatamnmNo. 75 Yogyakarta,
dan “Ramai Mall Phone” terletak di jalan Jendraln#dd Yani Malioboro
Yogyakarta. Kedua tempat tersebut merupakan pesaagaran HP produk
China. Sejak tiga atau empat tahun yang lalu Hm&hiulai muncul di
pasaran, HP tersebut sangat diminati oleh paraukeas, karena harga
yang murah dan fitur yang ada dalam HP tersebuiigngkap. Pada awal
kehadiran HP China tersebut, pemasarannya dapajata@kan merek HP
yang lainnya, seperti NOKIA dari Finlandia, SAMSUN{ari Jepang dan
lain sebagainya. Ada beberapa ciri khaadphong€HP) produk China yang
saat ini banyak beredar di Kota Yogyakarta y&itu:
a. Dual Sim Card
Adalah pengguanaan kartu ganda dalam satu ponseéulprChina, yaitu
mengutamakan dua fittbual Sim Cardbaik GSM-GSM maupun GSM-

CDMA, karena pada saat ini belum ada yang CDMA-CDNAda awalnya

** Hasil wawancara dengan responden Dedi Haryonaks@lelaku usaha, Minggiran

Yogyakarta, tanggal 24-12-2011, pukul 15.16 Wib.
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menggunakasswitch (salah satu aktif) maksudnya ialah ketika HP tarse
diaktifkan hanya satu kartu saja yang aktif, tefzgula akhirnya produk HP
China tersebut memakai sistdiwo-onemengaktifkan kedua kartu tersebut
sepertiCross, B-Worlddan lain sebagainya.

b. Analog Tv Phone

Handphonetersebut memiliki layar yang lebar dengan antenaamiel
keluar yang mempunyai fungsi untuk mencari sinyalbigpbang televisi,
sehingga konsumen dengan mudah menonton TV tanpzbayar pulsa,
karena sudah dilengkapi dengan TV Tuner, Sepdittio, SPC dan lain
sebagainya.

c. Touchscreen

Bahwa HP tersebut memiliki sistem layar sentuhuy&iS Native, tetapi
tidak sesempurna merek HP yang lain yang sudabknsishyar sentuh.
Dalam sistem aplikasi pada HP produk China ini kidaemungkinkan
untuk diinstal ulang, bahkan dukungan aplikasi Jana sangat terbatas,
sepertiNexian, SPCdan lain sebagainya.

d. Designmeniru merek ternama

Sudah bukan rahasia umum lagi HP produk China menarek HP yang
lain, dalam peniruan produk HP lain bukan hanyaapaentuk saja tetapi
pada mereknya juga, seperti contoh HP NOKIA N95 NMaKIA N82 yang
berasal dari Finlandia, kemudian ditiru oleh proddl China yaitu,

NOKLA dan NCKIA.
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Jenis HP China yang paling diminati oleh dwmen di Kota
Yogyakarta adalah mereMiitto, Cross, Nexian, dan SP®aik itu di
Jogjatronik maupun di Ramai Maf° Hal yang paling menarik bagi
konsumen adalah tentang fityang terdiri dari kamera, TV analog, akses
internet, mp3, dan lain sebagainydanphonetersebut harganya sangat
terjangkau oleh para konsumen berkisar Rp. 15000ampai dengan Rp.
300.000,00>"

2. Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Terpati@ansaksi Jual-bel
HandphongHP) China di Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY)

Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) bertujuariuk menjungjung
tinggi harkat dan martabat konsumen, melindungi-tek konsumen,
menegakan hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha.
Dalam perkembangannya organisasi swadaya masyatiakabanyak
membantu konsumen dalam menyelesaikan segala inagalg berkaitan
dengan pelanggaran hak-hak konsumen dari berbageamm pengaduan
yang diterima oleh lembaga tersebut. Peran lemliggadalah sebagai
pihak ketiga sebagai mediator antara konsumen d#aky usaha, oleh
karena sifat organisasi swadaya masyarakat iniahdgasif, hanya

menunggu pengaduan dari konsumen, kemudian baaudgsoses kasus

130 Hasil wawancardpid.

131 Hasil wawancara dengan responden konsumen, BudirRa Taman Siswa Yogyakarta,
tanggal 5 Januari 2012, pukul 15.30 Wib.
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tersebut:*? Penyelesaian sengketa konsumen yang ditanganiLelelaga

Konsumen Yogyakarta bukan hanya pada mediasi sedaiat menempuh

litigasi ataupun non litigasi tergantung apa yanggéhkan oleh konsumen

tersebut. Bisa dengan cara advokasi yaitu memberda@tuan hukum
kepada konsumen yang berperkara di pengadilan fpaitata maupun
pidana'®?

Dalam Undang-undang Perlindungan KonsumddPK) No.8 Tahun
1999 tugas dari Lembaga Perlindungan Konsumen Smaalfsyarakat
(LPKSM) seperti LKY terdapat dalam pasal 44 ayatydtu3*

a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkamadasan atas hak
dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam kegrsgmsi barang
dan/atau jasa;

b. Memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlykann

c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upayavujundkan
perlindungan konsumen;

d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, asemtm
menerima keluhan atau pengaduan konsumen;

e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan mkaydeshadap
pelaksanaan perlindungan konsumen.

Ditegaskan juga dengan Peraturan PemeriN@ah59 Tahun 2011
tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya astaLPKSM)

pasal 7 berbunyi bahwa, dalam membantu konsumenukunt

memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advolatau

132 Hasil wawancara dengan Bapak Dwi dibagian pengatiambaga Konsumen Yogyakarta
(LKY) tanggal 19 Januari 2012, pukul 13:46:42 Wib.

133 Hasil wawancardpid

134| ihat Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tal89tentang Perlindungan
Konsumen
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pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkaryehaecara
mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

Kedua Pasal di atas sesuai dengan visi hesabaga Konsumen
Yogyakarta (LKY) yaitu, terwujudnya keadilan masleat konsumen dan
menumbuhkan kesadaran masyarakat KritisJalan yang ditempuh oleh
lembaga tersebut sesuai dengan yang diamanatkan Bkraturan
Pemerintah di atas yaitu melakukan advokasi demiujednya hak yang
dimiliki konsumen. Selain menerima pengaduan dariskmen salah satu
tugas Lembaga tersebut yaitu penelitian di dalansyarakat, biasanya
mengangkat issue yang berkembang dalam masydrakaasil penelitian
tersebut akan menjadi acuan untuk lebih fokus ntesgassue yang
berkembang dalam masyarakat, sehingga dalam datighah pemecahan
masalah konsumen bisa dikerjakan dengan sebailgkimunSejauh ini
masyarakat bekerjasama dengan Lembaga Konsumenakarty dengan
membentuk Kelompok Konsumen Sadar (KKS) yaitu, gabavadah untuk
membantu memperjuangkan hak-hak yang dimiliki olefasyarakat
konsumen.

Perkara tentang pelanggaran hak atas infirmangenai pembelian

HP China hanya sekedar tahap konsuftdsMasyarakat enggan untuk

35 Hasil wawancara, op.cit

136 Hasil wawancara, ibid

137 Hasil wawancara, ibid
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mengadukan persoalaan pelanggaran hak, karena belainggapan bahwa
pengaduan melalui lembaga tersebut sangat lamhiaganya mahal.
3. Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Terpafiensaksi Jual-beli
HandphongHP) China di Badan Penyelesaian Sengketa KonsBaK)
Yogyakarta.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSlkpyakarta
merupakan lembaga di bawah DISPERINDAGKOP Kota ‘tegia'*®
Setiap perkara konsumen yang diajukan kepada BR&yakarta ditangani
menurut prosedur yang berlaku. Lembaga ini beksegjaagai konsiliator,
mediator dan arbiter, tergantung permintaan panakpyang bersengketa.
Selain itu lembaga ini memberikan konsultasi pddimgan konsumen untuk
membantu dalam memenuhi hak konsumen.
Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentdeylindungan
Konsumen (UUPK) tugas dan wewenang Badan Penyatesaengketa
Konsumen (BPSK) yaitt®
a. Melaksanakan penangan dan penyelesaian sengkesarken, dengan
cara melalui mediasi atau arbitrase dan konsiliasi,

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen,

c. Melakukan pengawasan terhadap klausula baku,

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi apgfaran
ketentuan dalam undang-undang ini,

e. Menerima pengaduan, baik tertulis ataupun tidatilisrdari konsumen
tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindukgasumen,

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketampgengan konsumen,

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakut@langgaran
terhadap perlindungan konsumen,

¥ Hasil wawancara dengan Ibu Intan di bagian sekattdantor Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) Yogyakarta, 19 Februari 2012, pukul 11:57:18 Wib.

¥ Lihat pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tepierlindungan Konsumen
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h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan aetiap orang
yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap gmuateang ini,

I. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaisaha, saksi,
saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimagadd huruf g dan
huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilanabgoenyelesaian
sengketa konsumen,

j. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surakudwen atau alat bukti
lain guna penyelidikan dan penyidikan,

k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugjiapihak
konsumen,

|. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yamipkakan
pelanggaran terhadap perlinsdungan konsumen,

m.Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku asgng melanggar
ketentuan undang-undang ini.

Pasal di atas menunjukan bahwa BPSK Yogyakartd telalaksanakan

tugas dan wewenangnya sesuai dengan yang diamanalida undang-

undang tersebut. Menjadi konsiliator dalam menjgarba dalam
menyelesaikan sengketa konsuri€n.

Perlindungan konsumen atas hak informasiupakan salah satu
kewajiban yang harus diberikan oleh BPSK kepada gansumen. Sesuai
dengan Undang-undang Perlindungan konsumen paaght4(3) memuat
hak konsumen yaitu, Hak atas informasi yang bermar jglas dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jdsaajiban pelaku
usaha sebagai anitomi hak yang harus dimiliki &lefisumen terdapat pada
Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumyaitu,
Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujwngenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi peafelgEnggunaan,

perbaikan, dan pemeliharaan. Pelaku usaha berk@amajmemberikan

% Hasil wawancara, op.cit
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informasi yang sebenar-benarnya tentang keadaam swaduk tertentu,
jika tidak melaksanakan prestasinya maka itu tel@fanggar pasal 7 ayat
(2) Undang-undang Perlindungan Konsurfign.

Sengketa konsumen tentang pelanggaran ek iaformasi tentang
pembelianhandphongHP) China di BPSK Yogyakarta terjadi pada tahun
2010 pada tanggal 5 Maret 20'16.

Kronologis Kasus

Kartika vs Smart Phone

Pada tanggal 25 Desember 2009 Kartika (konsumeajvaikan sebuah
handphongHP) China bermerek HT@iammond touch screesleh Smart
Phone (penjual) di Plaza Ambarukmo Yogyakarta. Penjuanawarkan
untuk melihat fisik HP tersebut dalam keadaan bpadahal HP baru tidak
boleh segelnya di lepas, tetapi itu diperbolehkbaih genjual, konsumen
mengira konsumen memang diperbolehkan untuk metdrébih dahulu.
Ketika terjadi penawaran itu penjual selalu mengutigan produk HTC
tersebut, sehingga konsumen berminat dan membeligyagyan harga
sebesar Rp. 2.700.000,00- dan garansi dari HT@nsetatu tahun. Setelah
membeli HP tersebut konsumen membawa kermah darbuk@nternyata
isi dari dus tersebut sangat berbeda dengan HP ypadennya, batre yang
sudah tidak bersegel, buku-buku yang tidak barumucdean yang lebih
parah lagi yaitu LCD HP tersebut terdapat sudutssyeng tidak rata dan
menonjol Keluar, sehingga touchscreennya agak susah. Kamsum
mengadukan kepada penjual bahwa HP tersebut rtsi@pi tanggapan
penjual bahwa itu kesalahan konsumen yang tida& bismelihara HP
tersebut, padahal baru dibeli sehari yang lalugBénman konsumen yang
kedua kalinya tentang LCD tanggapan dari penjuaD L@/a pecah dan
tidak ada garansi untuk LCD. Hampir satu bulanHebiP tersebut di
ssimpan oleh penjual karena akan dijanjikan untakbgikan. Akhirnya
pihak Smart Phone (penjual) memutuskan kalau gargmgur karena
kesalahan pemakaian konsumen. Ketika di sasmwice centetHTC di
Kota Yogyakarta tidak ada. Pada tanggal 5 maréir@mka konsumen
memutuskan untuk membawa perkara ini ke Badan Rayan Sengketa
Konsumen (BPSK) Yogyakarta, untuk diproses dan leisgkan. Pada
tanggal 18 Maret 2010 para pihak yang bersengketmilih untuk
bermediasi dan terjadilah kesepakatan dalam semgkeinsumen

141

142

Hasil wawancara dengan Ibu Intan, ibid

Hasil wawancara, ibid
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no.4/BPSK-YK/III/2010 yang isinya adalah pelaku hesa bersedia

membayar kerugian atas pembelian HP China merek tdtifch diamond

yang telah dibeli di smart phone sebesar Rp. 200000-.

Dari gambaran kasus di atas permasalahan yangmilialeh konsumen

menyangkut informasi yang tidak benar, informastdaag HP China merek

HTC tersebut tidak sesuai dengan keadaan asliyajasuk masalah

garansi, dan tempat service center HTC. Ketentuangenai garansi kita

dapat temukan dalam Keputusan Menteri Perindustieam Perdagangan

No. 608/MPP/Kep/10/1999 tentang Petunjuk (Manualyn dKartu

Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi Pieléikonika.

Pasal 4

a. Setiap produk elektronika yang beredar di pasaroriedia wajib
dilengkapi dengan kartu jaminan/garansi dalam kmhatonesia.

b. Kartu jaminan/garansi sebagaimana disebut dalam @h)aberlaku
sekurang-kurangnya 1 tahun.

Pasal 5

Kartu jaminan/garansi sebagaimana dimaksud dalasal p& sekurang-

kurangnya memuat:

a. Ongkos perbaikan gratis selama masa garansi.

b. Jaminan ketersediaan suku cadang.

Maka dapat disimpulkan bahwa BPSK Yogyakarta sabggteran dalam

menyelesaikan kasus tersebut. Memang konsumen iitintut untuk

mandiri dalam menyelesaikan permasalahan pelanggdasat konsumen

oleh pelaku usaha, tetapi lebih baik lagi apabidilmatkan BPSK, karena



105

tugas dan tanggung jawab lembaga tersebut adalabk umenjadi
konsiliator dan menjunjung tinggi hak konsumen daenyelesaikan
sengketa konsumen. Perlindungan konsumen atas rfiakmasi sangat
diperlukan agar konsumen tidak terjebak terhadegup tersebut?®

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Handphone (HP) Produk China

Pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajibatuku ikut serta
menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yaegunjang bagi
pembangunan perekonomian nasional secara keseturAldakalnya pelaku
usaha bertindak sewenang-wenang kepada konsumemggemenimbulkan
kerugian bagi konsumen dan tanggung jawab pelakahausterkadang
diabaikan begitu saja. Pelaku usaha dibebankangtagg jawab atas
pelaksanaan tugas dan kewajiban, yaitu melalui repae@ norma-norma
hukum, keputusan, dan menjungjung tinggi kebiagaag berlaku dikalangan
dunia usaha.

Etika bisnis merupakan salah satu pedomay $etiap pelaku usaha.
Prinsip bussines is busisnegidak dapat diterapkan, tetapi harus dengan
pemahaman bisnis untuk pembangunan. Jadi, sejaunigkmy pelaku usaha
harus bekerja keras untuk menjadikan usahanya nrerkbetribusi pada
peningkatan pembangunan nasional secara keseluruhan

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatseorang lain, sedang diantara
mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hgéannhukum perjanjian), maka

berdasarkan undang-undang juga timbul atau tehjadungan hukum antara orang

3 Hasil wawancara dengan Ibu Intan, ibid
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tersebut yang menimbulkan kerugian'ittiHal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUH
Perdata, sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kanugada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitgaugian itu, mengganti
kerugian tersebut”.
Masalah tangggung jawab pelaku usaha mikaeeha dua hal yaittf
1. Informasi produk yang disajikan melalui iklan tidakesuai dengan
kenyataan sebenarnya;
2. Menyangkut kreativitas perusahaan periklanan dan atedia periklanan
ternyata bertentangan dengan asas-asas etik parkla
Peredaran HP China di Kota Yogyakarta tidak tedegari iklan yang dimuat
dari berbagai media. Pelaku usaha lebih memanfaaktan sebagai sarana
untuk menyampaikan informasi tentang produk HP &hiersebut kepada
masyarakat konsumen. Adakalanya iklan HP China ydisgmpaikan tidak
sesuai dengan keadaan aslinya. Itulah, yang mebkabaelaku usaha harus
bertanggungjawab atas kerugian konsumen.
Pada dasarnya ada dua macam pertanggungjavgetaku usaha vyaitu,
pertanggungjawaban publik dan privat (keperdatadkan tetapi, jika dilihat

dari jenis-jenis tanggung jawab pelaku usaha ada fhacam yaitdi*®

144 AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsume®tk. Kedua, Diapit Media, Jakarta, 2002,
him. 77.

> Yusuf Shofie,Perlindungan Hukum dan Instrumen-Instrumen Hukum@itta Aditiya
Bakti, Bandung, 2000, him. 146.
18 Shidarta,Hukum Perlindungan Konsumen Indonesidk. Kedua, PT. Gramedia Sarana,

Jakarta, 2004, him. 73.
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1. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalédraility based on fault)

2. Praduga selalu bertanggungjawpbesumtion of liability)

3. Praduga selalu tidak bertanggungjavatesumtion of nonliability)

4. Tanggung jawab mutlastrict liability);

5. Pembatasan tanggung jawlabmitation of liability)

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangriderigan Konsumen

diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, yaaput dengan pelaku

usaha, pada Bab VI dengan judul Tanggung JawalkiPélaaha, pasal 19

sampai dengan pasal 28. Itu berarti, undang-untlxsgbut sudah memenuhi

rasa keadilan konsumen.

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagditteff

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaankelalaian)
sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata.

2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususngkikel sebagaimana
terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata.

3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagairterdapat dalam
pasal 1367 KUHPerdata.

Tanggung jawab pelaku usaha dapat terjaabipada pelanggaran yang
dilakukan oleh pelaku usaha, di Kota Yogyakartayb&rterjadi pelanggaran

atas hak informasi terhadap pembelian HP Chingbdwah ini penulis akan

7 Munir Fuady,Perbuatan Melawan HukunGtk. Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2002, him. 13



108

memaparkan gambaran kasus pelanggaran hak atasasiobeserta bentuk

tanggung jawab pelaku usaha, sebagai berikut:

1. Gambaran kasus pelanggaran hak atas inforntaadép pembelian produk
HP China di Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian di lapangan dari berbagssponden terutama pada
konsumen banyak sekali kasus tentang pelanggarknatas informasi
dalam pembelian HP China yang dilakukan oleh pelakaha. Seperti
masalah kualitas HP China yang kurang baik, tidakedianya service
center, masalah garansi, cacat tersembunyi darsédiagainya. Ada kasus
yang dialami oleh konsumen, hasil wawancara deiigjah Raharja yaitu
sebagai berikut?*®
Kronologis kasus

Budi Raharjo vs Gemilang Sell

Pada tanggal 21 september 2010 Budi Raharjo (komsumembeli sebuah
produk HP China merek MITO 899 dengan spesifikabagai berikut:

Dual on GSM, LCD 2,6, Dual UL (DUAL MENU STYLE)ER Games
(16-Bit), Game pad button, Dual MMC Card Slot, Baggh, Voice SMS,
java, video recorder, video chat, Dual Camera, MRB84, FM radio, Big
speaker, disco light, opera mii, social networkssenger aplication.
Tempat pembelian tersebut di Jogjatronok Phoneodin@r Gemilang Sell
(penjual) dengan harga Rp. 750.000,00-. Konsumemgetahui informasi
tentang HP tersebut melalui Brosur HP MITO. Garaesmi dari MITO
yaitu satu tahun dihitung dari hari pembelian. Bétesatu minggu
kemudian pada tanggal 28 September 2010 HP tersetmtgalami
kerusakan pada Batre dan terkadang mengalami Hemg raati total.
Konsumen mencoba untuk membawa ke tempat servigerctITO di
jalan Senturan Sleman Yogyakarta. Setelah dipdrisatki hari kemudian
mengalami kerusakan untuk yang kedua kalinya batkemsakan itu
bertambah parah. Konsumen kemudian bermaksud umekgadukan
kepada penjual dan minta ganti kerugian kalau geddB tersebut tidak

148 Hasil wawancara dengan konsumen Budi Raharjaitop.c
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sesuai dengan apa yang diiklankan, namun Gemilatig(jgnjual) tidak

menerima bahwa barang yang sudah dibeli tidak ddigambalikan lagi.

Penjual beranggapan kerusakan pada HP tersebueibik@an kecerobohan
konsumen, tidak bisa memeliharanya dengan baikaldd menurut

konsumen HP tersebut tidak pernah jatuh dan tigakah terkena air.

Dari gambaran kasus di atas bahwa pelanggarandtgrhlaak informasi
sangat jelas, pelaku usaha telah menyebarkan iafrberupa brosur yang
dapat menyesatkan konsumen. Kondisi dan keadaartek#iebut tidak
sesuai dengan aslinya. Jika ditelaah telah melanggsal 17 Undang-
undang Perlindungan Konsumen yaditt:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi iklan yang:

a) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitalsab, dan harga
barang dan/atau tarif jasa, serta ketetapan wadterpnaan barang
dan/atau jasa;

b) Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang danjasa

c) Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidakatepnengenai
barang dan/atau jasa;

d) Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaiamartg dan/atau
jasa;

e) Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang targansyang
berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;

f) Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan pangidndangan
mengenai periklanan.

Produk HP China bermerek MITO memang sangat restlkali pada
kerusakan, terutama paspeakerdan LCD**° Kendala dalam memperbaiki
HP tersebut adalah padaear part, ketersediaan suku cadang HP China
merek MITO sangat terbatas. Dari hasil penelitiasedvice center MITO

dapat diketahui data sebagai berikut:

% Lihat Pasal 17 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Peutign Konsumen.

150 Hasil wawancara dengan BapakriASusanto selaku kepala teknisi MITO, di Senturan
Yogyakarta, tanggal 27 Desember 2011, pukul 16:14:34 Wib.
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Data service center MITO pada bulan September satiepgan Desember

174

Tahun 2011.
Tabel 1.
Bulan HP masuk| HP selesai | HP pending| HP escalate
serviece
September 165 125 299 20
Oktober 239 209 359 49
November 240 209 232 23
Desember 251 230 252 12

Sumber : Service center Mito Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat kita amati baeiadi peningkatan dari

bulan September sampai bulan desember HP MITO yaaguk service

center, sehingga dapat disimpulkan bahwa HP MITO sangatamnen

mengalami kerusakan. Pada kolom ke empat (HP pghdnenunjukan

bahwa HP yang belum dapat diselesaikan perbakarkayena ketidak

tersediaarspear part Biasanya perbaikan yang membutuhlspear part

harus menunggu beberapa minggu, sampai ada kirdlaarservice center

pusat:?

151 Hasil wawancara, ibid
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Kasus yang dialami oleh konsumen kedua, hasil wesarandengan Sofyan
Nugraha sebagai berikti?
Kronologis Kasus

Sofyan Nugraha vs Jet Phone

Pada tanggal 18 Januari 2011 Sofyan Nugraha (kagrsumembeli sebuah
produk HP China merek B-World B 67 dari Jet Phdhenfual) seharga Rp.
430.000,00-. Konsumen ditawarkan oleh penjual keskdang berada di
Jogjatronik Phone di Jl. Brigien Katamso No. 75 Yaiarta, awal mula
salah satu karyawan Jet Phone (penjual) menawa&tkRahina merek B-
World B67. Karyawan tersebut dengan sopan dan samtenawarkan,
menjelaskan fitur-fitur yang ada dalam HP tersebaperti kamera, MP3,
video, MMC 1 GB. Karyawan tersebut selalu membagkiam dengan HP
merek lain, menjelaskan keunggulan HP tersebut.ldy@akonsumen tidak
percaya kalau HP tersebut bagus, konsumen megsilsalengan perlakuan
karyawan tersebut, karena selalu membujuk konswmérk membeli HP
tersebut. Akhirnya konsumen tertarik dan berniatukinmembelinya,
terjadilah transaksi jual-beli dan mendapatkan mgreoko satu tahun. Tiga
hari kemudian HP tersebut mengalami kerusakan padaker, tiba-tiba
hang, mati total. Konsumen membawa HP tersebubleter biasa untuk di
service, dan ternyata tidak bisa karena speamymtidak ada. Konsumen
membawa HP tersebut ke Jet Phone (penjual), setklgderiksa pihak
penjual menyatakan bahwa harus diganti spear Eadiayntaranya speaker,
bagian komponen dalamnya, tetapi pihak penjual etekgn kalau di
Yogyakarta belum ada service center B-Word bahkalakiarta sekalipun
tidak ada. Akhirnya konsumen membawa kembali HPsetmrit dan
menyadari bahwa tidak ada service center, konsumenasa tertipu
membeli HP tersebut kini HP tersebut menjadi barangsokan.

Berdasarkan kasus di atas bahwa pelangdeiamtas informasi yang
dilakukan oleh pelaku usaha Jet Phone terletak padgampaian informasi
yang tidak sesuai dengan kondisi HP tersebut sidd adanya informasi
tentang perbaikan dan pemeliharaan HP tersebuta 8aimya pelaku usaha
telah mengabaikan kewajibannya tidak mempunyaiadtikbaik dalam

memasarkan produk HP tersebut. Perbuatan yangulddakoleh pelaku

152 Hasil wawancara dengan Sofyan Nugraha, op.cit
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usaha tersebut jelas melanggar hak konsumen yataptd dalam pasal 4
huruf ¢ Undang-undang Perlindungan Konsumen yamigubgi, Hak atas
informasi yang benar dan jelas dan jujur mengemadisi dan jaminan
barang dan/atau ja$¥ Serta melanggar ketentuan pasal 7 huruf b Undang-
undang Perlindungan Konsumen yaitu, Memberikanrinési yang benar,
jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atma jserta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemelih&faan.

Informasi yang benar, jelas dan jujur mekapmahak konsumen dan
kewajiban pelaku usaha untuk mewujudkannya. Banyakisumen
mengeluhkan kualitas HP China, karena tidak sedeagan apa yang
disampaikan, baik dari iklan, brosur maupun penyaarpdari penjual itu
sendiri ketika transaksi jual-beli. Penulis dapangimpulkan bahwa ada

dua pelanggaran hak atas informasi HP produk Glaita:

a. Tentang iklan dan brostmandphon€HP) China yang menyesatkan
Pelaku usaha produk HP China di Kota Yoggakamemilih
mempromosikan produknya melalui brosur dan iklaik In@edia cetak
maupun media elektronik, bahkan di dunia mayapacebook, twitter
terdapat promosi produk HP China. Sering dijumpasbr produk HP
China merek tertentu yang memberikan informasiatemntkeunggulan

suatu produk tersebut kepada konsumen, setelahi tepeyata tidak

133 | jhat pasal 4 huruf ¢ UU No. 8 Tahun 1999 tentBegindungan Konsumen

34| jhat pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 tentBegindungan Konsumen
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sesuai dengan keadaan asliffaHandphoneChina merek “SPC”

misalnya, bahwa dalam brosur tersebut terdapatmkaliseperti,

“siramping yang memikat, termurah layar extra bef#tar extra lengkap,

lengkap dengan tekhnologaybrid’. Hanphone (HP) China merek
“MITO” dalam brosur tersebut terdapat kalimat sép€mmasternya

game, gambar lebih tajam, suara lebih jernih, gerdkbih cepat dan
atraktif’, dengan huruf-huruf yang kecil sehinggalitsuntuk dibaca.

Penyampaian informasi tersebut berlebihan, dark teksuai dengan
keadaan produk HP tersebut. Jenis HP China yangt adlipategorikan

kualitasnya bagus adalah yang berem®&EKIAN, CROSE*

Jika ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tewaPerlindungan
Konsumen pasal 9 ayat (1) huruf j tentang perbugaary dilarang bagi
pelaku usaha yaitu, pelaku usaha dilarang menawank@mpromosikan,
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secaia lbelaar, dan/atau
seolah-olah, menggunakan kata-kata yang berlebgiegrerti aman tidak
berbahaya, tidak mengandung risiko sampingan t&eperangan yang
lengkap. Pasal di atas menunjunjukan bahwa tepgdnggaran hak atas
informasi oleh pelaku usaha terhadap konsumenn&ardormasi yang

menyesatkan.

> Hasil wawancara dengan responden Konsumen SofygreNaNitikan Baru Yogyakarta,

tanggal 28 Desember 2011, pukul 16.57 Wib.

1% Hasil wawancara dengan pelaku usaha Ibu KusligriSsflaku Kepala Pemasaran di
Counter Jet Phone Jogjatronik Yogyakarta, tanggal 26 Desember 2011, pukul 19:14:58 Wib
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Penyampaian informasi yang berlebihan seperatas merupakan
penyesatan dalam promosi barang dan atau jasae$¥ay tersebut
dilaksanakan dengan cara melebih-lebihkan kualitagat atau
kemampuan merek HP tersebut. Dampak yang timbulpgayampaian
informasi yang menyesatkan dapat berupa citra iiegahsumen
terhadapa merek HP China tersebut, kerugian bagisukoen,
pembodohan bagi konsumen, sampai memancing peasayang tidak
sehat. Pada akhirnya, pelaku usaha yang jujur dateefaksanakan
usahanya turut pula menjadi korban praktik pengesatalam
penyampaian informasi, dengan hilangnya kepercaykansumen
terhadap pelaku usaha.

. Penyampaian informasi yang berlebihan dalam trangadd-beli
pelanggaran jenis ini merupakan perbuatamg ydilakukan oleh
penjual HP China ketika transaksi dilakukan. Pelaisaha (penjual)
selalu membujuk konsumen agar mau membeli HP Chansebut,
dengan memberikan informasi keunggulan HP tersellgngan
membandingkan HP merek lain. Padahal belum tentuerdebut lebih
dari HP merek lain. Seringkali konsumen tidak bgeddengan bujukan
dan rayuan sipenjual, tanpa mengetahui apakah kpraétld China
tersebut baik atau tidak, tanpa memikirkan apakedapat service center

atau tidak.
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2. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk HP China
Penyampaian informasi merupakan kepentingalaku usaha dalam

memasarkan produknya, tetapi di dalamnya terdapgh jkepentingan
konsumen, untuk memperoleh informasi secara jujbjektif dan tidak
menyesatkan, sehingga konsumen dapat mempergusakarer dananya
secara optimal. Oleh karena itu, penyesatan infeirmang disampaikan
oleh pelaku usaha baik melalui iklan atau brosamgydapat merugikan
konsumen, serta menghilangkan kepercayaan konsumpada pelaku
usaha dalam jangka panjang, maka perlu adanya uagg@gwab sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Bentuk pertanggwagjan pelaku usaha
ada dua macam yaiutt’
a. Bentuk pertanggungjawaban administratif

Undang-undang Perlindungan konsumen memuat bentuk

pertanggungjawaban pelaku usaha diatur dalam Pé&S€al yaitu

pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp. 20000@000 (dua ratus

juta) rupiah terhadap pelanggaran atas ketentuanig:

1) Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen [([d&sayat (2)

dan ayat (3));
2) Periklanan yang tidak memenuhi syarat (pasal 20)
3) Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (pasaldab);

4) Kelalaian memenuhi garansi/jaminan yang dijanjikan.

7 Janus Sidabalolukum Perlindungan Konsumen di Indone$ia, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2006, him. 94.
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b. Pertanggungjawaban pidana

Pelaku usaha dapat dibebani pertanggungjawabamayideik pelaku

usaha yang bersangkutan maupun pengurusnya (jdcdugen tersebut

badan usaha ) dalam Undang-undang Perlindunganuifars pasal 61

sampai dengan pasal 63 yaitu:

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaahnau dan atau

pengurusnya.

Pasal 62

a. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimang vy
dimaksud dalam pasal 8, pasal , pasal 10, pasaydt32), pasal 15,
pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf b, huwue dan ayat (2),
dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara pkling 5 (lima)
tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 200@00@0 (dua
milyar) rupiah.

b. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimareksdd
dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), dadsgbasal 16, dan
pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda pdiengyak Rp.
500.000,00 (lima ratus juta) rupiah.

c. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka beakit berat,
cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentudana yang

berlaku.
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Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dadaal 2, dapat

dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

a. Perampasan barang tertentu;

b. Pengumuman keputusan hakim;

c. Pembayaran ganti rugi;

d. Perintah penghentian kegiatan tertent yang menyabatimbulnya
kerugian konsumen,;

e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan

f. Pencabutan izin usaha.

Berdasarkan pembahasan di atas mengenanggelan hak atas
informasi yang berkaitan dengan dua jenis pelarggamitu, pertama
tentang iklan dan brosur yang menyesatkan, kedudarig penyampaian
informasi  yang berlebihan dalam transaksi jual-belBentuk
pertanggungjawaban pelaku usaha produk HP Chirtgoth Yogyakarta
sebagai beriukut:

a. Kasus Kartika vs Smart Phone
Bentuk tanggung jawab pada kasus tersebut menwmlip adalah
murni karena kesalahan Smart Phone (penjual), iseswmgan prinsip
tanggung jawab berdasarkan unsur kesaldhalpility based on fault)

Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabangaasbukum jika
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ada unsur kesalahan yang dilakukantifdnsur kesalahan berarti unsur

yang bertentangan dengan hukum secara luas yakitenbangan dengan

peraturan perundang-undangan, ketertiban umumsikasn, kepatutan

dalam masyarakat, serta adat kebiasaan setemplam D@asal 1365

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perbuatan meldw&aom lazim

memenuhi empat unsur yang pokok yaru:

1) Adanya perbuatan;

2) Adanya unsur kesalahan;

3) Adanya kerugian yang diderita;

4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dagi&er

Perbuatan yang dilakukan oleh Smart Phone terhalaptika

(konsumen) telah memenuhi keempat unsur di atéis: yai

1) Adanya perbuatan hukum yaitu jual-beli.

2) Unsur kesalahan membiarkan menjual HP China Hii@nond
touch screendalam keadaan rusak, cacat tersembunyi, tidak
memberitahu tentang service center HP HTC, ini pekan
perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sessail Baayat (2)
Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbupgilaku
usaha dilarang memperdagangkan barang yang ruaakt, catau
bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasisémagkap dan

benar atas barang yang dimaksud”.

¥ ShidartaHukum Perlindungan Konsumen Indonesitk. Kedua, PT. Gramedia Sarana,

Jakarta, 2004, him. 73.

9 Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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3) Konsumen mengalami kerugian materiil, tidak dapahikmati HP
yang sudah dibeli.

4) Jelas ada hubungan sebab-akibat antara kesalahgndilakukan
penjual sehingga mengakibatkan konsumen mengakmgian.
Dalam kasus di atas penyelesaian sengketa yarkgikiila melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yogyakang giselesaikan
melalui mediasi. Pelaku usaha dalam hal ini perpeasedia mengganti
kerugian berupa uang sebesar Rp.2.700.000,00- &epadsumen,
tindakan tersebut sesuai dengan pasal 19 Undarajzgniderlindungan

Konsumen yaitd®®

1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti-raigis
kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumeibat aki
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkéau a
diperdagangkan;

2) Ganti-rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayadgfiat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang danjasauyang
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kisehdan/atau
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuastunaer
perundang-undangan yang berlaku;

3) Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggarguwa (tujuh)
hari setelah tanggal transaksi;

4) Pemberian ganti-rugi sebagaimana yang dimaksud ggata(1) dan
ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanyaitamtpidana
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adaogaur
kesalahan;

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan(2)ytidak
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan ddtesalahan
tersebut merupakan kesalahan konsumen.

*Lihat pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perfigém Konsumen
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Menurut penulis bentuk pertanggungjawaban olehkpi@mart Phone

adalah berupa pertanggungjawaban administratignkatelah melanggar

pasal 25 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Koaswmaitu:

Pasal 25 ayat (2)

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {Bndpgungjawab

atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konswapabila pelaku usaha:

1) Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku gpdan/fasilitas
perbaikan;

2) Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan dan gaansi
yang diperjanjikan.

b. Kasus Budi Raharja vs Gemilang Sell

Dalam kasus Budi Raharja vs Gemilang Selkdtan dengan
pelanggaran hak atas informasi berupa iklan ataasubr yang
menyesatkan, pelaku usaha yang paling tepat uniuktat pertanggung
jawabannya adalah perusahaan periklanan yang nikxa@rtorosur HP
China merek MITO. Konsumen dapat menuntut atas gkanu
dikarenakan iklan yang tidak benar, tidak sesuaigde kondisi HP
tersebut. Disebutkan dalam pasal 20 Undang-undaadinéungan
Konsumen bahwa, “pelaku usaha periklanan bertargggawab atas
iklan yang diproduksi dan segala akibat yang dititkén oleh iklan

tersebut™® Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pesklan

' Lihat pasal 20 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perfiggim Konsumen
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terdapat pada pasal 17 ayat (1) Undang-undanghBengan Konsumen
berbunyi*®?
1) Pelaku usaha dilarang memproduksi iklan yang:

a) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitalsaib, dan
harga barang dan/atau tarif jasa, serta ketetapaktuw
penerimaan barang dan/atau jasa,

b) Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang danjasax

c) Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidakatapengenai
barang dan/atau jasa;

d) Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaianarg
dan/atau jasa;

e) Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang taspan s/ang
berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;

f) Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturanundang-
undangan mengenai periklanan.

Jika kita amati kedua pasal di atas maka perusalidan tersebut
bertanggung jawab penuh atas kerugian yang didel#ia konsumen.
Menurut penulis bentuk pertanggungjawaban dalamuskadi atas
menyangkut keduanya, bisa pertanggungjawaban astraitii dan juga
pertanggungjawaban pidana. Sanksi administratériatelah melanggar
pasal 20 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 20.

Pelaku usaha periklanan bertanggungjawab atas ydaig diproduksi
dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan femse

Pasal 20 ini menegaskan bahwa tanggung jawab ldtas dan segala
akibatnya berada ditangan pelaku usaha periklé®esuai dengan pasal

60 ayat (2) maka sanksi administratif yang dap@tuiikan kepada

' Lihat pasal 17 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tenf@edindungan Konsumen
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peusahaan iklan tersebut berupa penetapan gantraligg banyak Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah.

Sanksi pidana dapat diterapkan pada perusahaam tidaebut karena
telah melanggar pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayah({d)f f, pasal 17 ayat
(1) undang-undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 8 ayat (2).

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yaag, rcacat, atau
bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasirssdeagkap dan
benar atas barang yang dimaksud.

Pasal 9 ayat (1) huruf f

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikamgikignkan
suatu barang atau jasa secara tidak benar, dasexikah olah:

Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi

Pasal 17 ayat (1)

1). Pelaku usaha dilarang memproduksi iklan yang:

a) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitahaib,
dan harga barang dan/atau tarif jasa, serta ketetamktu
penerimaan barang dan/atau jasa;

b) Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang danjasar

c) Memuat informasi yang Kkeliru, salah, atau tidak atep
mengenai barang dan/atau jasa;

d) Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaiarafg

dan/atau jasa;
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e) Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tagipa gang

berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;

f) Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan pangid

undangan mengenai periklanan.
Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada perusalea&lanan atas
pelanggaran ketiga pasal di atas yaitu pidana epgling lama 5 (lima)
tahun atau pidana denda paing banyak Rp. 2000@@DQdua milyar
rupiah) (pasal 62 Undang-undang Perlindungan Koesjim
. Kasus Sofyan Nugraha vs Jet Phone

Pelanggaran pelaku usaha dalam kasus Sbhiygraha vs Jet Phone
terletak pada penyampaian informasi yang berlebifi@am transaksi
jual-beli. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha ama dengan kasus
Kartika vs Smart Phone yaitu murni karena kesalgiemual. Banyak
sekali kesalahan fatal yang dilakukan oleh penjuallai dari
memberikan informasi yang berlebihan, tidak berkaipr, tidak
memberitahukan jenis HP China B-World tidak adaisercenternya di
Kota Yogyakarta. Konsumen dapat menggugat penjeiebut atas
kerugian yang dideritanya karena telah dilangganya.

Meurut penulis bentuk pertanggungjawabanh opelaku usaha
adalah sanksi administratif, karena telah melanggaal 19 mengenai
ganti kerugian atas kerusakan HP China tersebsg| @& ayat (2) huruf
b, yaitu pelaku usaha bertanggungjawab atas tumgaati-rugi dan atau

gugatan konsumen karena tidak menyediakan sukungaatau fasilitas
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perbaikan. Maka, sanksi yang dapat dijatuhkan sefregan pasal 60
Undang-undang Perlindungan Konsumen berupa gagiti-paling

banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah.



125

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak konsumen atas informasi terhadagaksinual-beli
HandphongHP) produk China di Kota Yogyakarta masih kurdag
belum sesuai dengan pasal 4 huruf ¢ Undang-Undanignéungan
Konsumen, karena pelaku usaha HP produk China tdakahami
kewajiban-kewajibannya yang tertulis dalam Undandang tersebut.
Pada umumnya konsumen tidak memanfaatkan Lembagauiken
Yogyakarta (LKY) dan Badan Penyelesaian Sengketasimen
(BPSK) Yogyakarta yang ditunjuk oleh Undang-Und&eglindungan
Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumetters

2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumeméiamasi yang
tidak benar, tidak jelas tentang HP produk ChinKatia Yogyakarta,
untuk sengketa konsumen yang diperkarakan mel#yi dan BPSK
pelaku usaha dapat membayar ganti-rugi kepada kwesu
pertanggungjawaban yang dimaksud vyaitu pertangguadjan
administratif (Kasus Kartika vs Smart Phone). Unts&ngketa
konsumen yang tidak diperkarakan melalui LKY at&®BK tanggung
jawab pelaku usaha diabaikan begitu saja, sepelakp usaha Jet

Phone dan Gemilang Sell.
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B. Saran

1. Hendaknya para konsumen berhati-hati dalam menpitdduk HP
China dilihat terlebih dahulu barangnya, ada atalakt service
centernya, jangan terkecoh dengan informasi yangyesatkan dari
berbagai media atau informasi secara langsung miaku usaha.
Apabila konsumen mengalami kerugian atas pembedH&n China
tersebut segeralah meminta bantuan kepada lembayg ditunjuk
oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen vyaitu lag@ab
Konsumen Yogyakarta (LKY) atau Badan Penyelesaiangketa
Konsumen (BPSK) Yogyakarta.

2. Hendaknya pelaku usaha produk HP China mempuniaiditbaik
dalam memasarkan produknya, memberikan informakngkap-
lengkapnya tentang produk HP China tersebut. Jikarmasi yang
disampaikan kepada konsumen tidak sesuai dengatadeaaslinya
dan mengakibatkan kerugian, maka sesuai dengan ngndalang
Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib bertargjgwab

mengganti kerugian tersebut.
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LAMPIRAN



Menimbang:

a

Mengingat:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam
era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945;

bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus
dapat mendukung, tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu
menghasilkan beraneka barang dan / atau jasa yang, memiliki
kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang
dan / atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan
kerugian konsumen;

bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses
globilisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan
masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang
dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;

bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu
meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan
kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta
menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab;
bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di
Indonesia belum memadai;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat
peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan
perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta
perekonomian yang sehat;

bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan
Konsumen;

Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33 Undang Undang
Dasar 1945;




Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

10.

11.

12.

13.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik
bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan,
yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh konsumen.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang
disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu
barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang
dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam
wilayah Republik Indonesia.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-
Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan
menangani perlindungan konsumen.

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha
yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan
wajib dipenuhi oleh konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk
membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
meliputi bidang perdagangan.




BAB I
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan
keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3
Perlindungan konsumen bertujuan:

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;

¢. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha;

f.  meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan konsumen.

BAB llI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen
Pasal 4
Hak konsumen adalah:

a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsurnsi
barang dan/atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang
digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
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diskriminatif;

hak untuk mendapatkan komnpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara
patut.
Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad
tidak baik;

hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen;

hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pcnggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan;

memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguiji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang




diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV

PERBUATAN YANG DILARANG

BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang:

a

b.

tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang
tersebut;

tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang
dan/atau jasa tersebut,

tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan,
gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam
label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;

tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana
pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label,

tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat
nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan
pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku
usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan
harus di pasang/dibuat;

tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang
dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas,
dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas
barang dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang
rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa rnemberikan informasi
secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang
memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari
peredaran.




Pasal 9

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu
barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga,
harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu,
karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki
sponsor persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri
kerja atau aksesori tertentu;

d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai

sponsor, persetujuan atau afiliasi;

barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

barang tersebut rnerupakan kelengkapan dari barang tertentu;

barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa
lain;

j.  menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman tidak berbahaya,
tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang
lengkap;

K. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang untuk
diperdagangkan.

3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dilarang
melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa
tersebut.

T

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat
pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau
jasa;

tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

bahwa penggunaan barang dan/atau jasa.

D 2

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang,
dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar
mutu tertentu;

b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat
tersembunyi;

c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud
untuk menjual barang lain;




d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup
dengan maksud menjual barang yang lain;

e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup
dengan maksud menjual jasa yang lain;

f.  menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang
dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika
pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu
dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu
barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang
dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau
memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat,
obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan
kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau
jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang, ditujukan untuk
diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan;
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Pasal 15
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara
pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis
terhadap konsumen.

Pasal 16
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai
dengan yang dijanjikan;

b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:




f.

mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan
dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan
barang dan/atau jasa;

mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;

memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang
dan/atau jasa;

tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau
jasa;

mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang
berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;

melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai periklanan.

2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah
melanggar ketentuan pada ayat 1.

BAB V

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada
setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a

b.

C.

menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
barang yang dibeli konsumen;

menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh
konsumen;

menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik
secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala
tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh
konsumen secara angsuran;

mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli
jasa;

menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan
baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa
yang dibelinya;

menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha
untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan
terhadap barang yang dibeli olch konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya
sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya
sulit dimengerti.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen
atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan




Undang-undang ini.
BAB VI
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
Pasal 19

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang
atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah
tanggal transaksi.

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian
lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila
pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan
kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat
yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

1. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor
apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan
produsen luar negeri.

2. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila
penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan
penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat 4, Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dari
tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan
pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak
memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa
konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.




Pasal 24

Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain
bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan
perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;

b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya
perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau
tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebaskan dari tanggung
jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha
lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen
dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan
dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku
cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi
sesuai dengan yang diperjanjikan.
Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat | bertanggung jawab atas
tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau
fasilitas perbaikan;
b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang
diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi
yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian
yang diderita konsumen, apabila:

a
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barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan
unluk diedarkan;

cacat barang timbul pada kemudian hari;

cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;

lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau
lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan
tanggung jawab pelaku usaha.




BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 29

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan
konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta
dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri
teknis terkait.

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melakukan koordinasi atas
penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 meliputi upaya untuk:
a. terciptanya iklim usaha dan timbulnya hubungan yang sehat antara
pelaku usaha dan konsumen;
b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

C. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya
kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan
konsumen.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan
konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 30

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh
pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat.

Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat | dilaksanakan
oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ternyata
menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan
dapat disampaikan kepada Menteri dan rnenteri teknis.

Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat |,




ayat 2, dan ayat 3 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB ViIli
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
Bagian Pertama
Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan
Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik
Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan
pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan
konsumen di Indonesia.

Pasal 34

1. Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan
Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

a

b.

C.

g

memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka
penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;

melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut
keselamatan konsumen;

mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat;

menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan
konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada
konsumen;

menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat,
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku
usaha;

melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Badan
Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi
konsumen internasional.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Keanggotaan
Pasal 35

Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap
anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15
(lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota
yang mewakili semua unsur.

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen
Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnya.

Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh
anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:

pemerintah;

pelaku usaha;

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
akademisi; dan

tenaga ahli.

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah: a. warga

negara Republik Indonesia; b. berbadan sehat; c. berkelakuan baik; d. tidak pernah
dihukum karena kejahatan; e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang
perlindungan konsumen; dan f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38
Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

meninggal dunia;

mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
sakit secara terus menerus;

berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau

diberhentikan.
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Pasal 39

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional
dibantu oleh sekretariat.

2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang sekretaris
yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

3. Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1
diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 40

1. Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk
perwakilan Ibu Kota Daerah Tingkat | untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

2. Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan lebih
lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkerja
berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan
Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan
kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
LEMBAGA PFRLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYARAKAT
Pasal 44

1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
yang memenuhi syarat.
2. Lernbaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan
untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak
dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;
b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan




perlindungan konsumen;
d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk
menerima keluhan atau pengaduan konsumen;

€. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap
pelaksanaan perlindungan konsumen.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen

swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

BAB X
MENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 4

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku
usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di
luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2
tidak menhilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-
undang.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan,
gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut
dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang,
bersengketa.

Pasal 46

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentinyan yang sama;

c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi
syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam
anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan
didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan
konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran
dasarnya;

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang
besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 huruf b, huruf ¢, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban
yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d diatur dengan




f.

P T

Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan
tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali
kerugian yang diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang
peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

1. Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah
Tingkat Il untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

2. Untuk, dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa
konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

warga negara Republik Indonesia;

berbadan sehat;

berkelakuan baik;

tidak pernah dihukum karena kejahatan;

memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan
konsumen;

berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

3. Anggota sebagairnana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas unsur pemerintah,
unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.

4. Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berjumlah sedikit-
dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa
konsumen ditetapkan oleh Menteri.




Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 1

terdiri atas:

a. ketua merangkap anggota;

b. wakil ketua merangkap anggota;

C. anggota.

Pasal 51

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu
oleh sekretariat.

2. Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala
sekretariat dan anggota sekretariat.

3. Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat

badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara
melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam
Undang-undang ini;

menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang
terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen;

memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;

meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli,
atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak
bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna
penyelidikan dan / atau pemeriksaan;

memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak
konsumen;

memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran
terhadap perlindungan konsumen;

menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar
ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian
sengketa konsumen Daerah Tingkat Il diatur dalam surat keputusan menteri.




Pasal 54

Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian
sengketa konsumen membentuk majelis.

Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus ganjil dan
sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, yang mewakili semua unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat 3, serta dibantu oleh seorang panitera.

Putusan majelis bersifat final dan mengikat.

Ketentuan teknis lebih lanjut pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat
keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat
dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan
penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.

Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan
tersebut.

Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dianggap menerima putusan badan
penyelesaian sengketa konsumen.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 tidak
dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen
menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik unluk melakukan penyidikan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada
ayat 3 merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan
penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 3 dimintakan penetapan
eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

1

2.

Pasal 58

Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat 2 dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu)
hari sejak diterimanya keberatan.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, para
pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi
ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.




BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 59

Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara
Pidana yang berlaku.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil ,sebagaimana dimaksud pada ayat 1
berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang, atau badan hukum yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan
konsumen;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang
perlindungan konsumen;

f.  meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1
memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XiIli
SANKSI
Bagian Pertama
Sanksi Administratif
Pasal 60

Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi
administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3,
Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1




diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.
Pasal 62

1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b,
huruf ¢, huruf ¢, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).

2. Pelaku usaha yang, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d
dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap
atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan
hukuman tambahan, berupa:

perampasan barang tertentu;

pengumuman keputusan hakim;

pembayaran ganti rugi;

perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian
konsumen;

kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau

pencabutan izin usaha.
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BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen
yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Undang-undang ini.




BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65
Undang-undang ini berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Apri

PRESIDEN REPUBLIK INDC
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF H#
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42




» PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN
JI. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

= et = e ;..::g{ e
~ SURATIZIN
NOMOR : .. .07000044 _
0138/34
Dasar . Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/114/V/1/2012 Tanggal :06/01/2012
Mengingat . 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian,
Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan
pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/1.2/2004 tentang Pemberian
izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diijinkan Kepada ~ : Nama . IMAN FAUZI NO MHS /NIM :08410194
‘ Pekerjaan - Mahasiswa Fak. Hukum - Ull Yogyakarta
Alamat . JI. Tamansiswa 158 Yogyakarta
Penanggungjawab : Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum.
Keperiuan - Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERLINDUNGAN

KONSUMEN ATAS HAK INFORMAS| TERHADAP PEMBELIAN
HANDPHONE (HP) PRODUK CHINA DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 06/01/2012 Sampai 06/04/2012
Lampiran . Proposal dan Daftar Pertanyaan :
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Tanda tangan pada Janggak..
Pemegang 7 X i) S

V»‘ )

IMAN FAUZI

Tembusan Kepada: .

Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan) P49 (/985031013
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY N

. Ka. Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta ‘

. Ka. BPSK Kota Yogyakarta

. Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta

. Pengelola Jogjatronik Kota Yogyakarta

Ybs.
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH “

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / JIN
070/114/V/1/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum Ull Yogyakarta Nomor . 456/Dek/70/SR/Div.URT/2011
Tanggal . 28 Desember 2011 Perihal . ljin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing,

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam
melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan
Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian,

dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PV

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama . IMAN FAUZI NIP/NIM . 08410194

Alamat . JI. Tamansiswa Yogyakarta

Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI TERHADAP PEMBELIAN
HANDPHONE (HP) PRODUK CINA DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi : YLKI YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA

Waktu : 06 Januari 2012 s/d 06 April 2012

Dengan Ketentuan

1.

Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari
Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;

2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui
website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di
lokasi kegiatan;

4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir
waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;

5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang
berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 06 Januari 2012
A.n Sekretaris Daerafr
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);

2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan

3. Ka. Dinas Perindagkop Prov. DIY

4. YLKI Yogyakarta

5. DEKAN FAK HUKUM UlI

6. Yang Bersangkutan

T ——



wmwemes|  BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
| o1 ¥ (BPSK)

KOTA YOGYAKARTA

Alamat Sekretariat : JI. Kenari No. 56 Komplek Balaikota Timoho, Yogyakarta, Telp. 515865 psw. 3&4
Email : bpskjogja@jogja.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : /BPSK-Yk/S Ket./V/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama mahasiswa : IMAN FAUZI
Nomor identitas : 08410194
Alamat : Ds. Cikuya RT. 05 RW. 01 Kec. Banjarharjo, Brebes
Fakultas : Hukum
* Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Dosen pembimbing : H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.
Judul penelitian : PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK

INFORMASI TERHADAP PEMBELIAN HANDPHONE
(HP) PRODUK CINA DI KOTA YOGYAKARTA

Telah datang kepada kami untuk memperoleh bahan-bahan dan melakukan penelitian di Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta. Adapun hasil penelitian tersebut semata-
mata dipergunakan untuk keperluan ilmiah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Mei 2012
Sekretariat




LEMBAGA KONSUMEN YOGYAKARTA

(Yogyakarta Consumer Institute)

SURAT KETERANGAN
Nomor:18/Eks/LKY/IV/2012

Dengan ini Lembaga Konsumen Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : IMAN FAUZI
NO Mhs. : 08410194
Fakultas : Hukum Universitas Islam Indonesia

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di lembaga kami untuk
memenuhi tugas pembuatan Skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI TERHADAP
PEMBELIAN HANDPHONE (HP) PRODUK CHINA DI KOTA
YOGYAKARTA”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Mei 2012

ks —w’ié‘w
J.Widijafitdro,SH.MH
Ketua LKY

JI. Sukonandi Il No. 4A Semaki, Yogyakarta, 55166, Indonesia
Telp/Fax : +62 274 554457
Email : elkaye_78@yahoo.co.id




LAPORAN DATA SERVICE MITO YOGYAKARTA

Hp masuk service HP escalate

Herry Erick Herry Erick Herry Erick Herry Erick
14-Sep-11 15 10 1 1 14 9
15-Sep-11 4 4 1 3 17 9 1
16-Sep-11 1 1 0 1 18 9
17-Sep-11 0 0 0 (0] 18 9
19-Sep-11 2 2 15 8 2 3
20-Sep-11 3 4 1 1 4 6
21-Sep-11 6 3 5 5 3 4 2
22-Sep-11 0 3 0 1 1 5 1
23-Sep-11 10 10 0 0 11 15
24-Sep-11 15 15 12 11 11 16 3 3
26-Sep-11 5 4 5 8 11 11 1
27-Sep-11 1 1 0 1 12 11
28-Sep-11 14 14 4 4 21 21 1
29-Sep-11 8 6 14 19 11 4 3 3
30-Sep-11 1T 3 1 3 10 3 1 1
01-Oct-11 3 5 7 1 5 6 1 1
03-Oct-11 5 4 2 2 6 5 2 3
04-Oct-11 11 9 1 3 16 11
05-Oct-11 6 7 11 6 8 9 2 3
06-Oct-11 1 1 2 2 7 8
07-Oct-11 4 3 3 4 7 6 1




08-Oct-11 2 1 7 5
10-Oct-11 7 8 6 12 5
11-Oct-11 2 3 6 3 6 3
12-Oct-11 8 5 6 3 6 5
13-Oct-11 3 2 3 8 4
14-Oct-11 2 2 2 2 7 3
15-Oct-11 2 1 1 9 3
17-Oct-11 5 2 7 1 6 3
18-Oct-11 2 2 6 3
19-Oct-11 14 14 1 1 17 16
20-Oct-11 2 2 10 10 6 2
21-Oct-11 9 10 6 13 4
22-Oct-11 2 2 2 15 4
24-Oct-11 8 6 9 7 14 2
25-Oct-11 1 1 7 1 7 2
26-Oct-11 13 13 8 10 12 5
27-Oct-11 2 3 4 2 9 3
28-Oct-11 8 7 9 4 7 4
29-Oct-11 1 2 1 1 7 5
31-Oct-11 2 2 4 2 5 5
01-Nov-11 2 1 1 3 6 3
02-Nov-11 2 2 6 3
03-Nov-11 3 2 4 4 5
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05-Nov-11 14 13 9 7 13
07-Nov-11 1 1 6 5
08-Nov-11 5 6 4 7 3
09-Nov-11 9 10 10 6 5
10-Nov-11 3 1 2 7 4
11-Nov-11 3 4 4 6 2
12-Nov-11 3 1 2 6 2
14-Nov-11 8 8 4 7 2
*15-Nov-11 13 13 9 10 11
16-N0v-11 1 1 6 3 2
17-Nov-11 2 2 2 2 1
18-Nov-11 2 2 4 3
19-Nov-11 3 3 2 4 2
21-Nov-11 7 7 7 3 1
22-Nov-11 2 2 2 3 1
23-Nov-11 2 3 1 3 1
24-Nov-11 9 9 5 5 6
» 25-Nov-11 1 2 1 4 4
26-Nov-11 1 1 4 3
28-Nov-11 7 5 5 6 0
29-Nov-11 10 10 8 8 3
30-Nov-11 1 1 8 2
01-Dec-11 6 5 9 4 1
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02-Dec-11 7 5 3 8 3
03-Dec-11 2 3 3 6 3
05-Dec-11 6 4 6 5 2
06-Dec-11 11 13 10 6 7
07-Dec-11 2 6 7
08-Dec-11 4 5 4 5 6
09-Dec-11 9 8 3 10 10
10-Dec-11 5 5 4 9 10
12-Dec-11 1 1 8 2 4
13-Dec-11 10 8 7 5 5
14-Dec-11 5 4 2 8 6
15-Dec-11 4 3 3 8 Z
16-Dec-11 4 4 6 6 3
17-Dec-11 3 3 2 5 3
19-Dec-11 10 10 8 7 5
20-Dec-11 4 4 4 7 3
21-Dec-11 8 8 5 10 4
22-Dec-11 3 2 5 8 4

© 23-Dec-11 5 6 4 9 6
24-Dec-11 2 1 2 9 6
27-Dec-11 5 3 4 10 6
28-Dec-11
29-Dec-11
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KOTA YOGYAKA RTA

Alamat Sokrotarlat ; J). Kenarl No, 56 Komplek Balalkota Timoho, Yopyakata, Teip. H156865 psw, 344

FORMULIR PENGADUAN KONSUMEN
Nomor : /BPSK-Yk/ /

l.embar : |

KONSUMEN/PENGAD U/AHLI WARIS/IKUAS A

!

Nama

Umur ; ,;zz/cahqn ...............................................
Jenis Kelamin . P ..........................................................
Pékerjaan ' e R baom 58985 et (50861 o e g L e s gy s o
Alamat -k M, Supeno l\OR‘t/yz\p» O“/Oo (3 SQFQ?%.,.)
..“.I\")Q\.l.\.-}.‘."f\fijalaLlyaalcrw /Kotamadya : ) LY f
Rt LR S /
Telepon E e T A% sl LR [
Bukti Dirj e KFR/SIM No. 86\\\4520325 .... (lampirkan foto copy) ;

1L PELAKU USAITA/TERA DU

“-\__«_..‘\

Nama Pemilik : L?EMUOLTOM‘)) ............. oy i

Nama Perusahaan - S"\Op\hm‘ohe ............................. S 8 S+ 6 S e e

Alamat o Rleaa Am\)DP«U\\FMO ....................................
................... Kabupaten / Kotamadya Dl\/
Kol P8 § i st it o

Produk(Barang/Jasa) : ... RANARNONE i

Merek T L O R \

Telepon ] .(.QZ?.H.).‘,..H.B.%H 51 SO ERTELG o S  B e

Faximile ; i i (




Lembar: 2

IH.T

TENTANG PENGADUAN

Penyampaian Laporan Pengaduan

1. Datang Sendini

V4
2. Diwakili {:
L]

Hubungan dengan vang divwakili

3.

Jenis Pengaduan

Industri dan pertambangan

Pertanian dan Kehutanan

900

Standar Mutu

Jasa .gelaganan /service cenrer (/]

Klausula Baku

Label ]

Undangan/Undian Berhadiah C ]
: |
Waktu Kejadian Tanggal = ] ; !
- i FYCANEFEACN
Waktu / Jam RO.CO

Tempat/lokasi

SMoRt Phone |

Bukti — bukti
a. Bukti Pembelian (lampirkan)

b. Bukti Saksi

c. Barang bukti

d. Lain-lain

Bon Pembelian D
Kowvitansi .
Faktur » : ]
Tanda Terima ./(gefw\ce) m
LAI-180 v ]
Ada

Hubungan dengan saksi

]
Tidak ada :]
Ada J sl

Tenis barang / jasa yang dirugikan
.nandghehe do  Servite cepnter

Tidak ada

Bentuk kerugian yang diderita
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IV.

MASALAH YANG DIADUKAN / DILAPORKAN (WRONDLOGIS)

£
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Pada kgl 25 DeC 2003, saya Ke Smort Phone-, Plaza Ambarukmo  Saya di-
tawarkan HP merk HTC  Awalnya Saba bingung ke peniual menow&rkon kami
Untuk melibat fistk HPug masih bary . Padahal Hp barv harusnya masth segel .
Tap) Saya setvyy v/ melinatnya . Woktu membuka , te, nyota segel di dus HP |
Memong swdeh pernan dibuka  topi Logi-lagt sayq mengIrQ. kensumen memang J
diperbolehican vhtuk Metihat dulu , Akhirngo Saya membely Hp ko i v ‘
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JOB ORDER

. e +
No.: (307803
Tanggal : ™ '_‘JQF 10 Type ‘T Dl‘(‘/""(‘,"\ﬁl L
Nama | & N
e ko iMir 387654016 18¢C 230
Alamat B\MQO\QHQLP(’”C‘L{O .......................... llomu ,
Office Member No.
ol uboo Y Home Status Garansi |

Telp.

Accessories

M Battery
™ sim Card

[3 Memory Card

m’ Sarung / Pouch

Keterangan Fisik :

Saya telah memahami dan menyetujui isi dan ketcntuan Job Order ini

Customer Agreement

e

(kex

Customer Service

Technician

Customer

Masuk Keluar

Masuk

Keluar

Masuk

Keluar

M.

)
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v 1R

Barang yang selesai diperbaiki dan telah diperiksa konsumen dalam keadaan bank saat pengambilan, K

tanggal pengambilan barang untuk jenis kerusakan yang sama.

Bila ponsel terscbut datang ke tempat kami, dan tidak memuangkinkan kami untuk

Jjawab bila terjadi kesalahan/kehilangan memory / data pada ponsc! terscbut,

Bila ponsel pernah terkena air, jatuh, pernah diperbaiki pihak ketiga dan penyebab lain diluar kemampuan k
tersebut dapat kembali normal. bila saat proses repair terjadi kegagalan karena penycbab tadi dengan sanga’

(seperti saat ponsel masuk pertama kali).

Ketentuan di atas tidak  berlaku lagi bila ponsel teisebut mengalans format

ulang, terkena radiasi

Karena kelalazan pemakaian dari pelanggan, atau pernah diperbaiki oleh pihak ketiga.
Untuk barang yang telah selesai diperbaiki atau tidak dapat diperbaiki dan tidak diambil dalam 1

Jjawab atas keberadoan barang tersebut:

. Putih : Slip Pelanggan Setelah Service

2. Merah : Bukti Pengambilan Barang

amt gavanse dalam wakto FSATUY balan sepal
encek memory / data ponsel tersebut, maka kami tdik bertanggune

ami, maka kami tidak dapat menjamin ponscl
menyesil kami tidak bertanggung jawab atas ponsel tih

magnet, jatuh, terkena air, lemba,

bulan maka kami tidak bertangguny

3. Kuning : Administre i




PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barokaatuh

Dengan ini, % u@_l M‘ﬂlf\\} o

NG 7 b o v at s e rat e s

i A Y \
Pekerjaan  :..%7M. TR s mammons

Alamat Lamen Sowd MY T /10 egratert

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh:
Nama : Iman Fauzi

NIM : 08410194

Alamat : Suryowijayan, MJ I No. 75 Yogyakarta

Untuk bersedia diwawancarai menjawab atas pertanyaan peneliti Penulisan Tugas
Akhir (SKRIPSI) yang disusun oleh mahasiswa strata satu jurusan limmu Hukum,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tanpa prasangka dan paksaan. Ha! ini
semata-mata untuk keperluan Ilmu Pengetahuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan dijamin kerahasiaannya.

Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barokaatuh




PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barokaatuh
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Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh:
Nama : Iman Fauzi

NIM : 08410194

Alamat : Suryowijayan, MJ I No. 75 Yogyakarta

Untuk bersedia diwawancarai menjawab atas pertanyaan peneliti Penulisan Tugas
Akhir (SKRIPSI) yang disusun oleh mahasiswa strata satu jurusan limmu Hukum,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tanpa prasangka dan paksaan. Ha! ini
semata-mata untuk keperluan Ilmu Pengetahuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan dijamin kerahasiaannya.

Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barokaatuh




PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barokaatuh

Dengan ini,

Nama . Z‘ﬂ‘MZ‘rg)“ BUBYY - oinas
Umur B M —
Pekerjaan VWraswaddw
Alamat 2. P Qf”\"”)f‘g\q’l’ %,5..NVo.\20

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh:
Nama : Iman Fauzi

NIM : 08410194

Alamat : Suryowijayan, MJ I No. 75 Yogyakarta

Untuk bersedia diwawancarai menjawab atas pertanyaan peneliti Penulisan Tugas
Akhir (SKRIPSI) yang disusun oleh mahasiswa strata satu jurusan Ilmu Hukum,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tanpa prasangka dan paksaan. Hal ini
semata-mata untuk keperluan Ilmu Pengetahuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan dijamin kerahasiaannya.

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barokaatuh




PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barokaatuh

Dengan ini,

Nama L HERY SUSAMTO

Umur R TR R
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Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh:
Nama : Iman Fauzi

NIM : 08410194

Alamat : Suryowijayan, MJ I No. 75 Yogyakarta

Untuk bersedia diwawancarai menjawab atas pertanyaan peneliti Penulisan Tugas
Akhir (SKRIPSI) yang disusun oleh mahasiswa strata satu jurusan Ilmu Hukum,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tanpa prasangka dan paksaan. Hal ini
semata-mata untuk keperluan Ilmu Pengetahuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan dijamin kerahasiaannya.

Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barokaatuh
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Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh:
Nama : Iman Fauzi

NIM : 08410194

Alamat : Suryowijayan, MJ I No. 75 Yogyakarta

Untuk bersedia diwawancarai menjawab atas pertanyaan peneliti Penulisan Tugas
Akhir (SKRIPSI) yang disusun oleh mahasiswa strata satu jurusan limmu Hukum,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tanpa prasangka dan paksaan. Ha! ini
semata-mata untuk keperluan Ilmu Pengetahuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan dijamin kerahasiaannya.

Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barokaatuh




PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barokaatu_h

gz?ng:'n el Sopyon Augraha
Umur ;] Z’  fgen e
Pekerjaan TN vt . TOIOIR S OO 0.
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Alamat ~gqn7’a//,"ﬁa/729. Kol . ,Zn/j. dl«'i%ﬁ [ =8 )@qﬂfaffa

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh:
Nama : Iman Fauzi

NIM : 08410194

Alamat : Suryowijayan, MJ I No. 75 Yogyakarta

Untuk bersedia diwawancarai menjawab atas pertanyaan peneliti Penulisan Tugas
Akhir (SKRIPSI) yang disusun oleh mahasiswa strata satu jurusan Ilmu Hukum,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tanpa prasangka dan paksaan. Hal ini
semata-mata untuk keperluan Ilmu Pengetahuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan dijamin kerahasiaannya.

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barokaatuh




PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barokaatuh

Dengan ini,

Nama CRAPED eRyOne

Umur G TR iiisissasiansessivenaas "
Pekerjaan e SMBSTA e iiiiiieisvisismennes

Alamat L MIREOWRAN | 2T 1365 ) YK

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh:
Nama : Iman Fauzi
NIM : 08410194

Alamat : Suryowijayan, MJ I No. 75 Yogyakarta

Uniuk bersedia diwawancarai menjawab atas pertanyaan peneliti Penulisan Tugas
Akhir (SKRIPSI) yang disusun oleh mahasiswa strata satu jurusan Iimu Hukum,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tanpa prasangka dan paksaan. Hal ini
semata-mata untuk keperluan Ilmu Pengetahuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan dijamin kerahasiaannya.

Wassalamu’ alaikum wa rahmatullahi wa barokaatuh




PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barokaatuh

Dengan ini,

Nama L \OSLia SARLTR)
Umur e R
Pekerjaan L Kavtawan wasta
Alamat .. Xodtrogo. Pabapang. Banto|

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh:
Nama : Iman Fauzi

NIM : 08410194 _

Alamat : Suryowijayan, MJ I No. 75 Yogyakarta

Untuk bersedia diwawancarai menjawab atas pertanyaan peneliti Penulisan Tugas
Akhir (SKRIPSI) yang disusun oleh mahasiswa strata satu jurusan Ilmu Hukum,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tanpa prasangka dan paksaan. Hal ini
semata-mata untuk keperluan [lmu Pengetahuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan dijamin kerahasiaannya.

Wassalamu ' alaikum wa rahmatullahi wa barokaatuh
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Jve BOOMBOX 7Z2#mAN AS/k BUAT DENGER MUSIK

-

BReEE®

* Dual big speaker with resonant chamber
* Big screen, 2.4” TFT LCD with resolution
320 x 240 px

* Dual GSM-GSM

* Dual Band GSM 900/1800 MHz
# i * MP3 Audio
----- N = R * MP4 & 3GP Video
i i f * JPG, GIF, PNG picture

* GPRS WAP & Java

* Micro SD Slot

* Radio FM & record

* Back Camera 1.3 Mpx
* Bluetooth

hhhhh

Dark Green

jazz hybrid

GSM - CDMA HYBRID

Groovy Red

Red

S| RAMPING YANG MEMIKAT
BHEEHE®

* Dual Hybrid GSM + CDMA / 800 MHz  * Micro SD Slot

* Dual Band GSM 900 / 1800 MHz * GPRS / WAP
* 2.0” LCD * Java

* Digital Camera * FM Radio

* Bluetooth * Big Sound

S MOBILE

GET EXC/TED

www.spc-mobile.com




E i L L LT T,

Handphone Touchscreen

I'd

Layar EXTRA BESAR CcOMING
Fitur EXTRA LENGKAP SOON

)
* Touch screen * Bluetooth
| * Big LCD 3.2" WWQVGA » Back camera

* Analog TV * Audio player support MP3
* Dual SIM Card GSM * Video player support 3GP, MP4
* Dual Band GSM 900/1800MHz * Micro SD expansion memory

White * GPRS, WAP & Java * FM Radio

SERVICE CENTER

JAKARTA : PT.SUPERTONE Jl.Gajah Mada No. 218 F-G Telp. 021-6250460, ITC ROXY MAS Jl.KH.Hasyim Ashari Lt.3, A38-39
Telp.021-63851499, ITC CEMPAKA MAS Lt. 4, Blok G No. 520 Telp. 021-42900414, SOLO : JL.Moh.Yamin No.6, Telp. 0271-652537,
SEMARANG : Jl.Mentri Supeno I No.12 Telp. 024-8318289, YOGYAKARTA : Jl.Dr.Sutomo No. 58 Telp. 0274-558899, SURABAYA :
WTC Lt.3. No. 367 & 374, Jl. Pemuda No.27-31 Telp. 031-5326990, MEDAN : Plaza Medan Fair ETC 2 Lt.4 No.78 Telp 061-4140177,
BANDUNG: COMING SOON -ITC KEBON KELAPA
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QWERTY STYLI

* Dual on GSM, Dual Camera, Voice SMS, Java, Disco Light, Bluetooth, Steel casing, Video Chat, Video wmmoa .
9 * MP3/MP4/FM, Big Speaker, PC Modem Function, Opera Mini, Facebook, E-buddy, Twitter U

denga ﬁmﬂﬂ logi 16bit :Ec:&ucmma: hanya 8
membuat bermain game lebih seru. =
GAMBAR LEBIH TAJAM, SUARA LEBIH JERNIH

# GERAKAN LEBIH CEPAT £ ATRAKTIF 2 7

* Dual MMC Card Slot, Bluetooth, Voice SMS, Java,

« Video Record, Video Chat, Dual Camera,

« MP3 ¢ MP4 Player, FM Radio, Big Speaker, Disco Light,
« Opera Mini, Social Networks, Messenger Applications

NES Games (16-Bit Games), Game Pad button, Dual MMC Card Slot, |
« Video Record, 3 Cameras, Java, Video Chat, Voice SMS,
« MP3 £ MP4 Player, FM Radio, Big Speaker, Disco Light, Bluetooth |
« Opera Mini, Social Networks, Messenger Applications

AUTHORIZED SERVICE CENTER : BALIKPAPAN 0542 - 424245 | BANDUNG 022 - 6125454/6125455 | BANJARMASIN 0511 - 6213990 | BALI 0361
- 225678 | BEKASI 021 - 95117580 | BERAU 0554 - 26937 | BOGOR 0251 - 9729884 | GARUT 0262 — 239128 | GORONTALO 0435 - 827688 |
JAKARTA ¢ Mangga Dua Square 021 - 62312559 « Ruko Roxy Mas 021 - 63858135 « ITC Cempaka Mas 021 - 42901322 | JAMBI 0741 - 24801 |
JAYAPURA 0967 - 550999 | KARAWACI 021 - 41659556 | KENDARI 0401 - 3129234 | KUPANG 0380 - 821644 | LAMPUNG 0721 -

09954232/9025530 | LOMBOK 0370 - 639702 | MAKASAR 0411 - 333999 / 9130789 | MANADO 0431 - 855788 | MEDAN « 061 - 7320408 « 061 -
8442042 | PADANG 0751 - 7801003 | PALEMBANG « 0711-382453 « 0711-365584 | PALU 0541 - 4752288 | PEKANBARU « 0761 - 3037838 «
0761- 33668 | PONTIANAK 0561 - 747770 | PURWOKERTO 0281 - 7600760 | SAMARINDA 0541 - 748040 | SEMARANG « 024 - 70533533 « 024 -
70148778 | SURABAYA 031 - 5319310/ 5319285 | TARAKAN 0551-5518585 | TASIKMALAYA 0265 - 333506 | YOGYA 0274 -6411575

e

MiTO 808

Dual GSM, Layar sentuh dengan LCD 3.5"
Pemutar TV, FM Radio, MP3 & MP4

Kamera digital, Bluetooth, Multitasking, My Widget
Permainan layar sentuh & gravitasi (sensor games)
Dual Speaker suara stereo kencang

Dual slot & dual baterai daya tahan lebih lama
Java, Opera Mini, Google Map, Facebook,
Yahoo!Messenger, Yahoo Mobile, Twitter,
Detik.com, Kompas.com, Kapanlagi.com

www.mitomobile.com
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Pertanyaan untuk pelaku usaha

1. Bagaimana saudara memberikan informasi HP produk China kepada konsumen atas
produk yang saudarajual?
HP China seperti apayang paling diminati oleh konsumen?
Melaui apa saudara mempromosikan HP China yang saudara jual ?
Bagaimana dengan garansi HP tersebut?
Apakah ada tempat untuk service yang resmi dari prodak HP China?
Apakah pernah ada keluhan dari konsumen tentang prodak HP China?
Keluhan seperti apa yang biasanya konsumen adukan?
Bagaimana saudara menanggapi keluhan tersebut?
Apakah ada yang sampai meminta ganti kerugian atas keluhan tersebut?
. Apakah saudara pernah mengalami penyelesaian sengketa konsumen melibatkan
LKY?
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Pertanyaan untuk konsumen.
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18.

Apaaasan saudara membeli HP produk China?

Merek HP produk China apa yang saudara beli?

Kenapa saudara tidak memilih produk HP yang lainnya?
Bagaimana tentang fasilitas atau fitur tentang HP tersebut?
Apakah saudara puas dengan memiliki HP tersebut?

Di mana saudara membeli HP tersebut?

Darimana saudara mengetahui informasi tentang HP tersebut?
Bagaimanaisi informas tentang HP tersebut?

Apakah informasi tersebut sesuai dengan keadaan HP tersebut?

. Bagaimana saudara mel aksanakan transaksi jual-beli dengan pelaku usaha?

. Bagaimana pelaku usaha dalam menjelaskan HP tersebut?

. Apakah pernah HP saudara memngalami kerusakan?

. Berapalama HP tersebut mendapatkan garansi?

. Biasanya apanya yang rusak dari HP tersebut?

. Bagaimana dengan service dari HP tersebut?

. Apakah saudara mengetahui UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
. Dalam UU tersebut saudara memiliki hak atasinformasi yang benar, jelasa dan jujur

serta mengenai kondisi dan jaminan suatu produk tertentu, apakah saudara merasa
pel aku usaha sudah memberikan hak saudara ?

Dalam UU ini juga Saudara berhak atas kerugian yang saudara derita akibat informasi
yang tidak sesuai dengan kenyataannya?



Pertanyaan untuk center service
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7.
8.
9.

Bagaimana hubungan cervis center ini dengan pelaku usaha prodak HP China?

Ada berapa banyak HP China yang saudara perbaiki?

HP merek apa yang biasa saudara perbaiki?

Berapa banyak setiap harinya memperbaiki HP produk China?

Kerusakan apa sgja yang ada dalam HP tersebut?

Bagaimana dengan HP yang masih bergaransi, apakah ada perbedaan dalam
pelayanan nya dengan HP yang tidak bergaransi?

Apakendala saudara dalam memperbaiki HP China?

Bagaimana tentang kekuatan HP tersebut setelah diperbaiki?

Adakah konsumen yang komplen atas perbaikan HP tersebut?

10. Komplen seperti apa yang biasanya dilakukan konsumen?



Pertanyaan terhadap Lembaga Konsumen Y ogyakarta (LKY)).

Bagaimana peran LKY bagi masyarakat?

Apasgatugas LKYdi KotaYogyakartaini?

Apakah ada pengaduan konsumen tentang produk HP China?

Berapa banyak pengaduan konsumen tersebut?

Apa sgja pengaduan konsumen tersebut?

Bagaimana LKY menanggapi pengaduan konsumen tersebut?

Apakah ada keterkaitan pengaduan konsumen mengenai HP produk China atas hak
informasi ?
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8. Bagaimanapandangan LKY atas Hak informasi yang dimiliki oleh konsumen?

9. Perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan LKY terhadap pengaduan
konsumen.

10. Langkah apa yang dilakukan LKY terhadap pengaduan konsumen mengenai produk
HP China?

11. Bagaimana tanggapan pelaku usaha terkait pengaduan konsumen yang disampaikan
oleh LKY?

12. Bagaimanatanggapan LKY tentang tanggung jawab pelaku usaha atas informasi yang
tidak benar dan tidak jelas?
13. Bagaimana penyel esaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh LKY ?



